. KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

TESIS
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Memperolih Gelar Magister limu Hukum

Oteh :
- ISMUNARNO, SH
NIM. B4A 099 081

Progi'am Kajian Sistem Peradilan Pidana -

Pembimbing :
Prof. Dr. Barda Nawawi Aricf, SH

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002




TESIS

KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh :
ISMUNARNO, SH
Nim. B4A 099 081/SPP

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUIT PADA HARI KAMIS
' TANGGAL 22 AGUSTUS 2002

TESIS INI TELAH DITERIMA SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
[LMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

MENGETAHUI

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.J.
NIP. 130 307 058




ABSTRAK

Tindak pidana narkotiks pada umumnya ridak dilskukean
cleh perorangan secarsa sendiri-sendiri melsinkan dilsku-
kan sSecara Dersama cleh sindikat  vyang terorganisasi
zecara mantap, rapi, rahasia bersifat tranenasional
menggunakan modus operandi dan teknologil vang canggih,
sehingga lebih merupakan perbuatan horporasi dibanding
perbuatan perorangarn. Walaupun Undang-undang Ho. g9 Tahun
1978 dan UU Ho. 22 Tahun 1887 sebagal penggantinya.
keduanya sudah mengaltur perihal dapat dipertanggungjawab—
wannya korporasi vang melakuksn tindak pidans narhotika
aken tetapl selama kurun waktu sejak dikeluarkannva Uy
tersebut sampail aekarang belum ada pemidansan terhadap
korporasi. Sehubungan dengan hal tersebnt maka tesis ini
membahas dus pokok masalah (13} Bagzimanakah kebiiakan
pertanggungjawaban korporasi dalam rindak pidansa nerhoti-
ka menurut UU Ho. 29 Tghun 19887 (2} Rzgaimanakah kehijsa-
kan pertanggungjawaban korporesl yang sebaiknys dirumas-
kan dalam UU Narkotika di masa yang ahkan datang .

Pendekatan penelitian adalah Yuridis Hormatif, spe-
sifikasi penelitian sdalah deskriptif. Dats bertumpu pada
data sehunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif
dan dinraikan sescara deshriptif snslistis.

Kesimpulan hasil penelitian ad=zizh bahwa kebijiakan
pertanggungjawaban korporasi dalam Ul Ho. 22 ‘Tahun 14937
tidak applicable karens mengandung beberapa kelemahan.
Uptuk itw hal-hal yvang perlu diperhatikan adalah @ Perla-
nya kejelasan tentang subjek tindzxk pidana narkotika,
penerapsan double track systeu, perumusan dalam pasal &atan
sub  bab tersendiri mergensal pertanggungjawaban pidana
worporasi, keledasan mengenai UU Narkotika didahulukan
rerhadap UU lainnva, pembatasan waktu pembayaran dendsa,
penggunaan sistem khategori dan penbenahan Hukum Acara
Pidana.
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KATA PEHGARTAR

Penulis memanjathan pujil svukur kehadirsat Tuhan Yang
Maha E=sa atas sedals karuniz—~Nva sehinsda dapat tersele-
saikannys laporan penelitian tesis yvang berjudul “KEBIJAK-
AN PERTARGGUHGIAWABAR KORPORAST DALAM TIWDAK PIDAMHA HAR-
ROPIKA", dengan baik dan lancar. Tesis ini disusun dalam
rangka memenuhi tugas akhir gunsa memperoleh Magister Hukuom
(HHY pada Program Magister leu\Hukum Universitas Dipo-
negoro Semsrang.

Pemilihan topik masalah pertanggungiavaban horporasi
dalam tindak pidsna narhkotiks adalah dengan pertimbangan
bahwas masslah narkotika merupakan topik yang bersifat
sktuszl, menarik untuk dikaii, diperbincangkan dan diperde-
batkan. Walzupun Undang-undang Herkotika pads messa kemer-
dekaan ini sudah mengalami dus  kalil pergantian tetapi
vupanya &angka penyalahgunaan narkotika tetsap meninghat
dari tazhun ke tahun. Hal ini memberi dorongan vyang kual
kepada penulis antuk  mengkaii Undang-undang Narkotika
sebagail dasar pijakan pemberantasan penvalahgunsan narko-
tika dengan hukum pidana melalni pewbahasan yang tajam dan
kritis dalam tesis ini.

| Tesis ini dapat diselesaihan karensz bantuan dari
berbagai pihak vang berupa : nasehat, biwbingan, petunjuk
gerta referensl vang berkaitan dengsn topik penelitian,

Untuk itu penulis ingin menvesmnpaikan terima hasih hepads:




1. Bapask Prof. Dr. Barda Hawawil Arigf, SH selskn Pembim-
bing, vang telah dengan sahar dan tekun mewmberikan
arshan dazn bimbingan sejsk awal penulisan hinggs sele-
mai.

2. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, 5H, vyang telah

memberikan azrahan dan bimbingan di bidang metodologi.

ol

Semua pihak veng tidsk dapat penulis sebutkan satuo
persatu vang telsh membankn hinggs terselesaikannys
tesis inl.

Penulis menvadsari bashwa laporan penelitian tesis ini

masih Jdauh dari sewpurnz, sumbang saran  sangat penulis

Semoga laporan penelitian tesig ini depat memberilkan

manfaat bsgi pengembangan ilmuo b koam, kimsusnys  hukuam
pidana.
Semarang, Juli 2002

Pennlis
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BAB I
PENDAHULUAH

A. Latar Belakang Masalah

Sebrgal

negara vang ssdang berkembang

Indonesia

perlu melakukan pembangunan di segals bidang. Hakekat

pembangunan adslsh proses pembaharuan disegala sehtor

kehidupan,

1)

antuk meninghkathkan

kuzlitas

masyarakat Indonesia di segala bidang.

manusia  dan

Upava meninghatkan hkualilas manusia dan masyars-

wat Indonesia dengan melalui pembangunan

hambatan vang berat dengasn semahkln msraknys

narkoba.

Pads tazbun 2000, di Indonesis

orang korban

untuok mencegah

dari berbagal uslsa

mendapatkan

peredaran

terecatat ¢ Jduta

dan latar belakang

bukaniah hal vang mudah

berhadapan dengan Jaringan internasional.

karena harus

b2

N
#

Ancaman disintegratif atau penghancuy bangsa dan

negara tercinta vang dimainksn Markoba tidak kslsh cdahi-

syatnya dengan

permasalahan lainnya

seperti  konflik

antar etnis dan antar agamsa, gerakan aparatisme, kon-

flik antar elite politik serts KEN

dan nepobisme’).

33

(holusi, korupsi,

1Y Dahlan Thaib, 1998, Huokuwm dan Kekuasaan, Yogya-
karta: Pustaha Felajar, h. 3.

2) Dppw Wanits Katolik, 2001,
Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba,
ta: Medis Pressindo, I, 3.

33
Media Pressindo,

Dowinichus Lewak, 2001,
b

.
9.

Petunjuk Praktis Bagi

Narkoha,

Yogvakar-

Yogvakaria:




Peredarasnnyva Markoba dilzkukan dengan canggih dan
rapih. HMalapetaks vyang ditimbulkan oleh Harkoba pun
sangat hompleks, tidak hanys secara wmorsl, sosial,

ekonomi (miliaran rupiah per hari habis karena belanis

Markoba), tetapi Jjuga secara Figik baik manusia indivi-

.
dual maupun masyarakat dan bangsa i1l . 4

Permacalahan penyalshgunsan/ketergantungan Harko-

merupakan

bs sudah sedemikian kowpleks sehinggsa dapatl

sneaman dari sudut pandang mikro (keluargs ) EaUpun

mekro (masyarakat, bangss dan negaray yang pada gilir-

annya membashayakan ketahanan pasional.

Secars Saris besar terdapat tiga bahsys penvalahi-

gunaan narkobika.

2y Bahaya penyalahgunsaan sarkotiks vang pertams Lerie-
tak pada sifat darl zat-zat narkotiks sendiri  yang
bila dipergunakan di luar tujuan pengobstan, dapat
membawa kecanduan dan ketergantungan =i pemaksi,
terhadap zat-zat narkoitika, ditambsh dengasn =ilst
tolerance VEng menvebabkan st pemakal untuk
mendapathan aefek vang sams  dari zsuatu  denis

narkotika tertentu, mewmerlukan dosig  vang semakin

4% Dadans Hawari, 2001, Penvelahgunasan dan Kelbergain-
tungan HAZA, Jshkarla BEL. OFRUELD, b, 8Y




B

c)

besar vang akan menjurus dari penggunasn zat  vang
kurang kerass ke arah vang lebil keras {escalation)
vang akhirnya hidupnva terierat dan benar-benar
tergantung kepada obat-obat narkotika vang dosisnya
besar dan jenis vang terkeras.

Bahayva dan skibat bagi pribadi yang menvalahgunakan
narkotika

Bagi vang menderita ketergantungan phvkis tidsak
begitu membahayakan, hanya terass tidak enak seperti
pulut pahit, asam dan lain-lain, dan bils tahan bisa
meniadi baik kembali, tetapi bila tidak tahan mengsa-
lami ketergsntungan psikhis (kencanduan). Kecanduan
vang tidak dipenuhi, berakibat badan tersiksa (pu-
sing-pusing sampai menimbulkan kematisn).

Bahaya terhadap kehidupan masyarakat, sebab 2
pecandu narkotika yvang sedang ketagihan dan kebe-
tulan tidak memiliki uvang untuk membell narkotika,

maka dalam Keadaan tersikss, vang bersangkutan akan

berusaha dengan berbagai upaya seperti ngemis, men-
etiri bahkan bisa membunuhk, sehingga meningkatkan
a3

kriminilitas dan berbagai penyakit masvarakat.

Perkembangan teknoclogl vang semakin pesat, ter-

utzms di bidang transportasi dan komunikasi =serta

dung:

93 Sudjono Dirjosisworo, 1978, EKriminalistik, Ban-
Rozsda Karvsa.




penemuan—-penemuan baru khususnva di bidang obat-obatan
telah memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu
dampak negatif yang terjadi adalah meningkatnva bidang
penyalahgunasan narkotiks dan obat-obatan psikotropika
di hampir semua negara di dunia. Mampaknya tidak ada
satupun negara di dunia pada abad 21 ini terbebas dari
dampak tersebut.

Semakin meningkatnya penggunaan narkotika dewasa
ini tidak untuk tujuan pengobatan ataupun kepentingdan
ilmu pengetahuan tetapi merupakan usaha untuk memper-
aleh keuntungan finansial vang sangat besar. Tujuan ini
tercapal dengan melazlui perdagangan narkotika lintas
hatas wilavah dalam suatu negara, antar negara, dan
bahkan internasional. Transsksi perdagangan narkotika
ini sudah barang tentu melibatkan banvak orang, sindi-
kat/Jjaringan Vvang terorganisasikan secarsa rapi dan
profesional.

Sebagai negara kepulanan (kursng lebih ads 13

ribu pulau) peraliran Tndonesia meliputi kurang lebih

tujuh buah selat yang sangat penting bagi pelayaran
internasional. EKetujuh buah selat ini adalah, Selat
Malska., Selst Singapura, Selat Sundz, Selst Lowbok,
Selat QOumbai, Selat.Wetar, darn  Selat Makasar. Sejak
setelah Konvensi Hukum Laut, 1982, berlaku penuh pada
tanggal 18 Nopeumber 1994 di seluruh negars pezerta

konvensi maka luss wilavah Indonesis bertambah menjadi




B3

3,

18 juta kilometer perssgil.

,

(T

Luasnya wilayah dan letask geogralis vang diapit
oleh dua benus Asia dan Anstralia, dikelilingi oleh
laut, batss wilavsh nedara yang berups lant dan  darat
banyvaknva pulaun vang tersebar dari  Szbang hingga
Herzuke serta batas negara dengan negara lain vang
nelibathan beberaps negsars menjadiksen ITndonesis sebagsil
tempat yang séngat stretegis bagl prerdsgangan narkobiks
haik untnk transit dari lelu lintas perdsgangan narko-
tika internasional wmaupun sebagal tempat tujusn ahtan
sasaran pewassran narkobika. Kondisi ini didukung lagl
oleh jumlal pendudnk vang besar.

s

~d
fomk

Perkembangan tindak pidana narkolbihks pada abad
(ini) sudsh wmewilikil jaringan internasionszl, bahhan
kekuatan Jjaringan terggbut 4i hbeberaps negara  berhasil
memsheakan kehendahnya kepads pemerintah  yang sedang
berkunasa, seperti tberiadi  di nesars-negaras  Pansma,
Columbiz, MHicaragun, dan Bolivia. Perkembangan tindak
pidana narkotiks i Ooluwmbia  pada  akhir-akhlr  ind
menuniukkan  kesdaan  sebalihknvs. 4elsin  itu, perkewn-
bhandan tindak pildana narkotika Lransnasional pads
dewsss ini, gemabkin meloas, tidak hanvas berkallban

dengan negara produsen dan nedava konsumen, shan bebtspid

S5 o s . . o ) . )
8 Romli Atmzoaswmita, 1997, Tindak Pidans Narkotihks

Pransnasional PDalam Sisfem Hukiom Na=ionsi, ibkea  Adilvs
Bakti, Bandung.




berkasitan Jugs dengan negsra Lransih.

Di wilavah Asis Tenggars terdapat pussh produksl nac b -

tiks sekaligus pusat Aiabtribusi ke sciurah wilayah e

Pasifik, termasuok Austrslia dan Indones Tempai  ini,
disebut the golden triangle stau = tiga emas, Vang

terletak o7 perbaitasan antara Thaitond, Laocs,  dan
Kamboiz

Penyempitan Jacvak anhsr negars ashagai  askibat
perkembangan rransportasil dan Lomanikasi telsh memberi-
kar keuntungsn veng tidak bernilald begi pelska-pelakn
tindak pidana narkotika di seluruoh duniza.

Fejahatan nsrkotika arlalal merupskan sslah sale
kejahatan internasilona dan karens itu  buksn  hsnys

masalah nasional negars-negZsrs gsendiri-sendiri terpisab

T

Lo IR

satn sams lain. ©F

Rentuk pelaksanasan penegakkan hakum  vang  hanva
mementingkan keterikatan akan babas Leriborial  EErUupa-
kan bentnk penegakan hukum vang herasilab convensional
dan tidak sejalan dengan perhemibandgan teknologil  vang
seharang berkembang, sehingds hentok  pencgskan  hukus
gsekarsng ini  tidak efektif delawm wmemberantas lalu-

[
lintas perdagangan gelap narkobiks. e

an ) . . .

f4 Dep Keh, 1994, FPeriemnvan VImiah tentang Fenyitasn
Hak Milik Pelaku Tindak Fidamna Narkolbika, Jakarbs BEHY,
hal. 70

3 Nomili Abmwssammibs, 18952,
Rerkaitan Dengan Fenervsngan dail
internasional Tanlanyg Jmu Lini
Narkotika dan Paihkolropzl
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Ancaman dan  akibat  Lindak pidana nacvkotika
tergsebut di ataé merunpakan  Ltanggung Jeawah  bersama
celuruh negara untuk menanggulanginva. Tanggung Jdawab
tersebut sudah merupakan baglan integral dalam kehidup-
an masyvaraksal wodern, bahkan dapat dikemakakan, Lidak
ada satu pun negara di duni=s berhehendsk welindungil
tindak pidana pads vmumnya dan pada hhususnys, pindak
pidana narkotika gehingga luput dari danghauan hukomn.

Prinsip tersebut di atss sudat dianut dan  diakui
pula oleh bangsa Tndonesia, dan  merupahan landasan
wehidupan berbangsa dan  bernegars di  tengah-tengah
bangsa-bangsa lain i dunis serla SeCsTid eheplisit
sudah dicantumkan di dalam Penbukasn  Undang-Undang

Dasar 1945 yvang menyabakan antara lain sehagal berikul:

Kemadian daripada  itu unbuk membentuk susty
pemerintal negara Indonesis  Yyang melindungi

segenap bangs Indonesia dan selunruh tumpah darah
Indonesia dan wntuk wemajukan kesejahterasan umaE,
mencerdaskan kehidupan bangss, dan ikont melaksa-
nakan ketertiban dunis vang herdassrhan  kemerde-
kaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari FPembukaan UUD 1945 tersebuti tersirat auzto




0

makna bahwa bangsa indonesis ikub herperan gerars akbifl

dalam upaya mengehasi apcaman -bindak pidana navkotika

@
Lo
]
[s1]
or
@
Y
o
W

vang ‘mengganggu upaya uanbuk memajnkan kes
umumn, Lesya mencerdashan bandss dsr upava untok wewa-
iudkan ketertiban duriia.

Hasslah narkobika sudah ada selak Jnwan penjaiah-
an Belanda (Hindia Belanday hanyva permasslabannya +tidak

gerumit bahkan bahave vangd ditimbalkannyva Lidak sebesar

EY

salarangd.

@

gebelum Indonesis werdeks, penegakan b kuam berbadap
tindsk pidans narkotika oleh cemerintah Hindis Belandsa

ketika itu, bertuniuan penyalarkan pelbagal hebtenbuan

mengenal perdagandan cancdu, dan telab ditetzpkan
Verdoovende Middellen Greonnantie, Siaatskblad 1Q2Y

Homor 278 Jo 536 atsau Ordonasi obat bius  vang telah
diberlakukan, Langgal 1 Jennari 19Z8.

Ordonani obat  bins 1923 vang dibual pacts  WMHESH

Ul

penjajahan Belanda berdasar pasal 11 sturan peralihan
D 1845 vang menyatakan segala nadsn  negara  darn
peratursn Yang ade pada saatl kemerdekani masih  Lerus
berlaku sampal disusunnya aburan vang bara.

Usaha penanggunlangan penyalahgunaan narkoba dan
peredarannya di Indonesia tidak lepas dari perhenbangan

vang teriadi di dunia internasionsl misainys salah satu

sebab diundangkannva Uy no. § tahun 1976 adalah

& . . . . ,
9% pudiarti, 1984, Fengaturan Hukum Tinak Pidans

Narkotika di Tndonesia, HMakalah pads Fertemaan Tlmiah
Tentang Penyilaan Hak Milik Pelahu Tindak Pidanz Narkoltika
tgl. 8-10 Desember 1892, Jakarts - Dep Keh.




konvensi bunggal 189681 vang diratifikasi dengan U pna. 8
tshun 19768, Sedanghan lahirnya Undang-Undseng no. O
tahun 1997 tentang Psikotroplika dan Undang-Undang nomnor

29 +tahun 19986 tentang Harhkotike didahalini oleh lzhirnvsa

Undang-Undang neo. © tahuan 1996 tentang Pengesahan
Kopvensi Peikotropika 18971 dan  Undang-Undang no. 7

tghun 1987 tentang penges ahan konvensi Pemberantasan

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 18858 . 103

Hepurul penjelasan Undang-Undang no. 272  tahun
1997 dikeluarhannya Undang-Undang ini dimaksudkan untuak
lebih wmeninghkathan pengendalian dan pengavwasan serts
meningkatkan upayva mencedsh dan mewberantas penyalahw
gunaan dan peredasran gelap ﬁarkotika harens nasrkofbiku
ibaratnys adslab sebuah hends herwajahs/bermuka dus, el
sty sisi  bermanfast  di bidang kesehatah dan i iww
penge tahnan tetapi pada 2isi lain hisa juga berzkibalb
merusak hesehatan yaibn apabile disalabhdunakan ablan
digunakan tidak seauai  standar pengobatan teriebih
apabils disertal dengsan peredaran navrkotihkas =ecara
liar/gelap akan menimbualkan akibat yvang gangat merugl-
kan bsik percrangan maupon maasyarakat.

Keijahatan narkotiks padza unamny s tidak dilahkukan

oleh perorangan secara cendiri-sendiri, melainkan di-

Huk

G0 . , . - P
10 payda Hawawi Ariefl, 2001, Masalah Fe negakan
cant Kehijakan Penangsulangan Kejahatan, Citra Aditys

bakti, hal. 183
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lzkukan secars bDersama-sama bahkan dilskukan oleh
sindikat vang terérganisasi cecara mantap, rapi dan
sangat rahasis bersifat transnasional dengan modug
operandi dan teknologi vang canggih.

Kalau kita simak uraian alinea di atas dapat

disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika lebin banyak

dilakukan Aoleh korporasi dibanding dilakuhkan secars
perorangan. Hal ini bisa kita bandingkan dengan isi
dari pasal 1 butir 19 ketentuan umum dari UU mno. 22
tahun 199? tentang narkobtika. -

"Korporasi sadalah kumpulan terorganisasi dari
orang dan/atan kekayaan, baik merupakan badan hukum
maupun bukan”.

Mengingat bshwa tindak pidana narkotika pada
umumnya iebih dilakukan oleh korporasi dibanding per-
orangan (penjelasan ﬁU no. 22 tahun 1997 aliniza ke 43}
sudah barang tentu ketentuan yang mengatur pertanggung-
jawaban pidana bagi korporasi yang wmelakukan tindak
pidana haruslah diromuskan sedemikiasn  rupa sehinggs
tujﬁan dikeluarkannya Undang-Undang no. 22 tahuﬁ 1897
tentang narkotika yakni
1. Menjamin ketersediaan narhotika untuk pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan
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7 Wencegah penyalahgunaan narkotiksa,
3. Memberantas peredaran gelap, narkotika, skan dapsat
tercapail.
Tindak pidana yang melibatkan korporasi di dalam-
nya akan prenimbulkan bahaya yang lebih besar baik

secara kualitas mauvpun kuantitss oleh karens

Korporasi mempunyal kemampusn wmodal vyang relatif

lebih besar dari pada pelaku perorangan.

- FKorporasi memiliki sumber daya manusia yvang relatif
lebih besar dan berkuaiitas.

- Kemampuzn managerial korporasi vang bailk.

-  Kemampuan mempengaruhi penegak tmkuw dan birockrasi.

—  Kemampuan mempengaruhi masyarakat.

Kasrena itu sudah seharusnya hebijaksn pertang-
gungjawaban secarsa hukum bagi korporasi yang nelakukan
tindak pidans haruslah lebih keras, tegas dsn operasi-
onzl dibanding pertanggungjawaban pelaku perorangan.
Runci dari semuanyas itu terletak pada kebijakan Legis-
latif vyang merupakan landasan kebijakan bagl aparat
penegak hukum.

Berdasar pertimbangan di atas maka peneliti ter-
tarik untuk mendalswi/menelitil tentang kebijsksn per-
tanggungjawaban. korporasi dalam tindak pidansa

narkotika.




Perumusan Masalah
Penelitisn hukum pada hakekstnye adalsh upsva

untuk " mencari jawab suatu nasalah tentang hukum. 11)
Masslah yvang hendak diteliti adalah kebijakan pertang-—
gung Jjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotiksa.
Perundang—undangsan narkotika hendaknyz bisa me-
nampung Semus permasalahan yang ada berkait dengan
tindak pidanalnafkotika vang dilakukan oleh korporasi.

Adapun permasslahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah kebijakan pertanggungjawaban korporasi

[A%]

dalam tindak pidans narkotika menurut UU no. P

tahun 18387 ?

[x%]

Bégaimanakah kebijakan pertanggungjawaban korporasi
vang sebaiknya dirumuskan dalam Undang-Undang narko-

tika di masa vyang akan datang 7

Tujuan Penelitian

Tujuan vyang ingiln dicapal dari penelitian  ini
adalah
1)) Hengetahui bagaimanakah kebijshan pertanggunglavwabsan

korporasi dalam tindak pidana narkolbika menurut U

11} ¢qetandyo Wignyo Soebroto, 1999, Masalah Metodo-

logi Dalam Penelitian Hukum, Bag. Humas FH UHDIP, Sema-
rang, hal. 25.




no.

22 tahun 19987,

23 Mengetahui kebijakan pertanggungjawaban korporasi

vang sebaiknys dirumuskan dalam UU Harkotiks vyang

shan datang.

D. Rontribusi Penelitian

1.

Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharspkan dapat mewberikan pemikiran

skademis bagi uvpaya penghajian dan pengembangan ilmu

hukum padz umumnya dan khususnys hukum pidzna  vang

berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dsalam

tindak pidsna narkotika.

Kontribusi Praktis

Penelitian ini dihzraphkan dapat memberikan

kontribusi

a.

Sebagai bahan masukan ataun bahén pertimbangan
bagi pembentuk Undang-Undang dalam melakukan
peninjauan terhadep Undang-Undang nerkotika.
Penyempurnaan atau perbaikan.terhadap ketentuan
pertanggungjawaban korporasi perlu dilakukan agar
vetentuan itu biss dipakal sebagal sarana ryang
afehtif dan memadail dalaw upaya mensnggulangil
penyalahgunaan narkotika.

Dapat memberikan bahan pemikirsn atau pertimbang-

an manangani perkarsa narkotiha. Masukan-masukan

vang berkasitan dengan pertanggungliawaban korpo-




rasi diharapkan dapat membantu mengoptimslkan
wsaha penegak hmkum dalam menanggulangl penyalah-

gunasn narkotika.

E. Metodologil Penelitian

1.

Metode Pendekatan

Bepdasar perumusan masalah dan  tujusn penelitian,
maks pendekstan yang digunakan dalam penelitian ini
adaiah pendehkatan yaridis normafif, yvang bertumpu
pada datz sekunder. Pendekatan yuridils normatif

merupaksn pendekatan utams dolam penelitian ini,

karena vang menjadi pusat perhatian ntama dalam

penelitian ini imlzsh kebijahan pertanggungjavwaban
korporasi yvang didasarkan pada UU narkotika yang ada
seglams ini.‘ Seberapa Jauh kebijakan pembentuk
undang-undang kaitannya dengan pertanégungjawaban
korporasi dapat menuniang usaha penanggulangan pen-
yalahgunaan narkotika.

Spesifikasi Penelitian _

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian des-
kriptif. Buatu penelitian deshkriptif dimaksudkan
untuk memberi dats yang seteliti mungkin  tentang
manucsis, keadasn atan segala-segala lainnva. 125

Dalam penelitian ini ahan digesmbarkan tentang hal-

hal vang berkaitan dengan hebijaksanaan pertanggung—'

jawaban korporasi delam tindak pidana narkotika.

Hukum,

123 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian
Jakarta : Ul Press, hi. 10.




3. Metode Pengumpulan Data
Secara garis besar kegiatan pengumpulan data dapat
dilakukan dengan dua cara vakni mencari data daril

tplisan satau kepustakasan dan dari lapangan Secara

-

"t

langsung . 13
Penentuan alat pengumpul data dalamlpenelitian bher-
pedonan pada jenis data yang diperlukan untuk penyvu-
sunzn besis. Jenis dats yvang digunakan dalam peneli-
£ian sdalah data kepustakaan (data sekunder ).
Dzta sekunder yvang digunakan dalam penelitian ini
dikumpulkan dari bahan-bahan sebagsl perikut 14l
1) Bahan-bahan huhkum primey, berupsa
a) Garis-garis Besar Haluan Hegarsa tzhun 199%-
2004.
by Peraturan Perundang—undangaﬁ vang henyangkut
pemberantasan penyvalahgunaan narkotika.
23 Bahan-bahan hukuom sekunder, berupa
a2} Konsep rancangan Undang-undang (KUHPS
b)Y Hasil-hasil penelitian yang berhaitan dengan

masslan narkotika.

13) gapi Warasih, 1999, Metodologi Fenelitian Bidang
TIimu Humaniora, Semarang @ Bag. Humas FH UNDIP, hal. 43.

147 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodolegi Fene-
litian Huokum dan Jurimetri, Jaksrta Chralia Indonesia.




¢y Hasil pertemusn ilmiah vang menvangkut tema

narkotika.
d) Hasil karya iilmish vang menyanghut masalah
narkotika.
Arnalisig Dats
Analisig data adalah proses pengorganisasian dan
pengurutan data dalam polm, kategoril dan urailan
da=sar, sehingga dapst ditemukan item dan dapat
dirumﬁskan hipotesis ke;ja seperti yang disarankan
oleh data. 155
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
kuslitatif dan diuraikan secars deskriptif analisis.
Metode kuslitatif ini digunakan harenz pertimbangdsan,
yailtu
2. Metode ini mampu menyesuzikan secars lebih  mudah
untuk berhadapan dengan kenyataan.
b. Hetode ini menyajikan secars langsung hakekal
hubungan antarsa peneliti dan reaponden.
c. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuai-
kan diri dengan banyak penajsman pengaruh dan

terhadap pola-pola nilail yang dihadapi.
Anzlisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif,
harena penelitian ini tidak hanva bermaksud meng-

ungkapkan atau menggambarkan data kebijakan legils-

15) 1exy J. Moleong, 1883, Hetodologi Penelitian

Kuslitatif, Bandung : Rosdakarya, h. 3.
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latif s=sebagaimana adanya, tetapi ingas bermaksud
nelukiskan reslitas kebijakan legisglatif sebagsimsna
yvang diharapkan cdalam undang-undang vang bersang-

kuten.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gawmbaran secara menyeluruh
penulis menyusun tesis ini terdiri dalam empat bab,
ditambah daftar puztaska dan lampiran-lampiran.
Adapun sistematika tesis vang akan disusun adatlah
sebagal berikuntb

Pendahuluan, dalam bab ini antara lain divraikan
tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kontribusi teoritis dan praktis,
metode vang dipergunakan dan sistematiks penulisan.

Tinjsusn Pustaka. Ada empatl hal vyang diuraikan
dalam bab ini vaitu tentang pengertian dan ruang ling-
kup pertanggungiawaban pidansa, pengertian korporasi dan
kedudukan korporassi sebagal subjek tindak pidana, per-
tanggungjawsban korporasi, dan kebijskan penanggulangan
penyalahgunaan'narkotika dengan hukum pidana.

Penvajian Hasil Penelitian dan Pembahasan, ada

duza hal pokok vang akan diursikan daslam bab ini vakni:
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tentang latsr belakang penelitiaﬁ, rumusan masalah,
tujuanr penelitian, kontribusi teoritis dan praktis,
metode yang dipergunakan dan sistematika penulisan.

Tinisuen Fustaks. Adaz empatb hél yvang diuraikan
dalam bab . ini‘ vaitu tentang pengertian dan ruang
linghkup pertanggungjawab&n pidana, pengertian korporasil
dan kedudukan korporasi sebagal subyek tindak pidana,
pertanggungjawaban korporasi, dan kebiiakan penanggu-
langan penyalahgunaan narkotika dengan hukum pidana.

Penyajian Hasil Perielitian dan Pembahasan, ada
duz hal pokok vang ahkan diuréikam dslam bab ini vakni:
Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak
pidana narkotika di Indonesiz. Kemudian akan diuraikan
juga bsagalimsnsa kebijaksn pertanggungjawaban horporasi
vang sebalknya dirumuskan dalam UU narkotika yang akan
datang.

Penutup, padsa bab ini skan diunraikan kesimpulan

dari penelitian vyang telah dilakuksn serta saran-saran.




BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pertanggungiawaban Pidana
Ads dua hal pohkok vang skan dibahss daslam sub A
ini yaitu masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban
pidana. Adanya pertanggungiawaban pidana adslah didahu-
1ui oleh terjadinya tindak pildana.
1. Tindak Pidana

Isetilah tindak pidana merupakan pengertian
vang akan selaln munenl dalam pembicarasn mengenai
pertanggungjawaban pidana. BDalam hukum pidana isti-
1ah tindak pidana ini merupakan pengertian yvuridis
vang berbeda dari pengertisn perbuatan jahat atan
kejahatan dalam pengertian kriminologl.

Tindak pidsna merupakan terjemahan dari isti-
lah Belanda "Strafbaarfeit”. Belum zda heseragsman
dalasm penggunaan istilah tersebut misalnya Moeljatno
menggunakan 1istilah "Perbuatan pidana“.ls} Utrecht
renerjemahkan dengan "eifat melawan hmkum dari  per-

buatan pidané"l?)

Andi Zaenal Abidin menggunzhan
igstilah “Delik” dengan alasan lebih singhat,

operasional dan dikenal diseluruh dunia.ls)

1863  MHoeljatno, 1983,  Perbuatan " Pidapa dan
Pertanggungjawabarn Dalam Hukum Fidana, Bina Aksara,
Jakarts.

i7) ytrecht, 1886, Hukum Pidana 7, Pustaka Tintsa
Mazs, Surabava., hal. 251.

18}Andig£aenal Abidin, 1987, Admas-asas Hukum Fidans
Bagian Fertama, Alumni, Bandung, hal. 2486.
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- Roslan 3aleh sependapat dengan Moeljatno
menggunakan istilah perbuatan pidana dengan
alacan bahwa dalam menghadapi "Ferbualan Pidana”
tekhanannya pada sifat perbuatan.lg}

Kata "Feit"” dalam bahasa Relanda dapat berartl

fakta, kenyatazan atsau peristiwa.zG} Tetapl bila kita

gunakan istilah “peristiwa pidana’ maks dirasakan
terlalun luas, oleh karena peristiwa itu dapat ter-
jadi karens hal-hal selain perbuatan manusia, misal-
nya =sjs kejadian alam dan sebagainya,. sedanghkan
dalaem "strafbaarfeit” menurut ilmu bukum pidana ha-
nyalah menyanghkut perbuatan manusia, dengan penger-
tian bahwa "handeling” atau perbuatan itu dapat ber-
=ifat aktif, artinvya manusia itu berbu=zl, dan dapat
bersifat pasif, artinysa manpusis itwe tidak berbuat.

“gtzprfbaarfeit” atau diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia menjadi "tindak pidana” diartiksn secarsa

berbeda-beda bagli mereka vang berpandangan monistis

dan vang berpandangan dualistis. Bagil rengikut
aliran monistis yang dimaksudkan dengan tindak
pidana adalah weseluruhan syarat antnk adanya Ppi-

dana, dengan perkataan izin, seorang yang melakukan

18% Roeslan Saleh, 1883, Perbuatan Fidana dan Peir-

tanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hal. 23

20} gJ.¢.T.8imorangkir, 1883, Kamus Hukuom, Bumi

Aksara, Jakarta, hal. 48.
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tindak pidana dapat dipidana, sedangkan bagl vang
beraliran duslistis, seorang vang melaskukan tin-
dak pidana belum tentu dapat dipidana, karens
masih harus dilengkapi dengan syarast kesalahan
dan pertanggungiawaban pada diri pelakunya.
Walsupun pada akhirnya, ysitw untuk menentukan
dijatuhkannya pidana kedua aliran itu tidak mewm-
punyai perbedaan prinsipiil, orang perlu menie-
laskan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan
tindzk pidansa itq, menurut yvang monistis ataukah
vang dualistis. Pemiszshan criminal act dan crimi-
nal responsihility oleh penganut aliran dualistis
sejalan dengan azas ACTUS NON FACIT REUM, NISI
MENS SIT RFEA (~ apr act does not make & person
guilty, unless the mind is gquilty}). MENS REA atau
gquilty mind itulah yang merupakan "eriminal
intent"” atau sikap batin vang Jjahat.

SOEDARTO melihat adanya dus kelompok
sarjana vang berpendirian atau berpandangan
monistis vyaitu melihat semua unsur-unsur dari
tindak pidana itu sebagai satu kesatuan vyang
uwtuh, sehingga memungkinkan dijastohkan pidansa
kepada pelskunya, dan merehka yang-.berpﬁﬁaangan
dualistis vang memisahkan perbuatan dengan

21)

pelakunysa; artinva Jika perbuatan itu telah

21>

Soeaarto, 1987, HNukum Pidana I, Semsrang, Fak.

Hukum UNDIP, hal. 45




memenuhi upnsur-unsur vang terdapat dalam rumusan
undang-undang, maka perbuatan itu merupaksn suaty
tindak pidana, Lentang massiah dapat dipidananya
pelakn, wmasih harus ditinjan secara tergendiri
apakah pelaku itu memenuhi kuslifikasi tertentu,
sehingga iz dapat dijatuhbi pidansa. Dengal
perkataan lsin mereks vang berpandangan dualistis
memisahkan antars perbuatannya vang Jahat dan
pertanggungjawaban pelakunya, atau memisshkan

i

antara “eriminal act dan 'eriminal respons-
ibility"”

Selanjutnya SOEDARTOC mengatakan bahwa kedua
pendirian itu pada akhirnva, vaitu dalam
keputusan untuk menjatuhkan pidans ataa tidsk
adalah sama saja, oleh karena semus unsur baik
menurt pendirian vang monistis maupun dualistis
haruslah terdapat adi dalamnys agar dapat
diputushkan uwntuk mengenszkan tindak pidans.
Pandangan lyang duslistis memiliki wanfaat guna
mempertajlam pengertiannysa, yaitu apakah syarat-
syarat tertentu 1itu melekat pada perbuatannya
ataukah pada pelakunya.zz}

STIHONS mengétakan bahwa tindak pidans

adalah "“eenstrafbaarfeit gestelde, onrechtnatige,

22} 1hid.. hal. 55
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met schuld verband handeling van een toereke-

[

- a0
ﬂlﬂgSV&ﬁb&ﬂr persoon @7

Di =ini dapat dilihat unsur-unsuroya adalah
5) handeling, =artinys perbuatan manusisz balk yvang
positif maupun negatif, yvaitu basik berbuat

atzu tidak berbuat /membiarkan (nzlateny;

by strafbaar gesteld, sartinys diancam dengan
cidana;

oy onrechimatig, srtinve welawan hukum:
Ay met schuld, srtinva dilskuksn dengan kesalahan
{(dolus maupul culpal:
ey teorekening vatbaar person, artinya asrangnyva
dapat dipertanggungjawabkan stz perbustannya.
VAN HAMEL memberikan tambzhasn unsur  dapst
atan patut dipidsna, dendan rumusan strafbaarfelt
adalah “rechtwetteliik omschreven menschelijke
gedrading, onrechtmatig, strafrwaardig en aan
schuld te wijten.“24} Unsur;unsurnya :
%) menschelijike gedrading, artinya perbuatan

manusia;

b)Y rechtwetteliik omschreven, sriinva vang
dirumuskan dalam nndang-undang;
Y . .
23255tochic Kartanegars, Nukum FPidana (Kumpnlan
Kuliah), Balal Lektur Wahsoiswa, hal. 74

24)Soemitro, 14981, Hukom Fidana ¥, Surakaria : BHS
Press, nhal. &2, '
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c) onrechtmatig, artinya dilakukan secara melawan
hukum;

dy man schuld te wijten, artinvya dilakukan dengan
kesalahan, dan

e) stragwaardig, artinya patut dipidana.

E. MEZGER mengafakan tindak pidana adalah
“der Inhegriff der Vorauszetzungen der Strafe’,
atau “kezeluruhan syarat untuk adanya pidana’.
Dan selanjutnys dikatakannva, “Die Straftat 1ist
demnach tatbestandlich rechtwiedrige, personlich
zurechenbare strafbedrohte H&ndlung”25) Yang
unsur-unsurnya adalah
a) Handlung ({(perbustan manusia dalam arti vang
luas);

b} Rechtwiedrig (bersifat melawan hukuwm);

¢) Personlich zurechenbaar (dapat dipertanggung-
jawabkan kepada sesanrang);

d) Strafbedroht, (diancam dengan pidana).

KARNTI mengatakan : Delik itu mengandung
perbuatan vang mengandung perlawanan hak vang
dilakukan dengan saléh dosa, oleh orang vang
sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan

patut dipertanggungjawabkan.24)

25y ladi dsn Dwidjs Priyatno, 1991, Pertanggungia-
waban Korporasi Dalam Hukum Pidana, STH, Bandung, hal. H7.




WIRJONQ PRODIODIRORO merumuskan definisi

pendek ialah Tindak pildans berarti suaty
perbuatan vang pelakunya dapat dikenakan
pidaﬁ&.zs)

Dari ramasan—-runRsan di atas tampak bahwa
Senla uneur-unSnYy Yang memungkinkan seoarang
dijatuhi pidéna dikumpulkan menjsdi  satu, dan
+idsk dipisahkan antars eriminal act dan criminal
responsibility. Dengan perkataan lain mereks ini
adalah yvang berpandangan monistls.

Di bawah ini akan dikewnhskan rumusan dari
mereks  yang berpandangan dualistis, yaltu Vvang
memisanhkan antars eriminal act dan eriminal
responsibility., dan bila kedus bagian itu bersatu
barulah dapat dijstuhkan pidana.

H.B. VOS5 merumuskan Een strafbaarfeit in
ecn menseliike gedrading waarop door de wet straf
is gesteld.2?>
Unsur-unsurnya adalah
) Menselijike gedrading (kelaknkan manusia)

b} door de wet straf is gesteld (diancam pidana
oleh undang-undang dalam pengertisan kelakuan

yang pada umumnya dilarang oleh undang-undang,

kecunali bil=a terdapat dasay antuk menghapuskan.

26) cgemitro, Loc.Cit., hal. 42

27} 1pid., hal. 43
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POMPE merumuskan tindak pidans 1ty secars
teoritis : susitn pelanggaran norma (gangguan
terhadap tertib hukum) vyang dilakunkan dengan
kesalahan oleh pelaky, ancampan pidana terhadap -
pelaku itu perlu demi terpeliharanya tertib hukum
dan terijaminnya hkepentingan umum.

Disamping itu, menurut huhkum pogitif : tindak
pidana tidak lain adalah suatu “feit” yang di

dalanm khetentuan perundang-undangan diancam
pidana.

Menurut LAMINTARG, perbedaan antara tecri dan

hukum positif oleh POMPE tersebut bersifat semu,

ksrens bagi teori yang terpenting adalah tidak

seorangpun dapat dipidans kecuali bila
tindakannya itu benar-bensar melanggar hukum dan

dilakukan dengan kesalahan, sedgng hukum positif

jugz tidak mengenal adanya kesalahan tanpa adanva

sifat melawan hukum. Dan ini dapat dipersatukan
bila kits ingat azas “geen straf zonder schuld”
atau tiada pidana tanpa kesalahan.ZB)

Dapat disimpulkan bahws tidak munghkin dapat
dijatuhkan _pidana bila hanva ada “strafbaarfeit”

saia tanpa adanva “strafbaar persoon’ {(orang vang

dapat dipidana}.

28) Lami%tang, 1982, Dasar-dasar Hukum Fidana, Sinar
Baru, Bandung, hal. 173




[a0)
]

HOELJATNO memberikan artil perbuatan pidana
(istilah vang belisu pskail, sehagai perbnatan
vang diancan dengan pidans, barsasng siapa
melanggar larangan tersebut. tIntuk adanysa
perbuatan pidsna harus asda unsur
a)} Perbustan manusia;
5y Yang memenuhl rumusan dalam undang-undang

(syarat formslnyal;

¢) Bersifat melawsn hukum (gvarat materialnya).zg
Syarat formal harus =zda karensa adanys pasal 1
KUHP (azas legalitas), dann  syarat material
diperlukan karéna perbuatan itu harus betul-betul
dirasakan oleh masyarakat sebagal perbuastan vang
tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Kesalahan
dan kemampuaﬁ hertanggung Jjawab dari pelahkuny=z
tidak masuk sebagal unsur perbuatan pidana,
karens hzl itu melekat pada orangnysa. Untuk dapat
menjatuhkan pidana, tidak cukup spsbila orang
tersebut telah melahkukan perbuatan pidans,
disamping 1itu orsang tersebut harus ada kecalahan
dan kemsmpuzan bertanggung jawsab.

Berdasarkan TUmMNSERT penge}tian— tindak
pidana dari pakar di atss baik vanzg berpandangan

monistis staupun duslistis sebagian besar

29
Liberty.

Moéljatno, 198G, Azsas-asas Hukum FPidana,
Yogyakarta.
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mensyaratkan bahwa tindak pidana ituo adalah
perbuatan manusia misalnya -

Simons : perbustan manusia baik yang
positif msupun negatif yang
diancam dengsan pidana.

Van Hamel : perbuatan manusia vang
dirumuskan dalam undang-
undang .

Mezger : perbuatan manusisa dalsam
arti yang luas.

Earni : perbuatan manusia yvang
sempurna akal budi.

Yos : kelakuan manusisa vang

diasncam pidana oleh undang-

undang .
Moelistno : perbuatan manusia vang
memenuhi rumusan undang-—

undang.

Jadi wmenurut pendapat para ahli hukum di atas
yvang dapatl melakukan tindakan pidans hanyalah
manusia (berdasarkan Trumusan definisi tindak
pidana ¥yang mereka kemuhkakan) @enurut hemat
penulis defini=i ini bersifat seﬁgif-karena hanysa
membatasi tindak pidana pads manpusia semata
sehingga tidak memungkinkan korporasi {badan
hukuP) untuk dimasunkkan sebagal pelakn tindak

pidana.
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Rumusan definisi tindak pidana vyang luas
dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan
mengemukakan bahwa tindak pidana adalah
"perbuatan vang pelskunya dapat dikenai pidsna™.
Rumusan itu tidak membatasi pelaku kepada orang
tetapi bersifat luas karena pelaku tindak pidansa
bisa orang atau vang lainnya (badan hukum) .
Definisi tindak pidana vang luas dikemukakan jugs
cleh Ponmpe dengaﬁ rumusan tindak pidana sebagai
pelanggaran norma yang dilakukan dengan hkesalahan
" aleh pelsku, tanpa memberi pembatasan pelaku
harus seorang manusia.

Rumusan tindak pidana Wirjono Prodjodikero
dan Pompe di atas pada era sekarang relatif lebih
dapat diterima dalam rangka kriminalisasi tindak
pidana yang dilakukan oleh korporasi karena kedus
ahli ini tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana
itu harusliah dilakukan oleh manusia, sehingga hal
ini dapat diartikan secara negatif bsahwa tindak
pidana itu dapat juga dilakukan oleh badan hukum

{korporasi).

Pertanggungjawaban Pidana
Berbicara magsalah pertanggungjawaban
korporasi dalam suatn tindak pidana maka =akan

1ebiﬁ. dapat dipahami sSecara benar dan baik
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spabila terlebih dahulu kita melihat pertanggung-
jawaban pidana secars umum kemudian parulah nanti
masuk ke wilayah yang lebih khusus yaitu pertang-
gungjawaban korporasi.

Seperti telsah digsebutkan di muksa, yaltu
dslam pengertian tindak pidana (perbuatan pidansa,
strafbaarfeit, delict), untuk dapat dipidananya
seseorang diperlukan beberaps syaratb tertentu.
SOEDARTO, berpendapatl bahwa lepgs dari pendirian
vang bersifat monistis dan duslistis, padsa
akhirnya untuk menentukan adanysa tindak pidana
kedua pendirian itu tidak mempunyail perbedsasan
yang‘prinsipiil. Yang penting adzglah bahwa sSemuz
‘éyarat yvang diperlukan antuk pengenasan pidana
harus lengkap.sg)

RBerbagal’ pendapat dari parsa sarjans
mengenai unsur-unsur tindak pidaﬁa mengandung
hal-hal vang ads persamaannys, sehinggas dapat
kita pakal sebagal pegangan pendapat SOEDARTO,
mengenal unsur-unsur tindak pidana yaitu
1) Perbuatan ysang memenuhi rumusan undang-undang

(dalam hal inngﬁalah ketentuamr pidanaj;

23 Bergsifat melawsn huolkum (dalam hal ini tidsk

Hukum

30) gudarto dan Wonosutanto, 1887, Catatan Kuliah
Pidang II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan, FH

UMS, Surakarta.
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ads =alasan pembenar ataun rechtsvasardigings—
grond);

3) Dilakukan oleh orang vang mamnpu bertanggung
Jjawab dengan kesalahan (schuld) baik dalam
bentuk kesengajaan (dolus} maupun kealpaan
(culpa) dan tidak sda alasan pemaaf atau
schulduitsluitinésgrond.

Syarat 1 dan 2 tersebut di atas dapat
dikatakan sebagail gsyarat obyektif dari tindak
pidansa, karenza hal itu dapat dilihat dari
ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHPidana
dan perundang—undangan lainnya, sedangkan gyarat
3 merupakan syarét-subyektif dari tindak pidana,

warena hal ini menunjukkan kepada keadsnan si

subyek atau pelaku vang melakukan perbuatan, dan
menyanghkut segi kejiwaan dari =31 pelsaku
(pertanggungjawaban, kezalahan, kesengajsan,
keslpaan).

Schaffmeister vang menggunakan istilah
"perbuatan pidana’” merumuskan pengertian

perbuatan pidansa sebagai perbusatan manusia yang
termasuk ruasng linghkup rumusan delik, bersifaf
melawan hukum dan dapat dicela. Perbuatan manusia
dslsm hal ini meliputi melskukan atan tidak
melakukan perbuatan (pengertian berbuat meliputi

aktif dan pasif) dapst dipidans.
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Menurut Schaffmeister pengertian manusia di sini
termasunk didalamnnya adalah badan hukum.

Dalam lingkup rumusan delik, dimaksudkan
bahwa perbuatan itu harus memenuhi semus QnsSur
yang tertulis dalam rumusan delik.

Beraifat melawan hukum, sustu perbuatan
vang memenunhi semusa unsuar vang tertulis dalam
rumusan delik agar dapat dijatuhi pidana harus
bersifat melawan hukum pbaik bersifat sengaja
maupun alfa.

Dapat dicela, suatu perbuastan yang memenuhi
semua unsur delik yang ditulis dan Jjugsa beréifat
melawan hukum, tidak dapat dipidan=a kalau tidak
dapat dicelsa pelakunya. Hisalnya kalau 1ia dapat
dimaafkan karensa kesesatan.31)

Masalah pertanggungjawaban pidans berkaitan
erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur
kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai
jantungnya Hukum Pidana, demikian dikatakan oleh

Idema.32)

Sejalan dengan itn menurut Sauer ada trias,

ads tigs pengertian dasar dalan _hukum pidana,

—

-~

yaitu

31) p gchaffmeister, 1885, Huokum Fidana, Liberty,
Yogyakarta, hal. 27

32) gudarte, 1997, Hukum Fidana I, FH. URDIP,
Semarang, hal. 88
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) Sifat melawan nukun (unrechi);
b)Y Kesalahan ( sehuld); dan
cy Pidans (straf~}33)

Menurut Roeslan Saleh dsalam pengertian
perbuatan pidans tidak termasuk dalam hal
pertangggungjawaban. Perbuatan pidana hanyalah
menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apskah
orang yang telsah melakukan perbuatan itun kemudian
juga dipidana, tergantung pada soal apsakah disa
dalam melakukan perbustan itu memang mempunyal
kesalahan atau tidak. Apabila orang vang
melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyal
kezslahan, maka tentu dia skan dipidana.Bé)
Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan
dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila
orang itua telah melkukan perbuatan vang

bertentangan dengan hukum staun bersifat me lawan

hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi
rumusan delik dalam undang-undang dan tidsk
dibenarkan, namun hal tersebut belun memenuhi
asyarat untuk penjatuhan pidana. UnFuk pemidanasan

masih perlu adanya syarat bahws orang vang

—

~

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atan

33} gudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyvarakat,
Sinar Baru, hal. B

34) Rosian 8sleh, 1883, Perbuatan Pidana dan Per-
tanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hal. 79.




bersalah (suhjeciive guilth. Dengan .perhataan

lain orang tersebunt harus dapat
dipertanggungjawaﬁkan atas perbuatannya baru
dapat dipertanggungjawabkan kepadsa orang
tersebut. Di sini berlaku spa yvang disebut asas

“tiada pidane tanpa kesalahan” (keine strafe ohne
schuld atau geen strafzonder schuld atauw nulla
poena sine culpal, culpa di sini dalam arti luas,
meliputi Jjuga kesengajaan.ss) Dalam hukum pidana
Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin vyang
berbunyi “setus non facit reum, pisi menst sit
rea” (an act does not make a person guilty,
unless the mind is guilty)3®’

Asas tersebunt di atas tidak tercantum dalaﬁ
KUK Pidans atau dalam peraturan lain (asas tidak
tertulis), akan tetapi berlakunva asas tersebut
sekarang tidak diragukan lagi. Akan bertentangan
dengan rasa hkeadilan, apabila ads orang Vvang
dijatuhi pidana padahal ia sams sekali tidzak
berszlah. Pasal 8 avyat (2) Undang-undang
RKekuasaan Kehakiman, Undang-undang HNHo. 14 tahun
1870 vang bunyinys

“Piada seorang Juapun dapat dijatuhi pidansa

357 Sudarto, Op. Cit., hal. 85

383 Moeljatno, Op.Cit. hal. 23
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kecusali spabila Pengadilan karena alat pem-—
buktian yvang sah menurut Undang-undang men-—
dapat kevakinan, pbahwa Seseorang yang
dianggap dapat bertanggungjawab telah ber-
salah atas perbuatan vyang dituduhkan atas
dirinya.ST)

Dari bunyi pasal tersebut Jjelas, bahwa
unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari
perbuatan seseorang vaitua berupa penjatuhan
pidana. Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto
menyatakan untuk sadanya pemnidanazan harus ada
resalahan pads =i pembuat. Asas tiada pidana
tanpa kesalahan Vvang telah disebutkan di &atas
mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum
pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukuom
pidana yang menitik berathkan kepada perbuatasn
orang beserts akibstnya (Tatstrafrecht atan
Erfolgstrafrecht) ke arah hukum pidana vang
berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana
(Tatstrafrech) tanps meninggalkan sama sekali
sifat dari Tatstrafrech. Dengan demikian hukum
pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagail

“ratstrafrech” ialah hukum pildana vang berpijak

37) @sT. Kansil, 1086, Kitab Undang-undang Kekuasaan
Kehskiman, Bina Aksara, Jakarts, hal. 11.
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pads perbuatan maupun orangnya. Hukum pidsana
dewassa ini dapat pula disebut sébagai
Schulstrafrecht, artinya bahwa unsur penjatuhan
pidana disyaratkan adanya kesalahan pada s1
pembuat.38)

Moeljatno dalam bukunya Azas-azas Hukunm
Pidana, masalah pertanggungjawaban pidana adalah
demikian pentingnyva. Orang tidak mungkin diper-
tanggungiawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia ti-
dak melakukan perbuatan pidsna. Tapi meshkipun
melakunkan perbuatan pidana, tidak selalu dis
dapat dipidana .... Orang yang tidak dapat diper-
sslahkan melsnggar sesuatu perbuatan tidak mung-
kin dikenskan pidana, =sekalipun banvak orang me-
ngerti, misalnya, bahwa perangai atau niatnyva
orang itu buruk, sangat kikir _..38)

Sébagai contoh untunk hal yang kedua, yaitu
bahwa meskipun melakukan perbuatan pidana tidak
selaln dapat dipidana, adalah seorang anak
bermain korek api di pinggir rumah tetanggsa, lalu
menyalakan korek dazn berakibat kebakaran (pgsal

187 atau 188 (1) KUHP) tidak seorangpun yang akan

——

mengajukan anak tersebut ke muka hakim pidana

385 Sudarto, Op. Cit., hal. 85

38) Moeljatno, Op. Cit., hal. 105
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untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Contoh
izin adalah orang gila yang tanpa disangka-sangka
menverang seorsang lain.

Kemzmpuan bertanggung jawab merupakan salah
aatu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan

dari kedua unsur lainnysa istilah bashasa Belanda

vang dipakai adalsh “toerekeningsvatbaarheid”
tetapi POMPE menggunakan istilah
toerekenbaar”.40)

Pertanggungjawaban yvang merupakan inti dari
kesalahan vyang dimaksudkan dalam dilmu hukum
pidana adalah pertanggungjawaban menurnt hukom
pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap
orang bertanggung jawab atas segals perbuatannya,
tetapi dalam hukum menjatuhkan pidanalah yang
menjadi pokok permasalahan.

Menurut Simons "kemampuan bertanggungjavwab
dapat diartikan suatu readaan psikis sedemikian,
yang wmembenarkan adanys penerapan sesuatu  upaya
pemidsnaan, baik dari sudut umum  maupun dari
orangnya’, selanjutnya . dikatakannysa, secrang
pelaku Ei?dak pidana mampn bertanggung Jawab
(Jjiwa tidak-cacat), apabilsa

-  Hampn mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya

40) 1smintang, Op. Cit., hal. 376.
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bertentangan dengat hukum;

- Mampn wenentukan kehendaknys sesual dengan
kesadaran tadi. 413

Gawbarsn SIMONS inil memperlihatkhan bahwa 7 toere-

keningsvatba&rheid“ adalah "kemampuan’ .

Pakar honkum pidana ysng 1zin vakni Van

Hamel memandang, "kemampuan bertanggung jawab

adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematang-

an, vang membawa tiga kemampuan, yaitu

1) Mengerti akibat/nyata perbustan sendiri;

23 Menvadari bapwa perbustannya tidak diperboleh-
kan oleh masvarakat (bertentsngann dengan ke-
tertiban);

3) Hampu untuk menentukan kehendaknysa urttuk ber-
buat. %27

POMPE memberikan batasan tentang kemampuan
bertanggung jawab dengan kriterisa

1y Kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkin-
ksn pelaku menguasal pikirannya dan menentukan
kehendaknya;

2Y) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah
laku;

3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesual

41) yuladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hal. 58.

42) 1pid.
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dengan pendapatnya (tentang makns dan akibat
tingkah lakunya).%3)
POMPE tidak mau menggunakan kriteris "normalitas”
karenz pengertian normal itnu kabur, tidak dapat
ditentukan secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya
pengertian “kemampuan bertanggung jawab" sendiri
bukankah juga tidak memiliki batas yang Jjelas.
Memori van Toelichting (M.v.T)*%) tidak
meneranghkan tentang toerekeningsvatbaarheid
tetapl dijelaskan secara negatif, atau bukan
nenjelaskan tentang apa itu mampu bertanggung
jawab, melsinkan apa itu "tidak mampu bertanggung
jawab” atan tidak ada kemampuan bertanggung
jawab. Tidak adsa kemampuan bertanggung jawab pada
pelakn apabila
1) Dalam hal pelaku tidsk diberi kebebasan memi-
1ih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang
oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan
{(dengan perkataan. l1sin dalam hal perbuatan
yvang dipaksa). |
2) Dalam  hal pelsaku berada dalam suatuy keadaan
tertentu sehinggs ia tidak dapat menginsafi

bahwa perbuatannya bertentangan dengan huakum

43) Lamintang, Op. Cit., hal. 38

44) 3pemitro, Op. Cit., hal. 87
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dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu.
(Jadi misalnya adanya nafsu patologis, gila,
pikirsn tersesat dan sebagainyal.

Menurut SOEDARTO definisi atau batasan
tentang kemawmpian pertanggungjawab itu ada
manfaatnya, tetapi setiap kali dalam kejadian
kongkrit dalam praktek peradilan, menilai seorang
terdakws dengan ukorasn tersebut di stas tidaklah
mudah.45) sebasgai dasar dapatlah dikatakan bahwa
orang normal jiwanysa mampu bertandgung jawab, is
mampu untuk menilai dengan pikiran dan
perasaannya bahwa perbuatannysa itu dilarang,
artinya tidsk dikehendaki oleh undang-undang, dan
ja berbuat sesuail dengan pikiran dan perasaannys
jtu. Seorang terdakws pada dasarnya dianggap
mamnpu bertanggung Jawab, kecuali dinyatakan
sebaliknya. 0leh karena itulah ﬁaka perumpusan
dalam Pasal 44 dinyatakan secara negatif.

Ketentuan undang-undang ini tidak memuat
apa ‘yang dimaksud dengan "tidsk mamnpun
bertanggungjawab”, vang ada adalsh alasan vyang
térdapat pada pelaku tindak ° pidana yvang
mengakibathan perbuatannya | tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanysz, &lasan tersebut

45) 1pid., hal. 98
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berupa keadaan pribadi pelaku, secars biologis,
dan dirumuskan dengan perkataan “Jiwanysa cacat
dalam pertumbuhannya atau terganggu karena
penyakit”.

Pssal 44 (1) KUHPidana berbunyi : "Barang
siaps melakukan perbuatan Yyang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya
cacat dslam tubuhnya ataug terganggn (jiwanya)
karena penyakit, tidak dipidana”. Teks aslinysa
perbunyi : Nietstrafbaar is hijdie een feit
bagaat dat hen wegens de gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke stroring zijner varatandelijke
vermogens niet kan wonder t:c:r.e-,geznrr-csufs:end“.48)l

Menurut KUHPidana itu maka hal tidak mampu
bertanggungjawab itu adalah karena sesuatu hal
tertentn, vaitu Jiwanya cacat dalam tubuhnysa atau
terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnysa
ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkam
perbuatannya itu. Jadi boleh dikatakan bahwa ada
dus hal vyang terdapat dalam pasal 44 (15
tersebut, yaitu
- MHenentukan Qgggimana keadaan jiwa si pelsakn,

hal 1ini selayaknya ditetapkan oleh seorang

ahli, dalam hal inl seorang psikiater, jadi

46) 1amintsng, Op. Cit., hal. 377
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secara deshkriptif.
~ HMenentukan hubungan sebab akibat antara
keadsan Jiwa tersebut dengan perbuatannya,
penentuan ini bersifat normatif, dan dilakukan
oleh hakim.
Dengan demikisn dapat dikatskan bahwa EKUHPidana
kita menempuh sistem deskriptif-normatif dalam
menentukan tidak dapatnya sesecrang
dipertanggungjawabkan atas perbustannya. Dengan
cars ini maksa untuk menentukan bahwa terdakwa
tidak msmpu bertanggungjawsb diperlukan kerjasama
antara dokter Jiwa (psikiater) dengan hakim.
Psikiater vyang menentukan ads atau tidak adanya
penyebab yang tercantum dalam pasal 44 {13,
sedéngkan hakim vang menilai apakah karena
penyebab tersebut terdakwa mampu bertanggungjawab
atau tidak, sehingga dapsat dipidana atau tidak.
Sekarang .ada yvang perlu dipertanyakan, yaitu
Apskah kemampuan bertangggungiawab itu merupakan
unsﬁr tindak pidana?
Hereka vyang berpegangan pada dualistis mnaka
dipisahkan antara tindak pidana dengan
pertanggungjawab pidana, artinya dilakukan oleh
orang vang maméu bertanggungjawab ataupun tidak
mampu bertanggungjawab, maka jika perbuatannya

memenuhi rumussan undang-undang dan bersifat
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melawan hukum (tidak ads alasan pembenar), maksa
terjadilah tindak pidana. Sedarnghan mereka vang
berpegangan pada pandangan monistis maka tindak.
pidana itu meliputil pertanggungjawaban, Jadi
perbuatan dan pertanggungjawaban. Konsekuensinysa
maka kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur
tindak pidans. Selanjutnya ini berarti bahwa jika
kemampusan bertanggungjawab tidak ada, maka tidak
ada tindak pidans. SIMONS yang menganut pandangan
monistis tidsk menyinggung masalah konsekuensi
tersebut di atas, tetspi dikatakannys bahwa dalam
hukom positif kemampuan bertanggungjawab tidsak
dipandang sebagal unsur tindak pidana, melainkan
sebagsi keadaan pribadi seseorang yvang dapat
menghapus pidana seperti tersebut dalam Passal
58 47
Memang dalam praktek pengadilan diikuti
pendspat SIHONS tersebut, yaitu bahwa kemampuan
bertanggungjawab tidak dipandang sebagal unsur
pidana, melainkan sebagai keadasn pribadi yang
dapat menghapus pidana. Yurisprudensi jugs
%ﬂyenunjukkan ‘hal yang serupa. Putusan Hooge Raad
tgnggal 10 Nopember 1824 mengatakan bahwa

" Toerekeningsvatbaarheid” (kemampuan bertanggung-

47) Mulsdi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 50
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jawab) bukanlah merupakan suatu unsﬁf tindak
pidana yang oleh karena itun harus dibuktikan
dengan alat bukti yang ssh, tetapi jika unsur itn
tidak ada, maka ada alasan penghapus pidana”.
Mengenai hal ini POMPE mengatakan bahwa .48)
"Hampu'bertanggungjawab itu bukanlah unsur
tindak pidsna tetapi terdapat pada sejumlah
manusisa. Keadaan yang demikian itu adalah keadsan
normsl, walaupun belum jelas benar. Tidak dapat
dipertanggungjawabkan seperti vang dirumuskan
dalam pasal 44 KUHPidana itu adalah alasan

penghapusan pidana.

B. Pengertian Korporasi dan Kedudukan Korporasi Sebagail

Subyek Tindak Pidana
1. Pengertian Korporasi

Kata korporasi berasal dari kata

"Corporatio” (Latin}, Corporatie {Beland=a)},
Corporation {Inggris), Korporation (Jerman)”
Akhiran “tia” dari kata benda yang berasal dari
kata kerja “Corporare” vyang berarti banyak

dipakai orang jaman absd pertengahan atan sesudah
itu. “Corporare’ sendiri berasal- dari kata

“"Corptis"” (Indonesia=badan), vang berarti

48) [amintang, Op. Cit., hal. 38




memberikan badan atan menbadankan . Dengan

demikian maka skhiran "Corporatio” 1tu berasal

g
oy

=il dari pekerjaan membadankan, denguan lain
perkataan badan yang dijadikan ovang, baden  vang
diperoleh dengan perbuatan manusla. Korporasi
adalah kesatuan vang disamakan dengan manusia.QQ}
-Apabila suatu  badan  hukum memunghkinkan
untuk wenjsdikan badan itu di samping wanusia,
dengan mans 18 disamakan maka itu berartil bahwa
kepentingan masyarakat merbutuhkannya, vakni
unink mencapai sesuatu yvang oleh para individu
ridal dapat dicapali atan snlit untuk dicapai.
Menunrut Satiipto Rahardjo hukum tidsk hanys

memikirkan manusis sebagal subvek dalam hokum

melainkan Juga bukan orang. Di samping manusiz,

hukam masih  membuat kontruksi fiktif vang
Lemudisn diterima, perlakuhkan darn dilindungi
sepertl haloya ia memberikan perlindungan

terhadap manusis. Kontruksi vang demikian menurut
Satiipto Rahardjo disebut badan hukum. Hukum
mempunyai kebebasan menciptakan kontruksi Vang

berasal dari imajinasinyva. Bagaiwanapun iuga

~

pefluasan fiktif tersgsebutl tentulah dimsksudkan

48)

Mardjono Reksodiputro, 1983, Tindsk FPidana

Korporasi dan Pertanggungiawabannya, Jakarta, PTIK.
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antuk mencapai tujuan tertentu dan dalam rangksa
jtnlah hukum menciptakan suatlu kepribadian vyang
baru tersebut. Badan yvang diciptakan itu terdiri
dari Corpus (struktur fisiknya) dan animus
(iiwa}, sehingdgs badan itu mempunyai kepribadian.
Oleh karena badan hokom itno merupakan ciptaan
hukum, maka kecuali penciptaannya kematiannya pun
jugas ditentuksan oleh hukum.BU}

Korporasi dipandang sebagai realitas
seknmpulan manusia yang diberikan hak oleh hukum
dan diberikan pribadi hukum untuk tujuan
tertentu.51

Corporatie ataun korporasi menurul kamus

hokum karangan Subekti dan Tiitrosudibio, adalah

merupakan persey0an vang mnerupakan badan
hukum.ﬁz)
Yan Pramadya Pusps menvatakan Korporasi

atauy badan hukum adalah gsuaty perseroan Yang
merupakan badan huhkum, korporasi atau persercan
di sini vang dimaksud adalah suatu perkumpulan
atan organisasi yang oleh hukum diperlakukan
sepertli seorang manusia (persona)y ialah sebagai

pengemban {atau pemilik) hak dan kewajiban

~ 50) gatjipto Rahardjo, (1886), Ilmu Hukum, Bandung,
Citrs Adtivs Bakti, hal. B3. :

51) p 7. Abidin, (1983), Bunga Rampai Hukum Pidana,
Jakarts, Pradnya Paramita, hal. 54.

92)auybekti dan R.Tjitrosudibio, (1878), Kamus Hukum,
Jakarts, Pradnya Paramits, hal. 34.




47

memiliki hak menggugat ataupun digugsat dimuka
pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT
(Perseroan Terbatas), N.V. (Namloze Venpnootschap)
dan Yaysassan (Stichting)}, bahkan negarapun Jjuga
merupakan badan hukum.53>
Adspun pengertian korporasi dalam
Ensiklopedi Ekonomi, Kenangan dan -~ Perdagangan
yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan
Corporatio (korporasi perseroan) adalah
suatuy kesatuan menurunt hukuom atan Ssusatu
badan susila yang diciptakan menurut
undang-undang sesuaty nedara untuk
menjalanaskan suatu usaha atau sktivitas
atan kegiatan lainnya yang ssh. Badan ini
dapat dibentuk antuk selama-lamanys satau
untok sesuatu Jjangka waktn terbatas,
mempunyai nama dan identitas yang dengan
nama dan identitas itu dapat dituntut di
muka pengadilan, dan herhak akan mengadakan
suatu persetnjuan menurut kontrak dan
melaksanakan semua fungsi lainnya yvang
seseorang dapa; melaksanahkannysa menurnt
undang-undang sustu negara. FPada umumnya

suatn corporation dapat merupakan suatn

93) Ysn Pramadya Pusps, (18873, Kamus  Huokum,
Semarang, CV. Aneka, hal. 256.
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organisasi pemerintah setengah pemerintah
atau partikelir.54}

Rats “Korporasi” adalah zebutan vang lazim
dipergunakan para pakar hukum pidans untuk
menyebut apa ayang bissa dalam bidang hukum iain
khususnys bidang hukum perdats sebagail badan
hukum vang dalam bahasa Belanda disebut
“rechtspersoon’ atau yang dalam bahasa Inggris
disebut "“legal entities” atau “corpor&tion“ss)

Korporasi adalah suatu perkumpulan orang,
dalan korporasi hiasanva vang mempunyai
kepentingan adalizh orang-orang manusia vang
nerupakan anggota dari korporasi itu, anggota-
anggots mana Jjuga mempunyai kekuasaan dalamn
peraturan korporasi berupsa rapat snggota sebagal
alat kekuasaan vyang tertinggi dalam peraturan
korporasi.ss

Sebagai badan hukuom keperdataan korporasi
dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari

cars mendirikan dan persaturan _perundang—undangan

sendiri, yaitu

54) A Abdurachman, (1983), Ensiklopedi Ekonomi
Keuangan dan Ferdagangan ¢Jilid I), Jakarts, Prafanes,
hal. 246.

53} Rpudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi dalam
Proses Modernisasi dan Penyimpangan—penyimpang&n, Makalah

pada Seminar Hasional Kejahatan Korporasi di FH .UNDIP,
(Semarsng @ 23-24 Nopember, 1988, hal. 2)

56) cnidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hal.B4
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1. Korporasi edoistis yaitu korporasi vang
menyelenggarakan kepentingdan parza angdotanya,
terutama hepentingan harta kekaysan, misslinya
Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;

2. Korporassi vyang altruistis, vyaitu korporasi
vang tidak menyelenggarakan hepentingan para
anggotanya, seperti perhimpunan vang
memperhatikan nasib orang-orang tuna netra,
tunsa rungu, penyakit TBC, penyakit Jantung,
penderita cacat, Taman Siswa, Muhammadiyah dsn
sebagainya.57)

Berdasarkan beberapa araian tersebut di atas

ternyatas dalam hukum perdata (dagang) bahwa

korporasi adalah badan hukum.

Badan hukum (rechtpersaon), yaitu badan
menurut hukum berkunassa (berwenang) Amenjadi
pendukung hak, selanjutnys dijelaskan bahwa badan
hukum pendukung hak vang tidak berjiwa, atau
iebih tepat vyang bukan manusia. Badan hukum
asebagai gejala kemasyarakatan adalah suﬁtu vang
riil, wmerupakan fakta henar-bensar, dalam
pergaulan hukum, biarpun tidak terwujud manusia
atau bendsa yang dibuat dari besi, kayn dan

aebagainysa, Vang meniadi penting bagi pergaulan

57) wuladi dan Dwidja Priyatmo, Op. Cit., hal. 15
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hukam sdalah badan hukum itu mempunyai kekaysaan
vang sama sekali terpissah dari kekavasan
anggotanys, vaitu dalsm hal badan hukum itua
berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama
cekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya.
Bagi bidang perekonomian, terutama lapangsn
perdagangan, gejala ini sangat penting.58
Dalam seiszrah perkembangan peraturan Yyang
mengatur badan hkum di Indonesia dikensl
1) Peraturan perundang-undangan tentang badan
hukum vang tunduk pada hukum perdata menurut

RUH Perdata (B.W. INDONESIA):

a) RAB IX Buku KUH - Perdats dimulai dari pasal
1653 vang mengatur tentang zedelijke
Jleichamen vyaitu badan-badan susila dan
seharang disebut badan hukum;

b} Stb. 1870 No. 64 Rechtpersoonlijkeheid
Van Vereniging (kepribadian hukum dari
perkumpulan artinya badan hukum itu
mempunyai kedudukan sebagail subyék hukum};

c)y Btb. 1927 No. 158, Regeling van de
Rechtspositie der Kerkgenootschappen;

43 Bab IT bagian 3 KUH Dagang (W.v.K) menurut
Sth. 1938 HNo. 278 tentang perseroan

Terbatas.

58) cpidir Ali, Op. Cit., hal. 18-18.
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e) Pasal 286 KUH Dagang tentang FPerusahaan
" Asursnsi yang merupakan badan hukum;

£) Stb. 1926 HNo. 377, tentang Dana Buruh.

'2) Peraturan perundang-undangan yang mengatnr

tentang Badan Hukum vang tunduk baik padsa

hukum adat maupun KUH Perdata (B.HW.

Indonesisa)

a) Stb. 1938 HNo. 569, Ordonnantie op de In-
landsche Mastschapid op Aandelen (tentang
I.H.A);

b) Stb. 1838 Ho. 570, Ordonnantie op de
Inlandsche Vereninging (tentang Perhimpunan
Bumiputerap};

¢} Sth. 18938 No. 571, Ordonnantie op de
Gerechtelijke Vereniging van Inlandsche
Rechtspersonen.sg)

Badan hukum tersebut di atas sering disebut
sebagai badan hukum perdata (badan hukum privat).
Di samping itu kita mengenal pula badan hakum
publik vyaitu jika terhadap badan ini disamping
hukum Perdata berlakn pula hukum publik (Hukunm

Administrasi Negarsa)}, termasuk dalam hal ini,

misalnya badanwbadan negatrs, propinsi, atan

daerah Tingkat II/Kotamadya. Jika terhadsp badan

59) uladi dan Dwidjs Priyatno, Op. Cit., hal. 17.

-
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ini berlaku hukum publik (Hukum Administrasi
Negara),r makas berlskunya itupun hanys sekedar
intern. Sekedar intern pengaturan mengenai
organisasi dan kewenangannya sedangkan sSecara
ekstern dalam hubungannya dengan pihak ketigds
sepanjang perbuatan Yyang menvangkut keduduksan
badan tersebut sebagai penguasa yang nengatur
administrasi negara maks secara ckstern sapakah
badan hukum publik atau perdata kedudukannya
sederajat sebagai para pihak. Misalnya dalam hal
badan hukum publik sebagai pemberi kerja terhadap
pemborong (kontraktor), wajib badan hukum publik
ini memenuhi kewajibsnnya atas segala janji-janji
yvang ditentukan dalam kontrak.so)

Sebagai badan hukum, maks pendiriannya
harus memenuhi beberaps persyaratan. Hisalnys
suaty P.T. untuk mendapatkan status sebagai badan
hukum perlu dipenuhi beberapa persyaratan yaitu
1y P.T. harus didirikan dengan akta otentik,

vaitu akta Notaris (Pasal 38 RUH Dagang), oleh
paling sedikit dua orang. Akta pendirian itu
mengandung Anggaran Dasar yang memuat aturan-
aturan tentang bagaimana P.T. itu aksn distur,
diurus (dikelola) menurut batas-~batas vyang

ditetapkan oleh undang-undang;

80) Rudi Prasetyo, Op. Cit., hal. 5
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231 Sebeium suatun P.Tp bisa berdirs dengan' sah,
maka akts pendirianmya ataun mnaskah/rancangan
akta itn harus disampaikan lebih dahulu kepsdsa
Menteri Kehakiman, wuntuk memnperoleh per-
setujuan/izinnya, vang dikenal dengan sebutan
pengesahan (Pasal 36 ayat (2) KUH Dagang);

3y Para persero dalam P.T. (bissanya diwakili
oleh direksinya stsu kuasa yang ditunjuk dalam
akta pendiriany, berkewajiban mendaftarkan
akta pendirian dan perubahannya dalam Register
Umuam vang tersedia di Kantor Paniters
Pengadilan Megeri di mana P.T. itu bertempat
kedudukar, dan mengumumkannya dalsm Berits
Negzmra. (Pasal 38 ayvat (2}, (3) dan (4}, Passal
38 KUH Dagang}.61>

Berdasarkan uraisn di atas dapat ditarik
kesimpulan bashwa korporasi menurut hukum perdsata
adalzh merupakan badan hukum dengan bentuk yang
hermacam-macamn sesuail  dengdan  ketentuan hukum
perdata. Untuk mendapathan statns badsn hukum
harus mendapatkan pengesshan akta pendiriannys
dari bemerintah.

Pengertian horporasi menurut hukum pidana

lebih luams pengertiasnnya dibanding pengertian

81} R. sSubekti dan Tiitrosudibio, 2000, Kitab
Undans-undang Hukum Dagang, Jakarta, Radaya Paramltha.
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korporasi menurut hukum perdatsa. Menurut hukum

pidans korporasi bissa berbentuk badan hukum atan

non badan hukum, sedang menurut hukum perdata

korporasi adalah badan hukuom.

Undang-undang no. 5 +tzhun 1887 tentang

psikotropika Pasal 1 butir 13 (ketentuan umum )y

menielagkan bahwa korporasi adalah kumpulan

terorganisasi dari orang/kekayaan baik merupakan

badsn hukum maupun bukan. dJadi Jjelas bahwa

korporasi disini tidak harus berbadan hukum.ez)

Pasal 1 butir 19 Undang-undang Harkotiks

(U0 no. 22 tahun 1987) memberikan definisi

korporasi yang hampir serupa dengan apa Yang

distur dalam Pasal 1 butir 13 UU Pasikotropika

yaitu

Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atan
kekayaan baik merupakan badan huokum maupun
bukan.ss)

Dalam Pasal 51 Wv3 (Wet Book wvan Straaf-

rect) Belanda sejak tabun 1976 ternyata Jugs

memberikan rumusan yang luas mengenai korporasi.

1) Tindak pidana dapat dilakukan’ oleh manusia

nlamiah dan badan hukunm;

82) yy No.5 tahun 1987 tentang Psikotropika

835 yu No. 29 tgahun 1897 tentang Narkotiks.




55

2) Apabila suatu tindak pidana dilaknkan oleh
badan hukum, dapat dilskukan tuntotan ’pidana,
dan Jjiks dianggap perlu dapsat dijatuhkan
pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum
dalam undang-undang terhadap
a) Badan hukum atau;

b) Terhadap mereka Vvang memerintahkan me-
iskukan perbuatan itu, demikian pula ter-
hadap mereks vyang bertindak sebagal pe-
mimpin melakukan tindakan vyang dilarang
itu, atau;

¢) Terhadap yang dizebut di dalam a dsn b
bersama-Samna.

3) Bagi pemakaiasn ayat selebihnya disamakan
dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan

hukum, perserikatan dan yayasan.84)

2 Kedudukan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

Perkembangan korporasi di awal sbad modern
lebih dipengaruhi oleh bisnis perdagangan vang

makin kompleks di benua Eropa, sehingga negara-

negara Eropa milai mendirikan serikat-serikat

dagang yang merupakan embrio dari korporasi

modern seharang seperti

84) gohaffmeister, (1995), Hukum Pidana, Liberty,

Yogyskarta, hal. 273 (terjemahan).
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- The English East India Company ——- Inggris
~  The Muscory Company —— Rusié
-  The Turkey or Levant Company ~-- Turki
- Verinigde Oast Indische Company —-—- Belanda

Bentuk korporasi modern di Inggris dikenal
dengan nama Hudson s Bay Company YVang diresmikan
oleh Raja Inggris pada tahun 1670, vang
beroperasi di Canada, yang mempunyai hak monopoli
di bidang perdagsngan sebagal sumber dana dari
pemerintah kolonial Inggris.ss)

Dengan terjadinya Revolusil Industri di
Inggris maka perkembandan di bidang teknologi
industri pemintalan benang dan Revolusi di bidang
tenaga dengan ditemukannysa mesin uap, naka

diperlukan suatu modal yang besar dengan

organisasi yang mapan serta perangkat hokum yang

" memadai, maka pada tahun 1855 mnlai dikenal

adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban
korporasi. Pada tahun 1862 korporasi memakal nama
untuk asosissinya dan dibelaskang nama tersebut
sebagai tanda adanvsa pembatasan terhadap
pertanggungjawaban korporasi dicsntumkan katsa

“1imited 86>

M. Natsir Said, (1987), Hukunm Perusahaan di
Indonesia, Allumni, Bandung, hal. 3

B86) Kuladi dan Dwidjs Priyatno, Op. Cit., hal., 24.




Perancis baru memasukkan korporasi dalam
"Code de Commerce pada tahun 1807. Karena
Perancis pernah menjajah Belanda maka jika kita
hubungkan dengan pembuatan rancangan W.v.XK.
Nederland vang dibust pada tahun 1808 ataun
tanggal 8 Juni 1809 dan kodifikasi “Code de
Comerce” Perancis ysng dibuat pada tabun 1808.
Nampaklah waktunya sangat berdekatan dan dalam
hubungan sebagai suatu nedars vyang diknassai
Perancis akan tercemin di dalam W.v.K Nederland
tersebut, sistem dan isi W.v.K. Nederland secara
nyata mengscu pada “Code de Commerce”

Karena'Indonesia merupakan jajahan Belanda
maks setiap perubahan dan perkembangan aturan
hukum yang terjadi di negara Belanda dengsan asss
konkordansi diperlakukan Jugs di Indonesia
(Hindia Belanda saat itu).-Dalgm hal ini termasuk
juga W.v.K. (lebih dikenal dengan nama KUU Dagang
di Indonesia) dengan asas Konkordansi berlaku
juga di Hindia Belanda bzhkan sampal sekarang
setelah Hindia Belanda merdeka dan berganti
nenjadi Indonesisa.

Sesudah tahun 1838 bentuk-bentuk badan-
badan usahs C.V. maupun Firma dan N.V. mnasing-
masing diatur ddalam pasal 35 dan pasal 36 sampai

dengaﬁ pasal 56 RUH Dagang secara berturut-turut
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karena perkembangdan perekonomian mengalami banyak
perubahan kecuali bentuk c.V. Di samping itun
berkembang pula perusahaan—perusahaan Pemerintah
sejak ‘tahun 1925 vyang didirikan berdasarkan
1.C.W. Stb. 1925 Nomor 106 dan seterusnya dengan
I B.W. Stb. 1927 Nomor 418.87)

Ternyata peranan korporasi makin penting

sebagaimana dalam Konggres PBB ke VII, dalam
tahun 19856 telsah dibicarakan Jjenis kejahsatan
dalam tema "Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks
Pembangunan' , dengan melihat gejala kriminalitas
merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan
pertunbuhan ekonomi di mana korporasi banyak
berperan di dalamnya, seperti terjadinya
manipulasi psajak, kerusakan lingkungsn hidup,
penipuan asuransi, pemalsuan invoice vang
dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian
suatu negara.BB)
Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi
dampaknya dapat nenimbulkan efek negatif, maka
kedudukan korporasi mulgi bergeser dari subyvek
hukum biass menjadi subyek hukum pidana.

Piggﬁa terhadap korporasi bukanliah hal yang

baru bagi masyarakat Indonesia.

87) ¥. Natsir Said, Op. Cit., hal. 3

68) Ihid., hal. B
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Menurut J.E. Sahetapy dalam penelitiannya
pada tahun 1988 tentang permasalshan pidana denda
dalam hukum adat Indonesia menvatakan,
Scepomo .. ...- menulis bahwa dibeberaps daerah di
kepulauan Indonesia, seringkali terjadi bsahwa
kampung si penjahat atau kampung terjadinya suatu
pembunuhan atau pencurian terhadsp orang asing,
diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada
golongan fawmilinya orang yang dibunuh ataun vang
kecurian.sg)

Pernyataan senads dikemukakan oleh Andi
Zaenal Abidin, bahwa di sebagiﬁn daerah di
Indonesia dahuln kala dikenal hukum Adat (Pidansa)
vang mengancam pidana bagi keluarga atau kampung
seseorang yvang dipersalahkan melakukan keishatan.
Hukum Adat Pidana mengenai pertanggungiawaban
kolektif.’0)

Menurut Sacipto Rahardjo. penempatan
korporasi sebagal subyek dalam hukum pidana tidak
lepas dari modernisasi sosial, bshwa semakin
modern masyarakat dan politik vang terdapst

disitu maksa kebuthhan skan sistem ~pengendalian

88) J.E. Sahetapy., (1889), Kejahatan Korporasi Di-
tinjau Dari Sudut Kriminologi, Makalah pada Seminar
Nasional Kejahatan Korporasi, 23 - 24 Nopember 1988,
semarang, FH. UNDIP.

70) A.7. Abidin, Op. Cit., hal. 50
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kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar
pula. Eehidupan sosial tidak dapat lagi
diser&hkan kepada pola aturan vang santai,
melsinkan dikehendaki adanys pengaturan vang
semakin rapil terorganisasi, jelas dan terperinci.
Sekzalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhil
kebutuhan kehidupan masyarakat vang semakin
berkembang nampun persoalan—persoalan vang di-
timbulkan tidak kurang pula banyaknya.?1>
Tumbuhnya gabungan beberapa perusahaan yang
dikenal dengan nama konglomerasi (perusahaan
besar vang bergerak dibidang ussaha yang bermacam-—
macam). Jenis perusahaan ini menyerupal gurita
raksasa yang secara horisontal dan vertikal
menguasai berbagai usahsa. Begitu kompleksnya
gabungan usaha ini sehingga ﬁehadiran korporasi
jenis .ini benar—benar mengkhawatirkan utamanys
bila digunakan =eCca&F8 negatif yaitun hanva semata-
mata untuk meraih keuntungan kelompoknya tanpa
memperdulikan kepentinganlmasyarakat banyak.
Datam Hukum Positif di Belanda mulai men-—,
cantumkan korporasi sebagal subyq&ﬂhukum Pidans.
Eaéal 15 ayat (1) wet FEeonomic Deiicten, 1850,

vang kemudian dalam perkembangannya dalam Undang-—

71) ggtjipto Rahardjo, (1980), Hukum Nasyarakat dan
Pembangunan, Allumni, Bandung, hal. 3, 4.
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sndang tanggal 1 September 13878 merubah isi pasal
51 W.v.8. sehingga korporasi di negeri Belandsa
mnerupakan subyek hukum pidansa umum, antara lain
menghapus pasal 15 ayat (1) Wet Economic Delie-
ten, 1950727

Subyek hukum pidana korporasi di Indonesia
sudah mulai dikenal sejak tahun 1851, vyaitn
terdapat dalam Undang-undang Penimbunan Barang-
barang. HMulai dikenal secara luas dalam Undang-
undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1)
Ul ¥o. 7 Drt. Tahun 1855, Jjugsa kita temukan dalam
Pasal 17 ayat (1) UU Ho. 11 PHPS tahun 1963
tentang Tindsk Pidana subversi, dan pasal 48
Undang-undang HNo. 9 tahun 1976, Undang-undang
tentang Tindak Pidana Markotika. Sehingge dengan
demikian korporasi sebagsil subyek hukum pidana di
Indonegia haﬁya kita temukan dalam perundang-
undang khusué di luar ERUHP. Yang merupakan
pelengkap KUHP, sebab untuk Hukum Pidana Umum
stau KUHP itu sendiri masib menganui subyek huhkum
pidana Secara umnum vaitu manusia, (Pasal 58

RKuyHpy . 732

72) Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 30

73) andi Hamzah, (1977), Hukum Pidana Ekonomi,

Erlanggsa, Jakgrta, hal. 48.
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Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi merupakan sslsh satu yang
disebut Sutherland sebagai “White Collar Criminals"
menurut Henderson serta “occupational deviance” dari
Quinney. Douglas dan Johnson menyebut dengan “official
devianee", Green menamakan dengan istilzah “occupational
crime’ dan Clinard menyebut white ecollar eriminal
dengan istilah "illegal corporate beh&vior."74)

Sutherland merumuskan "white collar eriminals”

sebagai, Iegal violation iﬁ the course of his or her
oooupation“75)
Dari definisi tersebut mengindikasikan bahwa WCC adalah
merupakan kejahatan kelas atas berkaitan dengan pen-
didikan, keuangan kedudukan sosial‘dan ekonomi sehingga
kadang-kadang kejahatan jenis ini dikordinir, ter-
organisasi dan termanagemen dengan baik.

RKejahatan korporasi bukanlah tipe vang cleh
konggres PBB ke 6 tshun 1980 disebut sebagail akibat
dari ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskri-
minasi nasional, standardlhidup yang rendah, peng-

angguran dan kebutshurufan {kebodohan) di antarsa

golongan besar penduduk. é/fw\;x
“The main %EE}ES of crime in many contries are social

N

74> 3. E.. Sahetapy; (1884), Eejshatan Korporasi,

Bandung, hal. 2.

75) 1pid., hal. 11.
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inequality, racial, and national discrimination, ‘low

standard

broad section of the population’

of living, inemployment and illiteracy among

7B}

Faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan seé-

bagaimana disimpulkan dari hasil konggres PBB ke 8

tahun 1990 Havana, Cuba antara lain

8.

s

Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan v(ke—
bodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang
layak dan sistem pendidikan gerta sisten
latihan vang tidak cocok/serasi;

Heningkatnya jumlah penduduk yang tidak mem-
punyai prospek (harapan) karena proses inte-
grasi sosial, Juga karena wmemburuknya ke-
timpangan-ketimpangan sosial;

Hengendornya ikatan sosial dan keluargsa;
Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi
orang-orang yang beremigrasi ke kotﬁ—kota atan
ke negara-negara lain;

Rusaknys atau hancurnya identitas budaya asli,
vang bersamaan dengan adanya ragsisme dan
deskriminasi .menyebabkan kerugian/kelemahan di
bidang sosial, kesejahterasn dan dalam

lingkungan pekerj&aan;

76) parda Nawawi Arief, (1883), Bunga Rampai

Kebijakan
hal.1il .

Hukum Pidana, Citra Aditya bakti, Bandung,
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£ Henurun atag mandarnya (kualitasy linghkungan
perkobsan vang nendorong peningkatan kejashatan
dan berkurangnya (fidak cukupnyva) pelaysnan
bagi tempat-tempat fasilitas linghkungan/bex-
tetangga;

g, Kegulitzn-kesulitan bagi orang-orang dalam
nasvarakat modern untnk berintegrasi sebagai-
mana mestinva di dalam lingkungan masyarakat-
nya, di linghungan kelnsrga/familinya, tempat
pekerisannya tau di lingkungan sekolah;

k. Penyvalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-
lain vang pemakalannva jugs diperluas kaerens
faktor-faktor yang disebut di atas;

i. Heluasnya aktivitas hejamhatan vang ter-
organisasi, khususnys perdagangan cbat bius
dan penadahasn barang-barang curian.?7}

Rondisi di a£as merupakan lahan subur bagi
korporasi untuk mengembangkan/melakukan kejahat-
an, baik yang memang tujuan semula berbuat ke-

Jdshstan manpun keijashatan korporasi dalam konteks
mengeisr laba sebesay-besarnyva.

Kompleksnya kejahatan korporasi dapzt

——

_dipahami dari tulisan Steven Box dalam bukunya

" Power, crime and mystification” berikut ini

UH Report, 1881, Eight UN Conggres On The

Brevention of Crime and The Threatment of Qffender, Hew
York, UH.
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Isi dari bagasn Steven box di atas pada prinsipnya
adalah

(a) Korporasi pada umumnya lebih mengutamakan
pencapalan sasaran : organisasi,
yvakni berupa laba {profit);

(b) Pencapsaian tujuan direalisasikan me—
1alui karakteristik individual vang di-
sebut anomie of success, yaknl sukses
atan ambisi tanpa batas vang dilakukan
tanpa aturan; dan

(c) Pencapaian tujuan korporasi kontrak-
diksi dengan kebutuhan pesaing negara
karyawan, konsumen dan masyvarahat.

Is Susanto dengan mendasarkan kepada penda-
pat Kriesberg mengemukakan tiga model Lkorporasi
melanggar hulkum
(1) Ratiocpnal actor model, horporasi dilihat se-

bagai unit tunggal yang merupakan kepentingan

korporasi;

(2) Organization process medel, korporasi dilihat
sebagal suatu sistem unit-unit vang
terorganisir s=ecara longgdar, dimans macam-—

macam unit korporasi mungkin tidak mematunhi
hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat
memenuhi produk yvang ditargetkan, sehinggs
untuk memenuhi mereka melaknkannya dengsan

melanggar hunkum;




(3) Kejahatan korporasi merupakan produk dari ke-
putusan-keputusan yang dibuat secars indivi-
dusal untunk kepentingsn pribadi. ‘9

Dewasa ini korporasi di Indonesis mensmpak-
kan perkembangan yang semakin luas, besar, kavsa
dan berpengaruh dalam kehidupsn masvarakal dan
negara. Jutaan orang nenggantungkan hidupnya darit

korporasi, trilvanan uang yvang masuk dari

kegiatan vang berssal dari berbagsai bidang

usaha industri dan perdagangsn bLarsng - barang
elektronika, obat-obatan, pakaian, maksnan dan
minuman, perkayuan, perkebunan, konstruksi,

perbankan, dan lain-lainnya. Karenanya korporasi
nampak sebagal pembawa nikmat hidup, pewmberi
lapangan keria dan penvelamat masyvarakat,
sehingga gambaran tentang korporasi kebanyakan
beraifat positif. Orang tidak mewnpertanyakan
bzhws produk wmakanan tertentu dapat merugikan
kesehstannys. Orang Juga tidak mempertanyakan
bahwa obat-obatan tertentu dapat wmerugikan
kesehatannya. Demikian puls orang tidak wopernah
mempertanyakan mengapa wmobll tertentu sering

mengslami kecelakaan dan kalaupun itu terjadi

79) 1= susanto, 1999, Kejahatan Korporasi di Indo-
nesia Produk Kebijakan Rezim ORBA, BP UNDIP, Semarang,
fial. 88 dan 87.
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maka vang dianggap persalah adalah pengemudinya
karena kurang hati-hati.

Memasukl era industrialisasi dan informasi
di sisi lain akaﬁ meningkatkan kegiatan korporasi
vang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan
jiwa manusia, atan singkatnya meningkatkan
kejahatan korporasi. Ini perarti bahwa kita
semakin dituntut mewaspadai kejahatan—kejahatan
korporasi.

Melihat eiri kejahatan korporasi vang
berbeda dengan kejahatan yang dilakukan cleh
perorangan, khususnya Vang berupsa kejahatan
warungan, sehingga perliu dikembangkan teori-teori
tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal
ini bukan sajs karena korporasi merupakan
organisasi, akan tetapi Jjuga karena tujuan
korporasi adalah untuk melakukan bisnis dan bukan
antuk melakokan kejahatan, maka Jugs masalah
“dengsn maksud" (mens rea) tidaklah "semudah”
bila dibandingkan dengan kejahatan warungan.

Dewasa ini paling tidak dikenal dua teori
tentang pertanggungjawaban pidana  korporasi,
vaitu
Teori identifikasi
Teori identifikasi, vang menyatakan bahwa

tindakan dari orang (personil korporasi) benar-
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benar merupakan tindakan korporasi. Dasar dari
teori ini adalah bahwa tanggung Jawab adalah

iangsung dan bukan mewakili.

b. Teori imputasi

Teori imputasi, hakekat dari teori ini adalah
“yang mewakili” (yvigarious ligbility).
Berdasarkan pemikiran ini korporasi bertanggung
jawab terhadsap maksud dan tindakan pegawainya
yang dipandang sebagai suatu kesatuan. Dalam
konsep imputasi, maka hubungan pegawai dengan
korporasi merupakan hal vyang utams, artinys
pegawai harus bertindak delam ruang lingkup atau
bagian dari pekerjaan untuk kepentingan
korporasi.

Tanggung jawab korporasi Jjugsa diperluas dengan
konsep "pengesahan” (ratification) dan "pembiaran”
{ toleration) oleh korporasi terhadap tindakan atsu
pola tindakan yang dilakukan oleh pegawalnysa.

Dengan melihat ciri-eiri tindakan korporasi,
maka terhadap tindakan korporasi yang melanggar
hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada
(a) Korporasi sajsa
(b) Korporasi bersama-sama dengan pegawainysa, atau

(¢) Pegawainya saja.590)

80) 1pid., hal. 88




70

Muladi dan Dwidja Privatna mengelompokkan
menjadi tiga kategori pertanggungjawaban korporasi
sebagai berikut

-~ Pengurus korporasi sebagal pembuat dan pengurus

bertanggungjawab.

- Xorporasi sebagai pembuat dan pengurus ber-
tanggungjawab.

- EKorporasi sebagai pembuat dan sebagal vang

bertanggungjawab.Bl)

Daiam hal pengurus korporasi sebsagail penbuat
dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepads
pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban
tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya
adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus vang tidak
memenuhi kewajiban itu disncam dengan pidana. Dalam
gsistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidans.
Sédangkan dasar pemikirannya adalah @ korporasi itﬁ
sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap
sustu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang
melakukan delik itu. Dan karenanysa penguruslah vang
diancam pidana dan dipidansa.

Ketentuan vang mengatur hal tefseﬁnt di atas
dianut oleh KUHP, seperti misalnya pasal 189 KUHP,

pasal 398 dan 399 KUHP berbunyil

81) ¥pladi dan Dwidja Priyatns, Op. Cit.. hal. B7.
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Paasl 1689 KUHP berbunvyi

{1y Turnt serta dalamn perkumpulan vang
bertujuan melskukan keishatan, ateu turut
serts dalam perkumpulan lsinnya vang
dilarang oleh atursn-aturan umum, diancsan
dengan pidana paling lamas enam tahun.

(23 Tuarut serta dalam perktumpulan vang
bertuiuan melakukan pelanggaran, digncan
dengan pidana penjarza paling lawma sembilan
bulan atay  pidsns  dends paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

{3} Terhadsp pendiri atan pengnrus, pldana

dapat ditambah aepertiga.gz)

Tindak pidana dalam Pasal.lsg KUHP, merupszkan

tindak pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Uwmum {Bab

¥ Buku IT KUHP), yaitn turut serts dalsm perkampulan

yang

terlarang. Apabila dilakukan nleh pengurus dan

pendiri perhumpulanf&orporasi terasebut, maka terdapat

pemberatan pemidanasn yaltu rerhadap pendiri atau

pengurus suatn korporzsi apablla melakoksn  sustn

tindak

vang

pidana vyaitu turut sertda  dzlam  perkumpulan

terlaranghﬂpidananya iebih herat bila di-

bandingkan dengsan puhkan pendiri atsu  pengurus. S

hinggs vang dapsat dipertanggungjawabkan dan dipidana

82)

gpesilo, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Bogor, Popliteis.
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adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itwu

sendiri.

Pasal 398 KUHP, berbunyi
Seorang pengurus atau komisaris perseroan
terbatas, maskapail andil Indonesia atan per-
kumpu lsn koperasi vyang dinyvatakan dalam
keadaan pailit atau vang diperintahkan men-
yelesaikan oleh Pengadilan diancam dengan
pidana penjera paling lamz =atu tahun empat
bulan.

1} Jika yang bersanghutan turut membantun atan
mengijinkan untuk melakuokan perbustan-
perbuatan vang bertentangan dengan snggaran
dassar sehingga oleh karena itu selnruh atau
sebagian besar kerugian dideritsa oleh
perseroan maskapai atau perkumpulan;

2y Jika vang bersangkutaﬁ dengan maksud untuk
menangguhkan kepailitan atau penyelesaisn
perseroan, maskapal atau perkumpulaﬂ, turunt
membantu ataun mengijinkan peminjsman uang
.dengan ayarat-syarat vang memberathkan,
padahal diketahuinya tak dapat dicegsah
hendasn pailit ataun penyelesaliannys;

3y Jika vang bersangkutan dapat diper-
maszlahkan tidak memenuhi kewaiiban vang

diterangkan dalam pasal B ayat pertama
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Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan passl
27 ayat pertama Ordonansi tentang Maskap=ail
Andil Indonesia, atau bshwa puku-buku dan
gurat-surat yang memust catatan—-catatan dan
tulisan~tulisan yang disimpan menurut pasal
tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam ke-
sdaan tak dinbah.83?

Ppsal tersebut di atas pun tidak meubebankan
tanggungjavab pidana pada khorporasinya, akan tebtapi
vepada pengurus atau komissrisnya, hal serupa JuZa
terdapst dalam ketentuan pasal 398 KUHF, yvaitu
merupakan tindsk pidana yang menyvanghkult pengurus
atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainys
yvang dalam keadaan pailit merugikan perseroan.

Dari ketiga contoh pasal KUHFP di atas ternyata
hahwa pengaruh asas “gsooieties delinguere non
potest; Sangﬁt mewarnai, dslam hal inid hanva
mengakui pelaku tindak pidana hanyalah wmanusis
sedang badan  hokum tidsk dspat melakukan tindsk

pidansa.

Dalam hal korporasi sebagail pembuat dan

pengurus bertangdung jawab, maka ditegaskan bahwa

——

korporasi wungkin sebagai pembusat. Pengurus dituntut

sebagal yang bertandgung jawab, vang dipandang

83> Moeljatno, 1884, Kitab Uncdang-Undang Hukum

Pidana, Jakartas, Bumi ﬁksara:
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dilakukan oleh korporasi adalah apsa vang dilskukan
oleh =alat perlengkapan korporasi menurut wewenang
hberdsssrkan anggaran dasarnya. Tindak pidans yang
dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana vyang
dilakukan seorang tertentu sebagai pengurus dari
badan hukum tersebut. Menurut Roeslan Saleh sifat
dari perbuatan yang dijadikan tindak pidana itu
adalah " onperscoonlijk” . Orang vang memimpin
korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari
apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya
perbustan itu. Roeaslan Saleh setuju bahwa prinsip
ini hanya berlaku untuk pelanggaran Saja.84}
Pevraturan perundang-undangan yang menunjuﬁkan
korporasi sebagai pembust dan pengurus vang
bertanggungjawab antara lain terhadap di dalam Pasal
18 UU No. 1 tahun 1951, tentang Berilakunyvs Undang-
undang Kerjar Tahun 1948 Ho. 12 dari R.IL. untuk
seluruh Indonesia Pasal 30, Undang-undang No. 2
tahun 19851 tentang pernyataan Berlakunye Undang-
undang tahun 1947 Ho. 33 dari R.I. untuk seluruh
Indonesia, Pasal 4 Undang-undang NBo. 1Z Drt. Tahun
1951 tentang Senjata Api, Pasal 34 Undasng-undang HWo.

2 tahun 1981 tentang HMetrologi Legal;85

84) Roeslan Saleh, (1884), Tindak Pidana dan

Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, BPHN, hal. bHO.

85) Wuladi dan Dwidjs Priyatmo, Op. Cit., hal. 70.
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Ternyata hanya dengan menjatuhkan pidana
terhadap pengurus korporasi sering masih menimbulkan
problemsa. Dalam tindak pidana tertentu, khusus
tindak pidana ekonomi bukan mustahil denda yang
dijatuhkan asebagail hukuman kepada pengurus
dibandinghkan dengan keuntungan yang telah diterima
oleh korporasi dengan me lakukan perbuatan itu, atau
kerugian vang ditimbulkan dalam masyarakat, atau
vang diderita oleh saingan—saingannya, keuntungan
dan atau kerugian-kerugiam jtu adalah lebih besar
daripada denda yvang dijatuhkan sebagal pidana.
Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang
cukup bahwa korporasi tidak sekali iagi melakukan
perbuatan vyang telah dilarang oleh Undang-undang
itua.

Ternyata dipidananys pengurus saja tidak cukup
antuk mengadakan respresi terhadap delik-delik
dilakukan oleh ‘atau dengan snatu korporasi.
Karenanysa diperlukan pula untuk dimuonghkinkan
memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus
saja.ss)

Alassan pembentukxgpdang—undang vaitu Undang-
undang No. 7 Drt. 1955 tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonoml {TPE)

86) 1pid., hal. 71i.
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dapat dipidananya suatu korporasi sepertl vang
diungkapkan dalam penjelasan Pasal 15 TPE antarsa
lzin berbunvyi

Pasal 15 menetapkan bahwa hukuman ataun
tindaksn dapat dijatuhkan Jjuga terhadap badan-
badan hukamn, perseroan—-perseroan, per-
serikatanperserikatan dan yayasSan-yayasan.
Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangst
dibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana
ekonomi dilakukan oleh badan itu. Ilmu  hukum
pidana modern telah mengskui ajaran, bahwa
hukum dapat diucapkan terhadap suatu badan
hukum.37)

Menurut Oemar Seno Adji, kemungkinan adanya
pemidanzan terhadap persekutuan—persekutuan, di-
dasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan
utilitis, melainkan atas dasar~dasar vang teoritis
dapat dibenarkan_ss)

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas
naaka korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan
secara pidans. Contoh dari peraturan vang
memungkinkan korporasi dapat dipeftanggungjawabkan

secara pidana adalah Pasal 15 UU No. 7 Drt. 19465

87) Yy Ro.7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Peradilan“Tindak Pidana FRkonomi.

88) pgemar Seno Adji, (18845, Hokum (Acara) Fidana
dalam Prospeksi, Jakarts, Erlangga, hal. 180.
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tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi.

Pa=al 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. tahun 1955:89)

“Jika suatu tindak pidana cekonomi dilskukan
ocleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan,
suatu perserikatan orang atan sustuy yayasan, maka
tuntutan pidana dilakukan dan hukum pidana serta
tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap
nereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana
ekonomi itu atau yang bertindak sebagail penimpin
dalam perbuatan atau kelalaiasn itu, maupun terhadap
kedua—-duanya.

Avat (2) berbunyi.'

guatu tindak pidana ekonomi dilakukan Jugsa
oleh suatu badan hukum, suatu perseroan, sunatu
pergerikatan orang, atau suatu vayasan, Jika
t+indakan dilakukan oleh orang-orang bsik berdasar
hubungan kerjas manpun berdasar hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan badsan hukum, perseroan,
perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah
orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan
tindak pidans ekonomi itu atau pada méreka bersgggf

sams ada anasir-snasir tindak pidana tersebut.

89) yuy Ko.7 Drt. 1855 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Peradilan-Tindak Ekonoml. '
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Ayat (3} berbunyi

Jiks sustu tuntutan pidensz dilskukan terhadap
suaty badan hukum, persercsn, pervserikatan atau
yayasan itu pads waktu penuntotan diwakili oleh
seorang pengurus atau jika sda lebih dari seocrang
pengnrus oleh szlah seorang daril mereka. Hakimw dapat
memerintahkan supayva georang pengurus mnenghadap
sendiri di pengadilan dan dapat pulsa memerintahkan
supays pengurus itu dibawa ke muka hakim.

Berdasarkan rumusan Pasal 15 UU TPE  tersebut
di atas maka dapat disimpulkan bzahwa dalam hal TPE
itu dilakukan oleh korporasi maka pidananya dijatuh-
kan hkepsadsa : Korporasi, vang memberi perintah atan
penimpin perbuatan atau hkedua-duanya.

Deri ursisn di atss jelaslah bahwa korporasi
di era sekarang dapat dijadikan subyek tindsk pidans

dan'dapat dipertanggungjawsbkan (dijatuhi pidana).

Kebijakan Penanggulangan Penvalahgunaan Barkotika
dengan Hukum Pidana
Harkotiks dalam berbagai bentuk telah ads

selams  mznusis  hidup d4i bumi. Namun demikian dampak

pemakaian narkoba telsah menjadi persoslsn besar selamsa

50-30 tshun belakangan ini.So?

80) pnnie Bleeker. 1999, Pendidikan dan Konseling

Penvalahegunaan Narkoba, Sydney, Nats Base Kliknsrkoba Cowm.




Mepurut data URDCE (Uﬁited Nations Drug Control
Program) lebih dari 200 jutsa orang diseluruh dunia te-
lah menyalahgunakan Harkotika.gl}
7at-zat narkotika memiliki daya pecanduan yang biss me
nimbulkan =i pemakai bergantung hidupnys epada obat-

obst narkotiks itun. Hal tersebut bisa dihindarkan apa-

bila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat di-

pertanggungiawabkan secara medis dan farmakologis.gz)

Pemakaian narhotiha memerlukan penéawasan dan pe-
ngendalian. Pemskaian dilusr pengawasan dan pe-
ngendalian dinamakan penyslahgunaan narkotika vang

akibat sangat membazhayskan kehidupan manusis baik per-
orangan méupun masyarakat dan negara.

9ifat “menimbulkan ketagihan” telah mersngsang orang-
orang vyang tidak bertanggungiawab menjadikan sebagai
lahan snbur mencari keuntungan yang sehesar-besarnysa
dan mengedarksnnys secars luas baik secsras nasional

maupun transg nasional dengan jaringan vyang tergebar

91) pirektur Rescrse Pidans Markoba, 2002, FPedoman
Untuk Orasng Tua dan Tokoh Masyarakat Tentang Bahavsz
Karkoba, Jakarta, Data Base Kliknarkobs Com.

. 82) Sudjono Dirjosisworo, 1990, Hukum Narkotika
Tndenesia, Citra Adityva Bakti, Bandung, hal. 4.




80

dalam satu dan bahkan berbsgsal negara.

Upaya penanggulangan penyvalahgunaan narkotiksa
dilaknkan dengan Perbagal metode {cara) yang padsa
prinsipnys dapsatl dikelompokkan menjsdi dua bagian
yvaitu
i. Dengan menggunaksn sarana non penal.

2. Dengan menggunakan sarana penal.

1. Penanggulangsan penyalahgunaan narkotika dengan
saransa non penal
Menurut Sudionc Dirjosisworo penanggulangan
penyalasnggunaan nerkotiks deongsn sarana noi nenal
daspat dilakukan dengan dua metode
5. Hetode Moralistik
b Metode Abolisionistik.93?

a. Cars Moralistik dalam usahs menanggnlangil bahavsa

o

nearikotika adslah  Ccar mencegah  penyslishgunaan
narkotiks melalni usazha membina/memperkuat
mental dan wmoral, sgar menjadi kebal terhadap
“bujukan” narkotika, vang dapat dilskokan dengan
cars-eara

1)y Pembinsan kesadaran mental

2y Kesadaran nelsksanakan kKewallban agamanya

mesing-masing .

g . .. . o . .
933 Sudjono Dirjosisvworo, 1976, Kriminalistik dan
Timu Forensik, Tribisana Karya, Bandung, hal. 186.
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b)Y Kesadaran berbakti kepada orang tua. dan
selalu membicarakan kesulitan kepada orang
tua.

¢} Kesadaran menyelamathan dan tolong menolong
kawan dari sncaman narkotika.

d) Kesadaran aktivitas kemasyarakatan sepertitil
ikut aktif dslam gerakan pramuka, olsh
raga, gelanggdang remajs, dan lain-lain.

e) Remaja hsrus mampn menjadikan kehidupan
keluarganya menjadi harmonis, ayah, ibu dan
ansk-anak hidup dalam suasana yang intim
=aling gayang dan menjaga hegelamatan
kehidupan keluarganya.

2) Approach penerangal

Penyampsian penerangan dari remsja khepada

remaja baik secara individu msupun kelompok

mengenal

z) Bahayanya penvalahgunaan narkotika terhadap
kehidupan remaja untuk masa depannysa.

b) Bahays penyalahgunaan narkotika terhadsap
negara dan bangsa.

¢y Dan 1ai§:}ain yvang dapat menghindarkan diri
dari mengkdnsumsi narkotika.

Penerangan-penerangan Scmacam ini penting agar

yang belum/tidak tergolong oleh narkotika dan

menjaunhkan diri dari "bujukan pengedar
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narkotika™, sedangkan vang telah - menjadi
korban rela disembuhkan dan setelah sembuh
tidak terjerumus lagi, bahkan diharapkan agar
bekas korban narkotika dapat pula memberikan
penerangan agar teman-temannvsa tidak
terjerumus ikut mengkonsumsi narkotika.

b. Cara sbolisionistik dalam penanggulangan
penyalanggunaan narkotiksa dikalangan remaja
adalah cara menanggulangl bahaya narkotika dengan
usaha-usaha menghilanghkan atan memperkeecil sebab-
sebab penyalanggunasan narkotika. HMisalnya aktif
dalam kegiatan olah rags, pramaka, kegiatan
keagamaan, studil club, kursus-kursus, karang
taruna dan organisasi—organisasi lainnya. Dengan
kata lain metode ini dilakukan dengan pengisian
waktn 1uang supaya tidak sempat berfikir dan
diisi hal-hal negatif.

gelain metode moralistik dan abolisionistik di
atas upaya non penal dalam rangka penyalahgunaan
narkotiks dapat pula dilakukan dengan

_ Razis-raziaz lalu lintas, tempat-tenpat hibursan

- Memperketat pengawasan terhadap korporasi -yang

pergerak dibidang farmasi (kemungkinan penyalah-
gunaan) .
~ Hemperketat pengawaSan terhsadap petugas-petugas

medis dan lembaga ilmu, pedagang obat, raomah sakit
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dan lain-lain badan/lembaga yvang diberi kewenangan
mempergunakan narkotika dari kemungkinan menyalah-
gunakan.

- Memperketat pengawasan jalur-jalur rawan
penyelundupan narkotika.

-~ Pengawasan terhadap kemungkinan pembudidayaan
narkotiks seperti banyak di Aceh dan mungkin

juga di dzserah lain.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan
sarana penal.

Penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya
adalah ‘kejshatan sebagaimana kejahatan yang lain
perbedaan. - pohkoknya adalah lebih kepada akibat
yang texrjadi dari kejahatan jenis ini sdalah lebih
luas dan komplek, oleh karenanya . upaya
penaﬁggulangannya harus dilakukan baik dengan cara
preventif (pencegahan agar tidak terjadi penyalah-
gunasan) dan dengan cara kuratif (penyembuhan).

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika
dengan cara non penal (hukum pidana) adalah termasuk
dalam kelompok preventif, membuat efek pencegahsn ’
dengan adanysa sanksi.hukum pidana kuratif,. membuat
efek flora kepada pelangdar.

lUpaya penanggulangan penggunaan narkotika
dengan sarana hukum pidsna di Indonesia sudah lama

dilakukan bahkan.
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Semenizk sebelum kemerdekaan (waktu itu namanya
wasih Hindiz Relanda) ysitu dengan dikeluarkannvsa
gth . 1827 Ho. 278 Jo Bo. 536 tanggal 12 HWei 1827
vang lebih dikenal dengan Ordonansi obat bius
( Verdoovende Middelen Ordonantie).

Pertimbangan dikelusrkannya Ordonansi obat
bins (VMO) adalah dalam rangks mempersatukan dalam
saty undasng-undang hketentuan mengenai candu dan obat
bine lainnya vang saabt itu tersebar dalam berbagsil
peraturan demil tercapainya unifikasi hukum.

Jadi ‘ketentuan orvdonansl obat bius lebih merupakan
kepentingan penjaish saal itn dibanding sebagal
upaya penanggulangan penyalanggunaan narkotiks.

Ketentuan yang merupskan larangan dari
ordonansi obat bius diatur dalam Pasal 2 dan 3
yakni, dilarang :

%) Henanam Lanaman papaver dan Indischen Hennep

b} Mengimpor, wmemiliki, mengdussai, mempunyal, per-
sediasn, menyimpan, mwengangkuvt, menyvedishkan,
mengolah, memaksi. wengekspor tanaman yang men-
biuskan, papaver dan Indischen Heﬁnep dan dauﬁ

943

Coca.

943 VMO ( Verdoovende HMiddelen OrdonantieOrdonansi

obat bins), 5th. 1827 No. 278 Jo 536.




Kemudian Pasal 12 syat 1 melarang hagi setiap
orang memberikan obat bins, mengadskan atau memberi
wesempatsn menggunakan sumtu obat bius kepada orang
1sin veng tidak berhak mempunyai/memilikinya.

sanksi pidana ysng diberikan kepada pelanggar
Letentuan Ordonansi obat bius pada waktu itu relatif
ringan rata mulai dari dendz 100 Guliden hingga 1000
Gulden dsn hukuman badan yvang relatif ringan vakni
knrungan  mulai 3 bulan sampsi 1 tahun dan terberat
acdalal penjars.

V. M.0 (Odonansi Obst Biug) vang merupakan
produk  huakum pemnerintah kolonial Belanda tetap
berlakn pads sast Indonesisa endah merdeksz dengsan
bérdasar vepads ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan
UGBD 1945 yang pada intinya segala peraturan yang ada
pada saab Indonesié merdeka masih berlaku sebelum
diadakan vang baru. Dengan penyesuaian—penyesuaiaﬂ
retentuan ordonsnsi obat hius pun tetap berlshkun
sampai dengan tahun 1876, 249 tahun setelah Indonesis
pmevdeka.

Pada tahun 1976 dengan UU No. § tahun-—1878
YMO/Ordonasnsi  Obat Bius diecabut/diganti sehinggs
keteptuan vang mengstuy penanggulangan penyalah-

gunzsn narkotika pun ctomatis mengzlami perubahan.
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Pertimbangan digantinya VMO Stb. 1827 No. 278

Jo 536 adalah

l

Perkembangan lalu lintas dan sarana transportasi

Kemajuan di bidang teknologi pembuatan cobat

l

Belum diaturnya masalsh pemberian pelayanan

kesehatan untuk penyembuhan pecandu.

Diketemukannya Jenis narkotika baru/turunannysa
sehingga aturan VHO belum bisa mewadahi.gs)
Perbuatan vang dilarang oleh UU Nd. g tahun 18786
adalzh

1) Dilarang secara tanpsa hak menanam atau wmemell-
hara, mempunyai dalam persediaan, mnemiliki me-
nyimnpan atau menguasal tanaman Papaver, tanaman
Koka atau tanaman Ganja.

2) Dilarang secara tanpa hzk memproduksi, meng-
olah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik ataun
menyediakan narkotika.

3) Dilarang secars tanpa hak memiliki, menyimpan
untuk memiliki atau untuk persedissn atan me-
nguasai narkotika.

4y Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim
mengangkut atau mentransito narkotika.

5) Dilarang secars tanpa hak mengimpor, meng-—

ekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,

95) yy Narkotikas Ho. 9§ tahun 1876 bagiasn Penjelasan.
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menjual, membelil, wmenyerabkan, menerims menjadil
perantara dalam jual belil atan menukar
nnarkotika.

£) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika
terhadap orang lain atau memberikan narkobika

antuk digunaksn orang lain.

-
N’

Dilarang secara tanpa hak wenggunakan narkotiks
bagi dirinyvsa sendiri.gS)

Dars segfi berst ringannya sanksi hukuman, s
Mo, @ tahun 1978 relatif lebih berat agnksi pidana-
nya dibanding ketentuan VMO (Ordonansi obat bius).
Sanksi  nkumsn/pidana  dalzm UU Ho. 9 +tahun 1978
berups
- Dends mnlzi dari Rp. 1.000.000 - Rp. 50.006.000
- Hukuman kurungsn
- Pidana maiti.

Walmupun UU Narkotika No. 8 taburn 197¢
relatif sudah cukup berat dari segi ancaman pidansa
maksimamnys (sampai pidana matll tetapi ternyata
penyalahgunaasn narkotika belum bisz ditanggulangi
dengsn  tuntas bashkan ada kecenderungan semakin
meninghst.
etelah hampir 20 tahun diberlaskukan, UU Ho.

g 1976 dipsandang sudah kurang memadail lagl sebagsi

96) Uy Warkotika MNo. 9 tahun 1978, Ibid.
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SAEYaNns penanggulangan penyalahgunaan. narkotika

mengingat semakin meninghkatnysa kualitas dan

kuantitas kejahatan narkotika. Akbhirnya pada tahun

1997 dikeluarkannya Ul No. 22 tahun 1987.

Pertimbangan dikeluarkannya UU No. 22 tabun

1997 adalah

~ Dalam upayva peningkatan ‘pengawasan dan
pengendalian pengedaran narkotiks.

— Semakin meningkatnya kejshatan narkotika dari segil
kualitas (dalam arti dilakukan oleh sindikat
secara terorganisasi, tidak lagi berdiri sendiri,
modus operandi dan teknologi canggih), dan
kusntitas jumlah pelaku dan hkorban.

— Perlunysa memperberat ganksil

' — Perlunya perluasan cakupan kriteria pelanggar yang
hisa dijerat dengan U Harkotika.

getelsh lima tahun UU Harkotika No. 22 tabun

1997 berlakun ternyata kejahatan narkotika masih

tetap marak dan ada kecenderungan meninghkat. Hal ini

kemungkinan karena faktor-faktor sebagai berikut

Lemahnya penegakan hukum

1

Kursngnys sarana dan-mnrasarana

RKurangnysa penggunaan Sarana non penal T untuk

i

meneksn kejahatan ﬁarkotikaﬁ

1

Lemahnya undang-undang narkotiks itu sendiri.
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Dalam penelitian ini akan dipusatkan untuk
mengkaji kemungkinan kebelumberhasilan pensnggulang-
an kejahatan narkotika dari segil undang-undang
narkotika.

Barda HNawawi Arief berkalt dengan U No. 22
tahun 1997 memberikan catatan tentang beberapa
kelemahan dari Undang—undang narkotika tersebut

vakni

Tidak adanya pengaturan mengenai tindak pidana
vang berkait dengan “property” vang diperoleh dari
tindak pidana narkotika.

- Tidsk sdanva kualifikasi yuridis dari suatu tindak
pidana narkotika (pembedaan antara kejahatan dan
pelanggaran).

- Banyaknya pidana denda dimungkinkan adanya
keengganan terpidana untuk memnbayar karensa dari
segi kalkulasi tidak akan efektif (nungkin
terpidana lebih memilih kurungan pengganti denda).

- Adanya pidana minimal tidak digertai sistem
pemindanaan minimal.

- Ketentuan percobasan, pembantuan dan permafakatan
jshat yéng dirasakan janggal.

- Masalsah ketentuan pertanggungjawaﬁan pidana

korporasi yang diatur dalam Pasal 78 sampal dengan

Pasél 82 a&at 4 tidak =ada ketentuan mengenal kapan

atau dalam hal bagalamana korporasi dikatakan
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telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi
dapat dipertanggungjawabkan sedang yang ada hanya
siapa yang dipertanggungjawabkan. Hal 1ini Jelas

tidak bissa dioperasianalisasikan.97}

87) Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan
dan Kebijakan Penanggulangan Reiahatan, Citra

Aditva, Bandung, hal. 197 - 204.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eebijakan Pertanggungjawaban RKorporasi Dalam Tindak
Pidana Narkotika Di Indonesia

Kata "kebijakan® mengandung arti rangkaian konsep
dan asas yvang menjadi garis bessar dan dasar sustu ren-
caﬁa dalam pelaksanasn pekerjaan. Selain itu kata
"kebijakan" Jjuga bermakna kepemimpinan dan cara bertin-
dak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip ataon maksud
vang kesemunanya itu dipakai sebagai garis pedoman untuk
manajemen dalam usahsa mencapal sasaran. 88) Dengan kata
lain dapat dikemukakan bahwa “kebijakan" merupskan
garis haluan atau dasar pedoman untuk mencapal suatu
tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya katsa "pertanggungjawaban” vang ber-
asal dari kata "tanggung jawab” yang mendapat imbuhan
per-an mengandung arti perbuatan (hal) bertanggung-

jawab, memikul, menanggung segala sesuatu. 98)

Kata korporasi "dalam bahasa Beluandas " corporatie”

atau badan hukum adalah sekumpulanAmanusig vang menurut

hokum terikat mempunyal tujuan yang sama, atas berda-

88) PsB, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakar-—

ta, Dep. P & K, hal. 115.

99) {pid, hal. 889.
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sarkan sejarah menjadi bersatu, vang memperlihatkan

sebagai subyek hakum tersendiri dan oleh hukum diangdap

menjadi satu kesatuan. Perkumpulan buruh dan
dalam suatu bidang ussha ataun bidang pekerjaan
rn . 100D

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
hukum” diartikan sebagal

“Perkumpulan vang di dalam hukuomn diakui

subyvek hukuom seperti persexoan, yayasan,

dsp. " 10D

majiken

terten-

"badan

sebagal

lembagsa

Eata "kebijakan” dalam penelitian ini yang dimsak-

sud adalah kebijakan legislatif. Henurut Barda
Arief, kebij=akan legislatif adalah :

Suatu perencanaan atau procgram dari

Hawaswil

pembuat

undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan
dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagali-
mana melakukan atau nelsksanakan sesuatn  yang
telah direncanskan atau diprogramkan. Kebijakan
menetapkan pidana dalam pernndang—undangan, vang
dapat Jugsa digebut tahap kebijakan legislatif,

merupakan tahap vang paling strategis

dilihat

dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengope-
rasionalisasikan sanksi pidana. Pada tahap inilah

dirumuskan garis-garis kebijakan sistem
dan pemidanaan yang sekaligus merupakan

legalitas bagil tahap-tahap herikutnya,
tahap pidana dan tahap pelsaksanaan pidans

pidana

landasan

15%§tu

100) pockema Andrean, 1883, Kamus Istilah Hukum,

Jakarta, Bina Cipta, hal. 83.
101) gp. Cit. hal. 63

102> Baida NMawawi Arief, Loc. Cit.
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Jadi dengan demikian yang akan ditelitil dalam

“kaitannva dengan upaya penanggulangan narkotika adalah

lebih kepada produk-produk hukum yang telah dikeluarkan
oleh pembunat Undang-undang dan lebih khusus lagi hkepads
produk hukum untuk menangani korporasi yang me lakukan
tindak pidana narkotika.

Usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika
dapat dilakukan dengan berbagai cara yang pada dasarnya
dikelompokkan menjadi dua
- dengan menggunakan sarana undang-undang/hukum
- dengan cara non hukom
Dalam tulisan ini hanya akan dibahas cara penanggulang-
an penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana
undang-undang atau hukum.

Dalam sejarah hukum yang mengatur narkotika di
Indonesia terdapat tiga macam undang-undang yang meng-
atur mengenai narkotiks. Ketiga undang-undang dimaksud
adalah
a. Verdoovende Middelen Ordonnantie Stb. 1927 No. 278

jo HNo. 536 atau yang kita kenal dengan ordonansi
obat bius.

b. Undang-undang No. 8 Tahun 1876 tentang Narkotika.

" ¢. Undang-undang Ho. 22 Tahun 1997 tentang Narkotiksa.

Masing-masing undang-undang di atas berbeda dalam
pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang,

walaupun tidak berbeda secara keseluruhan (ads Jjugs
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persamasnnya . Perbedaan yang paling mencolok terutamsa
sntara Ordonansi obai bius dengan Undang-undang Yo. g
tshun 19768 dan Undsng-undang Ko. 29 Tahon 1887 ini
dapat dimaklumi karena istar belakang dan tujuan dari
dibuatnys undang-undang itu adalah berbeda. Ordonansi
obat bius dibusat pads wmasa peniajshan, kepentingan
penjajah lebih mewarnai. UU No. 8@ Tahun 1878 dan HU Ho.
29 Tahun 1987 lebih dimaksudkan untuok kesejahterasan
nasyarakat.

Perkembangan Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi
Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

a. Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Hiddelen Ordonnan-

tie) stb. 1827 No. 278 jo Ho. 536.

Verdoovende HMiddelen Ordonnantie =selanjuinya
dalam tuli=zan ini disinghkat dengan VMO dibuat oleh
pemerihtah jaishan Belanda (wakin itu) untuk wmem-
persatukan di dalam suatu undang-undang berbagail
ketentnan mengenai candu dan obst-obat bius lain
vang tersebar di berbagai undang-undang vang ter—
pigah stau di luar ketentuan vang mengatur perbuatan

mengisap candu di wilavah Hindia Belanda (sekarang

Indonesia). Selain itu Jjuga untﬁgﬂédanya unifikasi

hukum vang mengatur tentang narkotika.
Perbuatan-perbuatan vyang dilarang dalam VHO

diatur dalam Pasal 2 dan 3

- Pasal 2 VHO mengatur tentang lgrangan untuk peme-

liharazn atau penanaman Papaver dan Indische
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Hennep {salah satu Jjenis narkotika) kecuali untuk

tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 103)

- Pasal 3 VMO mengatur tentang larangan untuk meng-
impor, memiliki, menguasai, mempunyail persedliaan,
menyimpan, mengangkut, menvediakan, pengolahan
secara pabrik, pengolahan, penjualan, pemakaian,
mengekspor obat-obatan yang membiunskan, papaver
dan indische hennep termasuk mengimpor daun Coca
kecusli untuk tujuan pengobatan dan ilmu penge-
tahuan. 1045

Ketentuan-ketentuan mengensal sanksi pidans
" terhadap pelanggaran Ordonansi obat bius atau VMG
diatur dalam Pasal 25 untuk tindak pidana vyang
selesai dan Pasal 26 untuk tindak pidana yvang tidak
selesai (masih dalam tahap percobaan) dan pembantua-
an .
Ayat 7 Pasal 27 VMO mengatur
Jika suatu perbustan yang dapat dihukum dalam
Pasal 25 ini dilskukan oleh suatu badan hukum,
maka penuntutan ditujukan dan hukuman dijatuh-

kan kepada pengurus dan komisaris vang tinggsal

di- Indonesia dan bila orang-orangnya berha-

103) vyerdoovende Middelen Ordonnantie, Stb. 1927 jo.
536, Pazal 2.

104) 1pid, Pasal 3.
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langan, kepads perwakilan badan hukum tersebut
vang ada di Indonesia. Ketentuan ini juga ber-
isku dsalam segala hal, dimana suatn badan
hukum bertindak sebagai pengurus, komisaris,
atau pefwakilan dari_badan hukum lain. 185)
Dari ke 11 ayat Pasal 25 VMO tindak pidana
yvang mungkin dilakukan ocleh korporasi terdapat dalam
ayat 2a; ayat 3a; ayat 4 dan 3.
Ayat 2a Pasal 25 VHO memberikan ancaman pidansa
denda 1000 Gulden terhadap pelanggaran pemeliharaan
dan penansman papaver atau indische hennep, selain
itu terpidana juga dibebani biaya pemusnahan tanaman
tersebut.
Ayat 3a Pasal 25 VHO mengatur tentang impor,
ekspor, memiliki, mempunyai, menyimpan, atau dalam
persediaan, mengangkut, menggunskan, membuat, meng-
olah secara pabrik, pengolahan, menjual dan menye-
rashkan obat-obat bius, papaver dan indische hennep,
jugs impor dan ekspor daun Coca, bertentangan dengan
ketentuan undang-undang ini, yang diadakan dengan
1. Tidak melébihi dari 100 gram candu.kasar, olshan
atau medis. |

2 Obat-obat bius 1lain daripada yang digebut di
bawah 1 sampai jumlahnys tidsk melebihi dari 10
gram. |

3. Papaver, Indische henpep dan daun-daun Coca
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sampai jumlahnya tidak melebihi dari 10 kilo.ioﬁ)
Dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 3

bulan atau hukuman dends maksimal 100 Gulden.

Ayat 4a Pasal 25 VMO mengatur apabila Jjumlah
narkotika melebihi ketentuan dari ayat 3a, vakni
mengatnr hukuman kurungan dinalkkan menjadi 4 bulan
atau hukumén denda maksimal 100 Gulden dan dalam hal
ini kedus hukuman itu bisa juga dikomulasikan.

Ayvat 4b menéatur apabila terjadi Recidive

(pengulangan)
Jika wasktu melakukan perbuatan itu belum berlsku 2
tahun, sejak hukuman yang sndah-sudsah dari terdakwa
lantaran perbuatan yang sama meniadi kenyataan,
dapat dijatubkan hukuman maksimal. 3 tahun satau
hukuman denda maksimal f. 2000,- ataun hukuman 1ini
bersana. 1075

Pada ayat 5a ditegaskan tentang tindak pidana
sebagaimana disebut dalam ayat 4 sub a vang dilsku-
kan dengan sengaja ancaman hukuman kurungan dinaik-

kan menjadi 4 bulan dan denda maksimal 80.000 Gul-

den .

105) 1pid, Pasal 25 ayat 7.
106) Ipid, Pasal 25 ayat 3a.

107) 1pid, Pasal 5.
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Ayat 5b menaikkan ancaman pidsana
Jiks jumlah dengan mans pelanggaran tersebut dilsku-
kan, melebihi dari 30 kile candu kasar, olahan atau
medis, 3 kilo obat-obat bius lain atau 3.000 kilo
papaver, Indischen hennep, atau daun Coca, hukuman
denda dapat dinaikkan dengsan makein=l f£. 2.000,-
untuk tiap kilo candu kasar, oclahan atau medis, tiap
100 gram obat bius lain dan tiap 100 kilo papaver,
Indischen hennep 8atau daun coca, melebihi jumlah
tersebut 4di muks.

Demikian ketentuan tentang tindak pidana yang
"mungkin™ dapat dilakukan oleh korporasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 25 Verdoovende Middelen Ordonnan-—
tie atau vang kemudian dikenal dengan sebutan Ordo-
nansi obat bius.

Selanjutnya Pasal 28 (1) VMO mengatur tentang
tindak pidana yang wmasih dalam taraf ‘“percobaan”,
(tindak pidana yang niat dan permunlasn pelaksanaan-
nya telah ada tetapi tidak selesai bukan karena
kehendak pelaku). Ancasman hukuman untuk tindak
pidana ini adalah 2/3 dari hukuman pokok. |

Ayat 2 Pasal 26 VMO mengatur ten;;ﬁg pembantﬁ~
an sebelum tindask pidana dilakukan vakni memberi ke-
sempatan, alat-alat atau keterangan untuk melakukan
tindak pidana. Ancaman hukuman untuk pembantuan

adalah sama dengan ancaman percobaan tindak pidana
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yakqi 2/83 dari hukuman pokok. 1085

Kebijakan pertanggungjawaban korporasi vyang
diatur oleh VMO dapat dikemukakan hal-~hal sebagail
berikut
YMO tidak mengatur mengenal spa yang dimaksud atau
dikategorikan seﬁagai badan hukum. Jadi pengertian
badan hukum dalam hal ini dapat ditafsirkan dalam
dua kelompok
Kelompok 1 [Korporasi/Badan Hukum vang disebutkan
dalam VMO secara tersirat

-~ Pabrik obat

- Pedagang besar obat-obatan

- Apotik

Rumah sakit -

Diberikan kewenangan untuk mengimpor, memilikil,
menguasai, mempunyai dalam persedizan, menylwpan,
mengangkut, menyediskan, mengolah, menjual, meng-
ekspor narkotika untok kepentingan pengobatan dan
ilmu pengetahuan.

Tindak pidana yang wmungkin dilakukan oleh
badan hukum kelompok I ini adalaq pelanggaran—
pelangdaran |
- Menansm dan memelihafa papaver dan indische

hennep

108} 1pid, Pasal 26.
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—~ Mengimpor, mengekspor, memiliki, menguasal, mem-
pﬁnyai dalam persediaan, menyimpan, menganghkut,
nenyediakan, mengoiah, menjual obat-ocbstan yang
membiuskan, papaver dan indische hennep, daun
Coca bukan untuk tujuan pengobatan dan ilmu
pengetahuan.

_ Percobaan tindak pidana.

- Pembantuan.

Kelompok II korporasi/badan Hukum di luar vang di-

sebut oleh VHO atau badan hukum dalam arti lusas

yang:

- Menanam dan memelihara papaver dan indische
hennep

- Mengimpqr, mengekspor, menguasai, memiliki, mem-

punyai dalam persediaan, menyimpan, mengangkut,

menyediakan, mengolah, menjual obat-obatan yang
membiuskan, papaver dan indische hennep, daun
Cocsa.

- Percobaan tindak pidana
- Pembantuan.

Selanjutnya daril ketentnan ayat 7 Passl 25 VMO
spabila dikaitkan derngan 3 model perianggungjawaban
korpﬁrasi, maks termasuk model yang kedus, yvaitu
korporasi sebagail pembuat tindak pidansa korporasi
tidak d}pertanggungjawabkan secara pildana melainkan

pengurus vyang dianggap bertanggungiawsb. Dalam hal
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ini VMO memsndang korporasi tidak dapat dipertang-
sungiawabkasn terhadsp tindsk pidana vang terjadi
dengan susatu pemikiran bahwa penguruslah yang secarsa
de facto melakukan perbuatan. 1085

VMO tidsk memberikan perbedman terhadap tindak
pidana vyang dilakukan ogleh korporasi maupun per-
orangan baik dalawm hal jumlah/lamanya pidana maupun
jenis pidana. Hal ini dapat dimengerti karena secara

riil VHO belum mengskui bshwa korporasi bisa diper-

tanggungjawabkan secara pidana.

Undang-undang No. 9 Tahun 18786 tentang Narkotiksa

Undang-undang obat bius ( Verdoovende Middelen
Ordonnantie) Stb. 1927 lWo. 278 jo 538 yang berlaku
hampir ewmpat puluh tshun askhirnvs dicabut dengan
berlakunyva Undang-undang Ho. 9@ Tahun 1878 tentang
Narkotika

Pertimbangan lahirnya UU No. 8 Tahun 1976
sebagal pengganti dari VMO 1927 NHo. 278 jo 536 wmenu-
rut Soedjonc Dirdjosisworo adalsah

a. Sejak tahun 1970-an mulsi dirasakaq_adanya masa—

—_—

iah penyalahgunaan narkotiks vang dinilai sebagal -

bzhaya atau ancaman yang tidak saja terhadap pri-

badi-pribadi wargs masyarakat, melsinkan telah

108) Muladi dzn Dwidja Priyatno, Loe. Cit, hal. B7.

e e __;_.....‘..;-‘
E}; ;}"595’4“}1:‘;\ 5.: }??i
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mengancan keselamatan bandsa dan negara. Pada
saat itu ditemukan korbaﬁ—korban penyalahgunaan
narkotika - remaja yang masih duduk di sekolah
lanjutan pertama dan lanjutan atas. Kenyatsan ini
menyebabkan pemerintah melalui Intruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 1871 dan badan pelaksananya NMenewm-
patkan MNarkotika sebagai masalah nasional vang
upaya penanggulangannysa harus digarap secara
serius. Kemudian terbukti pula adanya penanamai,
pembuatan, penyimpanan, dan pengedaran yvang
menyimpang dari ketentuan pengawasan narkotika,
sehingga memerlukan kewaspadaan yang tinggil.
Kondisi perundang-undangan Narkotika sebelum UU
Ho. 971976 yaitu Undang-undang Obat Bius stan VMO
stb. 1827 No. 278 jo No. 536 tanggal 12 Hei 1927
tidak memadai lagi untuk dspat menanggulangil
bahaya penyalahgunaan narkotika. Undang-undang
yang berlaku sebelum Undang-undang No. a/1978
tersebut yvang mulai berlskun sejak 1 Januari 1928
memang telah berjasa pada zamsnnya yaitu bahwa
Undang-undang Obat Bius ini telaﬁ menérik berla-
kunysa berbagai undang-undang yéng terdahulu
sebanysk 44 peraturan perundang-undangan vang
berhubungan dengan obat bius. Namun diukur dari
kenyataan tahun 1970-sn telah banyak kekurangan.

Beberapa kelemahan dan kekurangsasn Undang—undang
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Obat Bius dalam penanggulangan narkotika antara

lain adalsah

1) Karena kemajuan teknologi, juga dalam indusgtri

Z)

33

4)

obat-obatan yang mengandung zat-zat narkotika
maks Jenis-jenis baik yang dipergunakan maupun
vang disslahgunakan telah berubah jzuh antarsa
yvang diatur Undang-undang obat bius dengsan
kenyataan yang dihadapi sejak tahun 1870-an,
sehingga undang-undang obat bius tidak mampu
menangani bentuk-bentuk penyimpangan vang
terjadi.

Wilayah pemerintah Hindia Belands serta sistem
dan struktur pemerintahan telah berubah se-
hingga apa vang ditentuokan pada saat kekussaan
Hindia Belanda sudah tidak sesuai dengan
keadaan psada waktu itu. Aparatur pemerintsh
seperti departemen, direktorst dan sebagainya-
pun tidak bisa mewadahi dengan keadsan saat
itu.

Pengaturan mengenal impor dan ekspor zat vyang
mengandung narkotika dihubungkan dengan tujuan
dan volume keperluan narkotika sudah tidak
gesual lagi.

Hukum Acara Pidana yang wuengatur perkara
pidansa telash tidak sesusi apalagi setelah di-

keluarkannya EUBAP pada tahun 1981.
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5) Sanksi dan peiaksanaan ﬁidana tidak =seimbang
dengan perbuatan‘penyalahgunaan narkotika.

6) Tidak ada pengaturan yvang tegas mengenal pen-
buat, penyimpan, pengedar, dan pemakal -yang
ményalahgunakan.

c. Faktor-faktor peﬁgaruh dan reaksi 1ingkungﬁn
masyvarakat yvang mendesak untuk menghadirkan
undang-undang baru tentang narkotiksa. 110)

Perbuatan.yang dilarang oleh Undang—-undang

No. § Tahun 1978 meliputi dusa hal

_ Bersifat umum : berlakn bagi semusa orang, ter-
dapat dalam Pasal 23.

- Bersifat khusus : hanya bagi dokter, terdapatl
dalam Pasal Z4. |

Adapun larangan yang berlsku umum adalah:

1) Dilsrang secara tanpa hak mensanam satag memne-
lihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki,
menyimpan atan menguasal tanaman Fapaver,
tanamen Koks stau tanaman Ganja;

2 Dilarang sSecara tanpa hak memproduksi, meng-
olah, mengekstraksi, mengkonversi, mefacik.
atau menyedisksan narkotika; h

3) Dilarang secara tanpsa hak memiliki, menyimpan

118} gpedjono Dirdjosisworo, 1980, Hukum Narkotika
Tndonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 117-118.
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antuk memiliki atsu untuk persedisan ataun
menguasai narkotika;

4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengdirim,
mengangkut ataun mentransito narkotiks;

5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengeks-
por, menawarkan untuk dijual, menyglurkan,
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, men-
jadi perantara dalam jual beli ataun menukar
narkotika;

6) Dilarsng secara tanpsa hak menggunskan narkoti-
ka terhadap orang lain atau memberikan narko-
tika untnk digunakan orang lain;

7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narko-
tika bagi dirinya sendiri. 1117

Larangan vang bersifat khusus adalah, peng-
gunaan dan pemberian narkétika oleh dokter Lkecu-
213 untuk pengobatan.

Perbuatan vang dilarang baik dalam Pasal 23
maupun Pasal 24 tersebut dalam alinea di atas
apabila dilakukan atan dilanggar merupakan tindak
pidansa.

Dari perbuatan-perbuatan yagg dilarasng di

stas maka yang memunghkinkan untuk dilakukan oleh

111) Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang Narko-
tika, Sekretariat Negara, Jakarta, Pasal 23.
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korporasi hanyalah sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 23 sedang apa vang diatur dalsm Pasal 24
sifatnya hanya khusus bagi dokter.

Mengenai siapa yvang dapat dipertanggungja-
wabkan apabila korporasi melanggar larangan atau
melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 23, maka ketentuannya adsalah

Jika sustu tindak pidana mengenai narkotika
dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum,
suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang
lainnya atau suatu yvayasan, maka tuntutan pidana
dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata
tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun
terhadsp mereka yvang memberi perintah melakukan
tindak pidana narkotika itu atau yang bertindak
sebagai pemimpin atau penanggung jawsb dalam pem-—
buatan atau kelalaian itun; atsupun terhadap
kedua-duanys. 112)

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana

narkotiks diatur dalam bab VIII mulai Pasal 36 -

——

53, dengan perincian
- sanksi pidana terhadsp pelanggaran Pasal 23

distur dalam Pasal 386.

112} 1bid, Pasal 49.
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- sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika
(Pagal 23) vang tidak selesai diatur dalan
Pasal 37. |

- sanksi pengulangan tindak pidans diatur dalam
Pasal 39.

- isin-lain (tidak disebutksn semnanya karena
tidak ads hubungan dengan penelitian ini).

Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 23
ayat 1-7 diatur dalam Pasal 36 dengan ketentuan
sebagai berikut

1) Barang siaps melanggar Pasal 23 ayvat (1)

a. Dipidansa dengan pidana penjara selama-lama-
nya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-
tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) apabila perbuatan tersebut menyang-
kut tanaman Koka atau tanaman Ganda.

b. Dipidana dengan pidana penjars selama-lama-
nya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-
tingginya Rp 15.000.000,- (lima belas Juta
rupiah) apabila perbuatan tersebut menyang-
kut tanaman Papaver.

2} Barang sispa melanggasr Pasal 23 ayat (2)

a. Dipidana dengan pidana penjaras selama-lama-
nya 12 (dua belas) tahun dan dends seting-

. gi~-tingginya Rp 20.000.000,~ (dua puluh

juta rupiah) sapabila perbusatan tersebut
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menyanghkut dsun Koka atau tanaman Ganjsa.

Dipidana dengan pidansa penjars selama-—lana-
nyé 20 (dua puluh) tahun dan denda seting-
gi-tingginya Rp 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah’ apabila perbuatan tersebut

menyanghkut narkotiks lainnysa.

3) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (3)

a.

Dipidans dengan pidana penjara selama—lama-
nya 8 (enam) tahun dan denda setinggi-ting-
ginya Rp 10.000.000,- (=epuluh juta rupiah)
apabila perbuatan tersebut menyangkut daun
Koka atau tanaman Ganja.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lama—
nya 10 (sepuluh) tahun dan denda .setinggi—
tingginya Rp 15.000.000,- (lima belas Jjutsa
rupiah) apsabils perbuatan tersebut menyang-—

kut narkotika lainnya.

4% Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (4)

.-

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua
puluh) tahun dan deﬁda éetinggi—tingginya
Rp 30.000.000,- (tiga puluh Jjuta rupiah)
apabila perbuatan tersebut menyangkut daun
Koka atan tanaman Ganja.

Dipidana dengan pidana mati atau pidana

seumur hidup atau pidans penjara selama-
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1amanya 20 (dua puluh) tahun dan denda
setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (1lima
puluh Juta rupiah) apabila perbuatan ter-

sebut menyangkut narkotika lazinnvsa.

) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (D)

a.

Dipidana dengan pidans penjara seumul hidup
atau pidana penjara selamna-lamanya 20 {dusa
puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya
Re 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah)
apabila perbuatan ter=ebut menyangkut daun
Koka stau tanaman Ganja.

Dipidana dengan pidanz mati atau pidana
seumur hidup atau pidana penjara selams-—
lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda
setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima
puluh Juta rupiah) apabila perbuatan ter-

sebut menyanghkut narkotika lainnya.

8) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (8)

a.

Dipidana dengan pidsns penjara selama—lama~

nyas 8 (enam) rahun dan denda setinggi-ting-

ginya Rp 10.008.000, - (sepulph juta rupiah)

zpabila perbuatan tersebut menyangkut daun
Koka atan tanaman Ganja.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lama-
nys 10 {Sepuluh) tahun dan denda setinggi-

tingginya Rp 15.0006.000,- (lima belas Jjuta
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rupiah) apabila perbuatsn tersebut wmenyang-
kut narkotika lsinnya.
7) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (7)

a. Dipidana dengan pidana penjara selams-lama-
nya 2 {(dua) tahun apabila perbunatan terse-
but menyanghkut dawon Koka atau tanaman
Ganja.

b. Dipidana dengan pidana penjara selama-lama-

nya 43 (tlga) tahun apabila perbustan terse=

but menyangkut narkotika lainnvsa. 1135

Ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 36 di atas adalah bagi tindak pidana
narkotika vang selesai, sedang yang masih dalam
taraf percobaan diatur dalam Passl 37, dengan
ketentuan bahwa ancaman pidana bagi percobaah
tindak pidana narkotika sebagsimana diatur dalam
Pasal 23 ayat 1-7 sams dengan tindak pidana nar-
kotika yang selesai.

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal
36 ayat (1) sampai dengan 7 dapat ditambah dengan
sepertiga, Jiks terpidansa ketika ﬁelakukan keja-
hatan belum lewat . dua tahun séjak menjalani
pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Pasal

38 UU No. 8 Tahun 18%8.

1133 Ipid, Pasal 38.
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Dari uraian di atas terlihat bahwa Undang-
undang No. 8 Tahun 1976 tidak memberikan definisi
ataupun kualifikasi mengensal apa Vvang dimaksud
dengan badan hukum atau korporasi sebagaimans
halnya dengan Ordonansi Obat Bius ( Verdoovende
Middelen Ordonnantie}.

Pengertian korporasi dapat ditafsirksn
sebagal berikut
Kelompok I, korporasi vang disebutkan dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1876 yang berhak =secara
hukum

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan
ilmn pengetahuan kepada lembaga ilmu pengeta-
mian dan atau lembaga tempat pendidikan dapst
diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk mem-—
beli, menanam, menylmpan untuk memiliki atau
persediaan, ataupun menguasai tanaman Fa-
paver, Koka dan Ganja.

(2) Lembaga yang menanam Papaver, Koka dan Ganjsa
waiib membuat 1aboran.tentang luas tanaman,
hasil tanaman dan sebagainy% vang diatur
dengan Persaturan Pemeriﬂtah.

Pasal 5
(1) =. Menteri Kesehatan memberikan izin kepads

apotek untuk membeli, meracik, menyedia-




(2) =.
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kan, memiliki atau menyimpan untuk perse-
diaan, menguasai, menjual, menyalurkan,
menyerahkan, mengirimkan dan membawas atau
mengangkut narkotika untuk kepentingan
pengobatan;

Kenteri Kesehatan memberikan izin kepada
dokter untuk membeli, menvediakan, memi-
1iki atau menyimpan untuk persedisaan,
menguasai, menyvalurkan, menyerahkan gtau
mengirimkan, membawa atan mengangkut, dan
menggunakan narkotika untuk kepentingan
pengobatan.

Menteri Kesehatan memberikan izin khusus
kepada pabrik farmasi tertentu untuk - memn-
beli, menyediakan, memiliki atau menyimpan
untuk persedilasan, menguasai, memproduksi,
mengolah, wmeracik, menjual, menyslurkan,
menyerahkan, mengdirim dan membawa atau
menganghkut narkotika untuk kepentingan
pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.
Menteri Kesehatan memberikan izin khusus
kepada pedagang besar farmasi tertentu
uantuk membeli, menyediskan, memiliki =atsu
menyimpan untuk persediaan, mengnasai,
menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengi-

rim dan membawa atau mengangkut narkotiksa
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untuk kepentingan pengobatan atan tujuan
ilmn pengetahuan.

¢. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus
kepada rumah sskit untuk membelil, menyedi-
akan, memiliki atau menyimpan untuk per-
sediaan, menguasai, menyerahkan, mengirim-
kan, membawa atau mengangkut dan menggu-
nakan narkotika untuk kepentindan pengo-
batan.

d. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus
kepads lembaga ilmu pengetahuan dan lem-—
baga pendidikan untuk membe}i dari peds-
gané besar farmasi, menyediakan, memiliki
atsu menvimpan untuk persediaan, mengussail
dan menggunakan narkotika un£uk tujuan

ilmu pengetahuan. 1145

Dari Pasal 4 dan 5 di atas dapat disimpulkan

bahwas korporasi ysang berhak =secara hukum adalah

Lembaga Ilmu Pengetahuan atay Pendidikan
Apotik

Pabrik farmasi

Pedagang besar farmasi

Rumah sakit.

setelah mendapat izin dari Henteri Kesehatan.

114) {pid, Pasal 4 dan 5.
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Keloﬁpok ‘1T korporasi ataun badan huokom amum
(tidak hanya yang disebutkan dalam kelompok I
vang tidak mendapatkan/mempunyai ijin dari MHente-
+i Kesehatan dan melakukan perbuatan sebagaimnana
dilarang dalam Pasal 23 aysat 1-8 Undsasng-undang
No. 8@ Tahun 1976.

Eetentuan Pasal 49 Undang-undang ¥No. g
Tahun 1976 apabila dikaitkan dendan tiga model
pertanggungjawaban korporasi dapat dikelompokkan
dalam gabungan antara model ke dua dan ke tida
vaitu
- model ke dua, korporssi sebagal pembuat dan

pengurus yang bertanggungiawab.
- model ke tiga, korporasi sebagai pembuat dan
penanggungjawab. 1135

Pengggunaan dua model pertanggungjawaban korpora-
si yang melakukan tindak pidana narkotika terse-
but di atas menunjukkan bahwa dendan dipidananya
pengurus korporasi saja tidaklah cukup dibanding-
kan dengan kerugian yang diakibatkan ataupun ke-
untungan vang diperocleh korporasi: Dengan katé
1gin hanya dengan memidana pengurus belum merupa-

kan prevensi special kepada korporasi untuk tidak

115) gpladi dan Dwidja Priyatno, Loc.Cit., hal. 67
dan 838.
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mengulangi perbuatannva.

Eetentuzn pertanggungjawaban pidana bagi
korporasi dalam Undang-undang No. 8 tahun 1876
mengandung kelemahan-kelemahan
- Tidak adanyas penjelasan dalam UU Ho. 9 tahun

1976 mengenal aps yang dimakesud dengan kKorpo-
rasi/badan hukum. Padahazl KUHP sebagai Undang-
undang payung tidak mengensal pertanggungjawab-
an korporasi.

- Tidak =adanys jenis sanksi pidana serta Jenis
+indaksn tata tertib yang bisa dijatuhkan ter-
hadap korporasli yang melakukan tindak pildana
parena UU Ho. 9 tahun 1976 tidak mengaturnya.

- Tidak adanvs pemberatan hukanman bagi  tindak
pidana narkotiks vang dilakukan oleh korporasi
mengindikasikan bahwa Ul Wo. § tzhun 1878 me-
mandang kualitas kejahatan narkotika yang di-
lakukan oleh korporasi dianggap sama dengan
pelaku perorangarn.

Dari berbagai kelemahan di atas jelas bahwa
ketentuan pasal vang tidak bisa diqperasionalisa—

sikan.

c. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Setelah berlaku sekitar 21 tshon Undang-undang

No. 9 +tshun 1876 diganti dengan UU No. 22 tahun
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1997. Banyvak perubahan dilakukan dengan maksud agar
undang-undang narkotika yang baru lebih dapat meme-
nuhi kebutuhan hukum di bidang narkotika. 1185

$alah satu perubahan yang dilakukan adalgh ke-
tentuan tentang perbuatan yang dilarang dan ketentu-
an tentang pemidanaan yang dijadikan =atu dalam UU

No. 22 tahun 1887.

Berkait dengsn ketentuan yang mengatur korpo-

rasi yang melakukan tindak pidana dalam UU HNo. 22

tzhun 1997 diatur sebagal berikut |

- Xetentuan pidana pokok bagi korporsasi yang mela-
kokan tindak pidana selesal diatur daliam Pasal 78
avat 1 dan ayat 4, Pasal 78 avat 1 dan ayat 4,
Pasal 80 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 81 ayat 1 dan
ayat 4, Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4.

- Ketentusn pidana pokok bagi korporasi yang mels-
kukan tindak pidana yang belum selesai (percoba-
an) diatur dslsm Pasal 83. |

- Eetentuan mengenai pidana tambahan bagi korporasi
yvang melakukan tindak pidana narkotika, diatur
dalam Pasal 81. 1173

Pagal 78 ayat 1 UU No. 22 tahun 1997 menentu-

tika,

116) ypdsng-undang No. 22 tahun 1887 tentang Narko-
Sekretariat Hegars, Jakarta, Pasal 78.

117) {pid, Pasal 79.
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kan barang siaps tanpa hak dan melawan hukum

a) menanam, memellhara, mempunyai dalam persediaan,
memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika
golongan I dalam bentuk tanaman;
atan

b) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk
persediaan, atau menguasai narkotika golongan I
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara
paling lawma 10 (=zepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus Jjuta rupiah).

Kemﬁdian ayat 4 mengatur tentang apabila

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di-

lakukan oleh korporasi maka ancaman hukumannya

adalah pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah).

Pasal 79 ayat 1, barang siapa tanpa hak dan

melawan hukum

5. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau uantuk
persedizan, atau menguasai narkotika golongan II,
dipidana dengan pidana penjars paling 1lama 7
(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 250.090.
000,- (dua ratus lima puluh juta rupiahl}.

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki - ataun untuk
persedisan, stan menguasai narkotika golongan
111, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.0600.
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000,4 (seratus juta rupiah).

Ayat 4 Pasal 79, apabila tindak pidana seba-

gaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh korpo-

vraai maka ancaman hukumannya adalah

pidana denda makéimal Rp 3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah? untuk tindak pidana sebagaimana
diatur dalam ayatll huruf a.
pidana dends maksimal Rp. 1.000.000.000,- {=atu
milyar .rupiah) antuk tindsk pidana sebagaimana
diatur dalam ayat 1 huruf b.

Pssal 80 ayat 1, barang siapa tanpsa hak dan

melawan hukuom

.

memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonver-
ai, merakit atau menyediakan narkotika golongan
1, dipidana dengan pildansa mati atau pidana seumur
hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun
dasn denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-
memprpduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau
menyediakan narkotika golongan IT, dipidana
dengasn pidana penjara paling lama 15 tahun dan
denda paling bsnysk Rp SG0.00U.DOGh—

memproduksi, mengolah, mengkonversi, m;;ékit atan
menyediakan narkotika golongan 11T, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (ﬁujuh) tahun
dan .denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua

patus juta rupiah).
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Avat 4 mengatur tentang apabila tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam

a.

ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipi-
dana dends paling banyak Rp 7.000.000.000,00
(tujuh milyar rupiéh);

ayat (1) huruf b dilskukan oleh korporasi, dipi-
dana denda paling banysk Rp 4 .000.00C.000,00
(empat milyar rupish);

ayat (1) huruf ¢ dilskuksn oleh korporasi, dipi-
dana denda paling banysk Rp 3.000.000.000.,00
(tiga milyar rupiah). 118)

Pasal 81 mengatur tentang barang siapas tanpa

hak dan melawan hukum

g .

membawa mengirim, mengangkut, ataun mentransito
narkotika golongan I, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp 750 .000.000,00 (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah);

membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito
narkotika golongan 1I, dipidana dengan pidansa

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

-paling banyak Rp 500.000.000,00 (1ima'ratqs Juts

rupiah);

membawa mengirim, menganghkut, atsau mentransito

118) 1pid, Pasal 80.
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narkotika Golongan I11, dipidana dengan pidans
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus Jutsa
rapiah’.

Aﬁat 4, apsbila tindak pidana sebagaimana di-

mnaksud dalam

a. ayat (1) maruf a dilakukan oleh korporasi, dipi-

dana dends paling banyak Rp §.000.0060.000,00

'(1ima milyar rupishl;

b. ayat (1) huruf b dilaskukan oleh korporasi, dipi-
dana denda paling panyak Rp 3.000.000.000,00
(tigs milyar rupiah};

¢. ayat (1) huruf c dilakokan oleh korporasi, dipi-
dana denda paling banyak Rp 2 .(000.000.000,00 (dusa
nilyar rupiah). 119)

Pasal 82, barang siaps tanpa hak dan melawan
hukum

a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijusl,

menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,
menerima, menjadi perantara dslam jual beli =atan
menukar narkotika Golongan I, dipidansa dengan
pidana mati atau pidana seumpur hidgp,'afgﬁ pidana

penjara paling lama 20 (duaz puluh} tahun dan

dendz paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satn

119) 1pid, Pasal 81.
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milyar rupiah);

b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untnk dijoal,
menyvalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, mene-
rima, menjadi perantara dalam Jjual beli staw
menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan
pidana penjara paling lamaza 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banvak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah);

¢. mengimpor, mengekspor, menawerkan untuk dijual,
menyalurkan, menjual, membeli, menyverahkan,
menerima, menjadi perantara'dalam jual beli atau
menukar narkotika Golongan IXT, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
dends paling banyvak Rp 300.000.000,00 (tigs ratus
juta rupiah).

Ayaf 4, spabila tindak pidana sebagaimana di-
maksud dalam

a. ayvat (1) huruf s dilakukan oleh korpdrasi, dipi-
dana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00
(tujuh milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilskukan oleh korporasi, dipi-
dana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000;00
(empat'milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c dilakunksn qleh korporasi, dipi-

ana denda paling banysak Rp 3.000.000.000,00 (tiga
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milyar rupiah). 1205
Ketentuan pidanz pokok bagi korporasi yang me-
iakukan tindak pidana yang belum selesail atau dalam
taraf percobaan diatur dalam Pasal 83. Percobzaan

atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak

pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78,

79, 80, 81 dan Pasal 82, diancam dengan pidana vang
sama dengasn ketentunan sebagalmana diatur dalam
pasal-pasal tersebut. 121)

Penjatuhan pidana terhadap segsala tindak
pi@ana narkotika dalam undang-undang ini kecuali di-
datuhi pidéna kurungan atau pidana denda tidak lebih
dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat
pula dipidana dengan pidana tambahan berups pencs-
- butan hak sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Subyek hukum tindak pidana narkotika vang
béfﬁpa pimpinan korporasi

Pasai a9
Dipidana dengan pidana penjars paling lama i0

(sepulnh) tahun dan denda paling banyag Rp. 200.000.

——

(00,00 (dua ratus Jjuta rupiah}, bagil

5. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan

120) fnid, Pasal 82.

-121) 1pid, Pasal 83.
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sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerin-
tah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkoti-
ka Golongan II dan III bukan unituk kepentingan
pelayanan kesehatan;

5. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam,
membeli, menvimpan atau menguasali tansman mnarko-
tika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan;

c. pimpinan pabrik obat tertentu vang memproduksi
narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan
pengembangan 1lmu pengetahuan;

d. pimpinan pedagang besar farmaéi vang mengedarkan
narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan
narkotika Golongan I1II dan III bukan untuk pela-
yvanan kesehatan dan/ataun bukan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan. 1225

Dari rumusan di atas maka dalam hal terdapat
tindak pidana yang melibatkan atau dilakukan korpo-
rasi maka ada dua kelompok yang dapat dimintal per-
tanggungiawaban

1. Pimpinan korporasi berdasar Pasal 99 UU Wo. 22
Tahun 1887;

2. Korporasi berdasar Passal 78 - 82 ayat 4 dan Pasal

122) 1pid, Pasal 99.




83 untuk tindak pidana yang belum selesail (masih

dalam taraf percobazn ataun pemufakatan jahat).

2  Kelemahan kebijakan pertanggungjawaban korporasi berda—

sar UU No. 2Z Tahun 1897.

Sebagaimana diuraikan di atss dalam hal. terjadi

tindak pidana narkotika oleh korporasi maka ada dua

pihak yvang dapat dipertanggungjawabkan

1.
2.

@ .

Pimpinan korporasi (Pasal 88}

Korporasl yang bersangkutan (Pasal 78 - Pasal 83)

Eelemahan Kebijakan Pertanggungjawaban RKorporasi

berdasar Pasal 88

Dalam hal teriadi tindak pidansa narkotika yang meli-

hatkan korporasi maka pimpinan korporasi yang ber-

tanggungjawab. Kalau dicermati redsksi Pasal 88 Ui

Mo. @ Tahun 1987 maks akan menimbulkan dus macan

kemunghinan/menimbulhkan dualiswme pemahszman

1) Yang dimshksud oleh redaksi Pasal 88 adalah per-
tanggungjswaban pimpiran korporasi vang melakukan
tindak pidana secara materiil dan pribadi, sesuai
dengan bunyi Pasal g9
Dipidana dengan pidana penjara pgling lama 10
tahun dan dends paling banyak Rp 200.000.000, 00
(dua ratus juta rupiah) bagi

Pimpinan ....... vang wengedarkan ....... ..

bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Dst.
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Dari redaksi di atzs rercermin pengertian
bahws seolah-olah perbuatan pribadi dari pimpinan
korporasi.

Pertanvasn yvang kemudizan muncul sdalah bahwa

- perbuatan pimpinan horporasl secara pribadi
seharusnys sudah terkafer dalaw rumasan Passal
T8 - 82

- =eandainya Pasal 89 dimakesud sebagai subyehk
mikum  vang bersifat khosus maka semestinys
aanksi harus lebih berst dibanding dengan

aanksi begl pelakn vang Lidask memiliki huali-

3,

fikasi pemberat pidana. Lihat azbortus yan

iz

=

dilskukan oleh perorangan dengan dilakukan
oleh petugsas medis ancawsn makuman lebih berst
+ 1/3 (Pasal 348 - 34%).

2} Pasal 88 lebih tepat sebagail bentuﬁ pertsnggungd-
jawaban pilmpinan korporssi apabils terjadi tindak
pidana dari korporassi yvang dipimpinnya.

Apabila disepskati asumsi yang ke dua bahwa

rumusan  Pasal 98 adslsh bzgian dari pertanggungia-

waban korporasi maka ditenukan kejanggalan!kelemahan'

gzebagai berikut

1) Kelemahsn dalam sanksi yang disncam Vang relatif
iebih ringan dibanding dengan tindak pidana per-
orangan.

2y Tidak adsnys ketentuan untuk percobaan tindak
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pidana/pemufakatan Jjahat karena ketentunan Pas=al
83 jelas hanya menunjuk percobaan dan pemufakatan
jahat untuk Pasal 78 - 82 berarti tidak berlaku
untuk Pagal 99.

35> kalau korporasi tidak terbukti melakukan tindak
pidana narkotika maka pimpinan korporasi pun
tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

4) Merupakan suatuo ketidakadilan apabila perbuatan
itun merupaksn perbustan bawahannya yang mengatas
namsakan korporasi sedang pimpinan tidak bersalah
(mendelegasikan urusan dan fanggung jawab).

5) Bertentangan dengan &asas pertanggungjawaban  ber-
dasarkan kessalahan.

Pasal 8 ayat 2 UU Ho. 14 Tahun 1870 menyatakan
bahwa

“Tidak seorang jua pun dapat dijatuhi pidana

kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang

sah menurut undang-undang mendspat keyakinan,

bahwa seseorang yvang dianggap dapat bertang-

gungijawab telsh bersalah atas perbuatan vyang

dituduhkan atas dirinya." 123

Eetentusn di stas mengandung pemahaman ﬁersya—

ratan untuk menjatuhkan pidana diperlukan

123) yy No. 14 Tahun 1870 tentang Pokok-pokok Keku-
aszan Kehskiman, Sekretariat Hedara, Jakarts, Pasal B.
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orang vang dianggap bertanggungjiawab
adanya kesalahan

alat bukti yang sah

keyakinan hakim.

Pidana bhanya dapat dijatuhkan kepada orang

vang dianggap dapat bertanggungjawab mengandung dua

pemahaman

korporasi tidak dapat dijatuhi pidana karena kor-
porasi bukanlah orang

hanya orang yang dianggap_dapat bertanggungjawab
yvang dijatuhkan pidana. Jadi hanya orang yang
mampu mengerti dan memahami perbuatan beserta
akibat. Ini berarti orang yang tidak sempurna
akal (orang gila, mabuk berat, tidak sadar) tidak
mssuk dalam pasal ini. Pasal 44 KUHP menentukan
bahwa barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkam kepadanya
karena kurang Sempurnanys akal atau sakit ber-
ubah akal tidak boleh dihukum. 24

Alat bukti yang =ah menurnt Pasal 184 KUHAP

meliputi

keterangsn saksi
keterangan ahli

surat

124) Moeljatno, KUHP, Pasal 44.
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- petuanjuk
- ketersngan terdakwz 1255

Walanpun persyaratan—persyaratan di atas sudah
dipenuhi dalam penjatuhan pidana diperlukan keyakin-
an hzakim tentang
- perbuatan terdakwa

-  kesbsahan alat-alat bukti

- kepastian kebenaran pelaku. (Pasal 183 KUHAP}.

ﬁ: Kelemahan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi
Dalam Undang-undang Harko?ika berdasar Pasal 78
sampai Pasal 83
a. Terlalu luasnya rumusain

Rumusan pertanggungjawaban pidana pelaku
tindak pidana narkotika dalam Pasal 78 - 82 gy
Hao. 22 Tahun 1997 semuanyz dimnlail dengan katsz

tanps hak dan melawan hukum
ini berarti bahws bukan merupakan tindak pidana
apabila perbuatan itu dilakukan oleh yang berhak
dan dilskukan herdasar atasz aturan yang ditetap-
kan.

Kats “hak” adalsah merupakan kekuasa;;“uhtuk

berbuat sesuatu karensa ditentukan oleh undang-

123) yndang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang RUHAP,
Mayasari Bhakti, Sksa, Pagal 84.
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undang atau atuoran. “Hak"” dapat juga berarti ke~
wenangan atan kekuassaan yang benar sesustu ataun
untuk menuntut sesuatu. 1285

Melawan hukum dapat dimaknail menentang,
menyalahi atau melanggar peraturan atau undang-
undang atau ketentuan yang berlaku. Dalam konteks
vang lebih luas dapatl pula diartikan melanggar
undang-undang balk vang tertulis maupun Vang
tidak tertulis. 1273

Ada dua kategori korporasi yang dapat di-

watakan melakukan tindak pidana narkotika

Kategori I : Korporasi yang tanpa hak wmelakukan
perbuatan

a. mensnam, memelihara, mempunyail dalam

persediaan, memiliki, menyimpan atau

menguasal narkotika golongan I dalan
bentuk tansman.

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau
untuk persediaan atau menguasai narko-
tiks golongan I bukan tanaman.

c. memiliki, menyimpan untuk gimiliki atau
untuk persediaan atau menguasal narko-

tika golongan IIL.

1285 Dep. P & K, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, hal. 292.
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memiliki, menyimpan untuk dimiliki atanv
antuk persediaan ataun menguasai narko-
tika golongan IIL.

memproduksi, mengolah, mengekstraksi,
mengkonversi, merakit atau menyediakan
narkotika golongan I..

memproduksi, mengolah, mengkonversi,
merakit atan menyediakan narkotika
golongan II.

memproduksi, mengolah, menghkonversi,
nerakit atau menyvediakan narkotika
golongan I1L.

membawa, mengirim, mengangkut atau men-—
transito narkotika golongan 1.

membawa, mengirim, mengsnghkut ataa men-
transitﬁ narkotika golongan II.

membawa,; mengirim, menganghkut atsu men—
transito narkotika golongan IIL.
mengimpor, nengekspor, menawarkan untuk
‘dijual, menysalurkan, menjusal, membelil,
menyerahkan, menerima, menjadi perantara
dalaﬁ jual beli, menukar narkotika \god
longan 1.

mengimpor, mengekspor., menawarkan ontuk
dijual, - menvalurkan, menjual, membeli,

menyerahkan, menerima, menjadi perasntara
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dalam jual beli, menukar narkotika
golongan II.

n. mengimpor, mengekspor, menawarkan nntuk
dijual, menyalurkan, menjual, membeli,
menyerahkan, menerima, menjadi perantara
dalam Jual beli, menukar narkotika go-
longan III.

Kategori II : korporasi vang mempunyai hak (dibe-

ri ijin oleh pemerintah melslui instansi yang

berwensasng) tetapi menyalahgunakan hak staun menya-

lahgunakan idiin vang diberikan. Adapun contoh

perbuatannya adzlah

- Sebuzh pabrik farmasi diberi ijin oleh Henteri
Kesehatan untuk memproduksi dan mengolah nar-
kotika golongan II tetapi dia Jjuga memproduksi
dan mengolah narkotika golongan I.

_ Pedagsng farmasl yang berbadan hukum diberi
ijin Menteri Kesehatan antuk mengimpor narko-
tiks dengan ketentuan tetapi dia melanggar ke-

tentuan vang ditetapkan.

- dan sebagainya. Prinsipnya walaupun korporasi

ini diberi ijin cleh pemerintah tetapi dalam

pelaksanaannya melanggar ijin yang telah di-

berikan. Korporasi kategori ke dusz ini melaku-

kan salah satu atau lebih bentuk perbuatan

sebagaimansa dizebutkan di atas (huruf a - m
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dslam kategori I) padahal ijin yang diberikan
bukan sebagsimana yang senyatanya dilakukan
oleh korporasi yang bersangkutan.

Perbuatan korporasi dilakukan bertentangan
dengan ijin yang diberikan baik berupa melampauil
batas ketentuan dalam hal kualitas maupun kuanti-
taz narkotiks vang diijinkan maupun dalam hal
bidang usahs yang diperkenankan/diijinkan.

Korporasi kategori I dapat berbentuk badan
hukum seperti Perseroan Terbatas, Comanditer
Venotschescap, WN.V., Koperasi dan hentuk lain
sebagaimana disebutkan secara luas dalam Pasal T
syat 18 UU No. 22 Tahun 1897.

“Korporasi adalah kumpulan terorganigasi daril
orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan
hukum maupun bukan.” 1285

Rumusan di atas menunjukkan betapa luasnya
cakupan perihal apa yang dimaksud dengan korpora-
si cukup apabila ada kumpulan terorganisasi dari
orang atau kekayaan yang melakukan tindak pidansa
narkotika dapat dijerat dengan UU HNo. 22 Tahun
1897.

Kata “"terorganisasi” menurut Kamus Besar

19.

128) ypdang-undang No. 22 Tahun 1997, Op.Cit., Pasal
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Rahasa Indonesia berarti kesatuan yang terdiri
atas bagian-bagian di dalam perkumpulan untuk
tujuan tertentu, atau dapat juga berarti kelompok
kerjasama yang diadakan untunk tujuan bersamé.

Kekayaan berarti perihal yang bersifat/ber-
ciri kaya, harta/benda milik orang; kekhnaga-
an. 129)

Dari pemahaman di ataes menuniukkan adanya
perluasan makna dari istilah korporasi itu men-—
jadi demikian luas karena tidak diperlukan lagi
persyaratan korporasi harus berbadan hukum.

Pengertian yang demikian luas dari korpora-
si sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 19 di
atas vyang tujuan semula untuk lebih dapat meng-
efektifkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika
dalam kenyataannys akan menimbulkan berbagai pe-
nafziran yang sasngat beragam sehingga akan men-—
jadi pasal karet yang bergerak mengendur dan me-
luas tergantung yang mendefinisikannysa.

Korporasi kategori ke II dapat hberwujud

1. Eksportir narkotika

2. Importir narkotika

3. Pedagang besar farmasi

128) Dep. P & K, 18988, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Balai Pustaks, hal. B30.
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4. Pabrik obat

5. Rumah sakit

6. Balai pengobatan

7. Lembaga ilmu pengetahuan

8. Apotik/toko obat

Ho. 1 - 8 di atas merupakan korporasi sela-
ma memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1
ayat 18 UU No. 22 Tahun 1887. |
Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Yang Melakukan
Tindak Pidana Narkotika Mengandung Banvak Keku-
rangan

Sanksi pidana denda bagi korpgrasi vang me-—
1akukan tindak pidana narkotiksa mempunyai bebera-
pa kehkurangan
- EKemungkinan tidak efektif ditinjau dari sudut

tujuan pemidanaan.

- Pidana denda mengandung kelemahan-kelemahan.

Menurut Ensiklopedi Indonesia kata efekti-
vites menunjukkan taraf tercapalinya suaty tujuan.
Suaty usaha dikatakan efektif apabila usaha itu
mencapai tujuannys. Adspun arti kata efektif ber-
a=sl dari bahasa Inggris yskni "effective" yaltu
baik hasilnya, mempan, tepat, benar. Sedangkah
arti kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa
Indonegia yvang dikelﬁarkan oleh Departemen Pen-

didikan dan Kebudayaan, bersrti : ada efeknya
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(akibatnya, pengaruhnya, kesannya, wmanjur atau
mujarab, dapat membawa hasil atan berhasil
guna}.lso)
Jadi efektivitas pemidanaan disrtikan seba-
gai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai
dengan adanys pemidanaan. Suatu pemidanaan dika-
takan efektif apabils tujuan yang ingin dicapai
dengan adanya pemidanaan itu tercapsl.
Berbicsars masalah tujuan pemidanaan/tujuan
vang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan maka
tidak ada pegangan yang kita pakai sebagal pi-
jakan dari KUHP yang sekarang berlasku, hkarensa
baik dalam bukun satu buku dua waugpun buku ke tiga
tidak =adas satu pasalpun yang mengatur tujuan
pemidanasan.
Menurut Roeslan Saleh terdapat dua Pporos
yvang menentukan befjalannya hukum pidana yaitu
a. Segi prevensi, hukum pidana adaliah hukum sank-
=i, suatu upaya untuk dapat mempertahankan
kelestarian hidup bersama dengan melakukan
pencegahan kejahatan.

b. Segi pembalasan, bahwa hukum pidana merupakan
penentuan hukum, koreksi dari dan reaksi atas

sesuatu vang bersifat kontra terhadap

130) pep. P & K, Op.Cit., hal. 180.
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hukum.131>

Sshetapy menyatakan kalau pidana itu harus
dapat membebaskan g1 pelaku dari Jalan keliru
vang telah ditempuhnya. Dalam pidana tersimpul
penderitaan dalam pengertian membebaskan. Pende-
ritaan dalam pidana tidak dimaksudhkan agar pelakn
menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu
pembalasan denda. melainkan derita itu harus di-
lihat sebagai obat atau jalan kelusr yang membe-
baskan dan vang memberi kemungkinan bertobat
dengan penuh keyakinan. 132)

Menurut teori restribuzi Pembalasan merupa-
kan tujuan utama, pidana melihat ke belakang, ia
merupakan pencelaan yang murni dan tidak dituju-
kan untuk memperbaiki, mendidik atau wmemasyara-
katkan kembali si pelanggar.

Menurut teori utilitarian tujuan pidana
adalah pencegahan (prevensi). Pidana ditetapkan
berdasar tujuan sebagal alat pencegahan kejahat-
a1, sebagail sarana untuk mencapatl goal (tujuan
akhir) vyaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam

‘teori utilitarian pidana harus bersifat prospek-

131) Roeslan Saleh, 1883, Suatu Reorientasi ‘dalam
Hukum Pidansa, Aksara Baru, Jakarta.

132) j5g. Sahetapy, 1884, Kejahatan Korporasi, Eres-
co, Bandung, hal. 43.




tif (melihat ke depan), pidanz dapat mengandung

unsur pencelaan tetapi orientasinya tetap dalaum

upaya untak membantu pencegahan kejahatan &agar

tercapal kesejahteraan masyarakat. 1335

Perkembangsn pemikiran mengenai tujuan pe-
midanaan yang sekarang terjadi dapat disimak dari
rumusan konzep KUHP 1988/2000. Tujuan pemidanaan
menurut konsep KUHP 1999/2000 adalah

1. HMencegah dilakukannysa tindak pidana dengan me-
negakkan norma hukum demi pengayoman MnMASyara-
kat;

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
pembinaan sehingga menjadikannya orang vyang
baik dan berguna;

3. Menyelessikan konflik vang ditimbulkan oleh
tindak pidana, memalihkan keseimbangan, dan
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidansa. 1345

Dzalam tujuan pemidanaan konsep RKUHP tersim-
pul pandangan perlindungan nasyvarakat dari keja-

hatan. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja

untuk merehasbilitasi, tetapi Juga meresosialisasi

133) Muladi dan Barda Nawawi, 1888, Teori-teori dan

kebijakan Pidana, Alumni, Randung, hal. 17.

134) gonsep KUHP 1899/2000, Pasal 50.
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terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan
ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan
pandangan hukum adat, dalam arti reaksi adat 1itu
dimaksudkan untuk mengembazlikan keseimbangan
(magis) yang terganggu oleh perbustan yang ber-
lawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dija-
tuhkan diharapkan dapat menvelesaiksn konflik
atan pertentangan dan Juga mendatangkan rasa
damai dalam masyarskat, walaupun pada dasarnya
tidak dapat dihindari suatu pandangan dikehendak-
inys pembalasan terhadap mereka yang telah mela-
wukan tindak pidana oleh masyarakai atau korban.
Mengembalikan kesimbangan dalam masyarakat vang
telah terganggu dengan terjadinya tindak pidana
adalah salah satu tujuan pemidanaan vang tidak
dapat diabaikan, karena apabila hal ini terabai-
kan maks masysrakat akan melakukan tindakan
sendiri vyang dianggep akan memberi keseimbangan
dalam masyarakat tersebut.

Dikaitkan dengan tujusn pemidanaan seperti
di atas maka pidasna denda juga seharusnya dapat
dirassksn sifat penderitaannya bagi mereka vang
dijatuhinva. Secara konkret apakah realisasgi dari
pidana dends secara obyektif dan subyektif dira-
sskan oleh pelaku sebsagail suatu vyang sesuai

dengan tujuan pemidanaan itu.
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Pidana denda menjadi kurang efektif apabila
dibandingkan dengan pidana penjara, apabila di-
tinjau dsri segi penjeraannya terhadap terpidana.
Hal ini disebabkan karena pidansa denda dapat di-
bayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal
pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh
orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja
mengumpulkan uang darimana saja untuk melunasi/
membayar denda tersebut..

Konsep KUHP 1889/2000 Pasal 786 telah meru-
muskan =alternatif pengganti dari pidana denda
vang tidak dapat dibayar, sebagai alternatif
pidana denda adalah pidans pengawasan atau pe-
layanan masyarakat (social service). Pembayaran
denda lebih dipertegsass kemungkinan eksekusinya.

Untuk memsksa atau menimbulkan tekanan agar
orang vyang dijatuhi pidansa denda mau. membayar
denda, maka dapat ditempuh Jjalan sebagai berikut:
1. Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagail ekseku-

tor, vyang Juga merupakan pengsacara negara
untuk melskukan gugatan perdats terhadap orang
yang tidak mau membsyar denda. Dalam keduduk-
annva sebagai penggugat dapat meminta dilaku-
kannya "conservatolir beslaag’ terhadap barang-
barang milik terdaskwa (sebagai tergugat tidak

terbatas terhadap barang-barang vyang terkait




140

langsung dengan kejahatan atau pelanggaran
yang dilakukan akan tetapi Jjuga terhadap
barang~barang lainnya milik terpidsnsa.

2 Melaksanakasn secara konsekuen pidana pengganti
denda, vang dalam KUHP sekarang berupsa pidana
kurungen, atau dalsm konsep KUHP berups pidans
pengawasan atau pidana keris sosial.

Hal tersebut merupakan tekanan psikologis
bagi terpidana denda untuk mau membayarnya.

Pidana pengganti dends barulsh diterapkan,
apabila terpidana sama sekali tidak mempunyal
barang apapun untuk dilélang. ¥Ysitu berups pidans

pengawasan atau kerja sosial.

Walaupun demikian masih perlu dikaji apaksh
pidana pengawasan atau pidana keria aosial seba-
gai pidana pengganti denda adalah efektif sebagal
pengganti pidana denda.

Pengalaman selama ini yang dikeluhkan oleh
eksekutor (Jaksa) tentang sulitnva penagihan
denda kepada tLerpidana, periu dipikirkan pads
putusan hakim yang berupa putusan verstek dendsa
(putusan di luar hadirnva terdakwa), hendaknva
jangan berbentuk pidana denda lagi akan tetapi

berbentuk pidana kurungan. 135)

138>

Ninik Suparni, 1983, Eksistensi Pidana Denda

Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakar-

ta, hal.

62~63.
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Urasian di atas memberi perbandingan terha-
dap usaha penanggulangan kesulitan dalam hal
eksekusi pidana denda. Dalam hal ini disadari
bahwa kemungkinan tersebut dapat saja terjadi,
cleh sebsb itu maka pidana pengganti denda tetap
merunpakan sarana pengumpnl dana, sehingga perma-
salahannya bukan kuantitas pidanas yang dijatuh-
kan. Akan tetapi sejauh mana tujuasn = pemidansan
dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidansa
denda.

Sejauh ini inflasi merupakan faktor vyang
menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana
denda yang diatur di dalam perundang-undangan
pidana tidak mempunyai arti lagi. Sedangkan untuk
melakukan perubahan dengan mengalihkan Jjumlah
ancaman denda seperti vang pernah dilskukasn ter-
hadap KUHP akan mengalami kesulitan. Hal tersebut
adalah dizebabkan oleh adanya perubahan~perubahan
vang tidak konzizten antara aturan pidana yang
satu dengan aturan pidana yang lainnysa.

Dengan menggunakan sistem atsu pola kate-
gori merupakan suatu jalan yang paling memadai
dalam memberlakukan aturan terhadap aNCamsn
pidana denda. Karena spabila suatu ketika ada
perubahan nilai mata uvang, meka perubahan yang

akan dilakukan hanyalah terhadap aturan umum yang
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ada (dalam Buku I KUHP), tanpa harus melskukan
perubsahan keseluruhan pasal-pasal yand mengancamn
dengan pidana denda.

Faktor lain yang dapat nempengaruhi efekti-
vitas pelsksanasn pidana denda adalah divergensi
antara pidana denda yvang disncam dengan pidana
denda vang dijatuhkan. Rendahnys penjatuhan
pidana denda akan mengakibathkan melexnzhnya pema-
tuhan hukum.

Meskhipun disadari bahwa Hakim dalam wmenja-
tuhkan pidans, kbhususnya pidana denda selalu akan
memperhatikan kemampuan terdakws. Bahkan tidak
jarang dalam kasus-kasus tertentu dimans Hakim
tidak bisa tidak harus menjatuhkan putusan berupa
pidana denda sedangkan terpidana sama sekall
tidak mampu untuk membayarnya.

Pidana denda sebagal alternatif daripada
pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek vang
merupakan Jenis pidana pokok vang paling jarang
dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam prak-
tek peradilan di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkan-
nys pidana denda oleh para Hakim dalam dunias per-
adilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman
pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang

pada umumnya relatif ringan.
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Untuk kejshatan, masksimumnya berkisar anta-
ra Rp 800,- sampai dengan Rp 150.000,-. Maksimum
sncaman pidana denda sebesar Rp 150.000,- wuntuk
kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua pasal
ssja, yaitu dalam Pasal 251 KUHP dan Pasal 403
KUHP.

Untuk pelanggaran, dends maksimum berhissar
antara Rp 225,- =sampal dengan Rp 75.000,-. MNamun
vang terbanyak hanya terdapat untuk dusa jenis
pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal
588 dan Pasal 589 KUHP.

Sementara itu dalam perkembangan di luar
KUHP, terdapat kecenderungan untuk meningkatkan
jumlah ancaman pidana denda, salsh satunya adalah
UU No. 22 Tahun 1887 tentang Narkotika. Ancaman
pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak
pidasna narkotika hinggs mencapai tujuh milyar
rupiah.

Namun demikian di si=si lainnya kebijakan-
kebijakan meningkatkan jumlah pidana denda ter-
sebut tidaklah dibsrengi dengan kebijakan 1lain
vang berhubungan dengan pelaksanaan pidans denda,
dimana untuk pelaksanaannya adalah tetap terikat
pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31

RUHp. 1362

136) 1pid, hal. B5.
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Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal
30 RUHP, tidak ada ketentuan batas waktu vang
pasti kapan denda itu harus dibayar. Disamping
itu tidak adas pula ketentuan mengenai tindakan-
tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana
dapat dipaksa untuk membayar dendanya, wmisalnya
dengan Jalan merampas stau menyita harta bendsa
atan kekayvaan terpidana.

Menurut sistem KUHP, alternatif yang di-
mungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar

denda tersebut, hanyalash dengan mengenakan kua-
rungan pengganti. Padahal kurungan pengganti yang
dimaksudkan dalam Pagal 30 KUHP hanya berkisar
antara 6 (enam) bulan atau dapat meniadi paling
lama 8 (delapsan} bulan.

Dengan demikian maka betapun tinggi pidana
denda vang dijatuhkan Hakim, aksn tetapi sapabila
terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya
hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimuam-—
nya hanya 8 (enam) atau 8 (delapan) bulan sepertl
telah disebut di atas.

Dalam hal vang bersanghkutan melakukan tin-
dak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan
materiil yvang Jumlahnya sampail berjuta~-juts
rupiah atsu bahkan bermilyar-milyar rupiah (mi-

szlnya dalam perampokan Bank, korupsi, tindak
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pidana ekonomi, penyelundupan, atau perdagangan
narkotika dan sebagainya), maka ini berarti vyang
bersangkutan tetap dapat ménikmati hasil keia-
hatannys dengan tidak perlu khawatir harta bends
atan kekasyssannya (khususnya yang merupakan hasil
kejshatan vang telal dilakukannya) skan dirampas
atau disitsa.

Memang dalam hal ini Hakim dapat pula men-
jatuhkan tawmbahan bherupa pidans perampasal ba-
rang-barang tertentu, namun pidanz tambahan ini
menurut =istem KUHP hanya bersifat fakultatif
saja dan hanya dalam hal-hal tertentu saja vyang
bersifat imperatif. Lagi pula yang dapat dirampas
hanyalah barang-barang vang diduga diperoleh dari
hazil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk
melakukan kejahatan.

Tindak pidansa narkotika vyang dilakukan oleh
korporasi hanyalah diancam dengan pidana denda
oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1997 padahal al-
ternatif dari tidak dapat dibayarnva denda wmenur-
ut Pasal 30 KUHP adalah pidana kurungan pengganti
denda. EKorporasi tidak mungkin dijatuhi pidan=a
kurungan pengganti dendsa, sehingga bilsa denda
tidak terbayar maka terbebas dari hukuman .

Dari uraiasn di atas jelaslah bahwa dengan

belnm adanya perubsahan kebijakan legislatif
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meﬁgenai pelaksanaan pidana denda seperkti vang
terdapat dalam aturan umum KUHP, maksa tidak =kan
banyak artinya kebijakan untuk menaikkan Jumlah
ancamah pidana dends di luar KUHP.

Di samping kedudukan pidana denda vyang
demikisn itu di dalam sistem KUHP yang sekarang
berlaku, terdapat kelemshan pidana denda yang
secara inherent terkandung di dalam pidana denda
itu sendiri.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah

1. Pidsna denda ini dapst dibayarkan atau ditang-
gung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau
istri, orang, teman/kenalan baik, dan lainnya)
sehingga pidana yang dijatuhkan tidak =secara
'langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri.
Hal mana membaws akibat tidak tercapainya
sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si
pembuat tindak pidana agar menjadi anggota
masyarakat yang berguna, serta mendidik si
pembuat tindak pidana untuk mempertanggung-
jawabkan perbuatannya. Si pembuat tindak
pidana akan berulang kali berbuat tindsk
pidana 1lagi (karena misalnys memiliki bakat
atau tingkah laku sebagai pembuat tindsk
pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggungja-

waban akan dipikul ocleh orang lain. Kalau pem-
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bayaran denda. - tidak dapat dipenuhi karens
tidak mempunyai uang untuk membayar denda atan
tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah
tindak pidasna lain yang baru lagi akan 1lahir
untuk mendapathkan uang pembayaran denda. Ini
berarti tindak pidana yang satun melahirkan
tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat
berlanjut seterusnysa.

Pidana denda jugsa dapat membebani pihak ketiga
vang tidsk bersalah, dalam srti pihak ketiga
dipsaksa turut merasakan pidana tersebut,
misalnya uang vang dialokasikan bagi pemba-
varan denda yang dijatuhkan pads kepala rumah
tangga vang melakukan kesalahan mengemudi
karena mabuk, akan menciutkan anggdaran rumah
tanggs yang bersangkutan.

Pidana denda ini 1lebih menguntungkan bagi
orang-orang vyang mnampu, karena bagi mereka
yvang tidak mampu waka besarnya pidana denda
tetap merupakan beban atau masalah, sehinggs
mereks cenderung untuk menerima jenis pidansa
yang lain yaitu pidana perampasan kemerdeksan.
Eesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang
dends oleh Jakss selakn eksekotor, terutama
bagi terpidana yang tidak ditahan ataun tidak

berads dalam penjara. Di satu pihak dapat di-
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adskan upayva paksa dalam bentnk peraturan
perundang-undangan agar terpidana membayar
denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa
selasku eksekutor untuk melelang barang Vyangd
dizita, dan kalau barang vang disita tidak ada
baruy diterapkan pidana pengganti denda.
dengdn melihat kondizi di Indonesia dimana
masvarakat atan rakyatnya mayoritas masih
hidup di dalam taraf di bswah sejahtera mate-
riil atau berkemampuan finansial, mnangkinkah
dapat memenuhi denda yang harus dibayar. 137)
c. Sénksi Pidana Denda Merupakan Sanksi Tuanggal yang
Mengandung Kelemahan dalam Pelaksanaan
Sanksi tunggsal tidak memberi pilihan kepadsa
Hakim dalam memilih jenis sanksi, atau dengan
kata lain apapun alasannya denda tergsebut. Pads-
hal sebagaimana diuraikan di atas pidana dends
nengandung banyak kelemahsn salah satunya adalsh
bagaimana kalau korporasi yang dijatuhi pidana
benar-benar tidak mampu untuk membayar karensa
pertimbangan kondisi korporasi vang bersangkutan.
Bagi terpidana denda yang tidak mampu memn-
bayar maka alternatif vang ditawarkan oleh UU

narkotika Pasal 100 adalsah

137) Niniek Suparni, Ibid, hal. B7-68.
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Apabila putusan pidana denda sebagaimana
distur dalam Undang-undang ini tidak dapat diba-
yar oleh pelaku tindak pidana narkotiksa, dijatuh-
kan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. 138) (dalam hal ini tentunya KUHP).

Ketentusn pasal di atas tidak mungkin dapat
diterapkan terhadap korporasi karensa vang mungkin
menialani pidana kurungan hanyalah orang sedang
badan hukum tidak mungkin.

Melihat kelemshan yang sangat fatal di atss
maks Hakim akan berfikir berkali-kali untuk meng-
adili dan menjatuhkan hukuman pidansa denda bagi
korporasi yang melskukan tindak pidana narkotiksa
karena besar kemungkinan korporasi akan memanfa-
atkan celah hukum di atas, dengan cara tidak mem-
bayar. denda‘sehingga eksekusi tidak mungkin di-
lakukan.

Sistem Maksimum (Indefinite) Dalam Menentukan
Jumlah Denda

Ketentuan pidana khususnya pidana denda

bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam bab XII

UU No. 22 Tahun 1887 selslun dirumuskan dengan

138) ypdang-undang No. 22 Tahun 1897, Op.Cit, Pasal

100.
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denda_paling banyak
Rumuzan tersebut menunjukkan bahwa pembuat uvwn-
dang-undang memakail sistem maksimum (indefinite)
dalam penentuan sanksi pidana khususnysa pidana
denda.

Sigtem indefinite memberi keleluasaan vang
besar kepsda hakim dalam menentukan jumlah rupiah
dari pidana yvang dijatuhkan kepadsz terpidana, hal
ini akan menimbulkan disparitas antara hakim vang
saty dengan yang lsinnya oleh karena tidsk ada
‘pedoman penjatuhan pidana denda.

Rumusan Kebijskan Pertanggungjawaban Korporasi
Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tidak Memperhati-
kan Korban m

Kalau diperhatikan ketentuan pertandgung-
jawaban korporasi dalam UU No. 22 Tahun 1887
tidak sada satu pasalpun yang memperhatikaen atau
melindungi kepentingan korban penyalahgunaan nar-
kotika vang dibebankan kepada korporasi vang
telash melakukan tindak pidana narkotika. EKorban
kejahatan termasuk kejashatan penyalahgunaan nar-
kotika vang dilakukan oleh korporasi sudah barang
tentu akan lebih berat sifatnya baik dalam hal
kualitas maupun kusntitas dibanding pelakn per-
orangan, karensa secara logika korporasi lebih

unggul dalam hal pengorganisasian, jaringan dan




simtem managerial dibanding penjahat perorangan.
Oleh sebab itu apabila korporasi berbuat keja-
hatan maka pada umumnya korbannyapun akan lebih
bezar dalam jumlah atau dengan kata lain skibat
dari penyalahgunasan narkotika oleh korporasi ber-
akibat lebih luas dan lebih fatal di pihak hor-
ban.

Keuntungan yang diperocleh asindikat perda-

gangan narkotika gelap sedemikian besarnya, Se-

hinggs mengurangi bahkan dapat menggagslhkan ke- -

berhasilan penegak hukum atau tercapainya tujuan
dari Undang-undang Warkotika. Dengan hkeuntungan
vang luar biasa tersebut, sindikat dapat melan-
jutkan Dbahkan meningkatkan hkeglatan ilegalnysa;
bahkan mereka yang sedangd ditahan atau vang
sedang wenjalani pidana dapat mernikmati fasili-
tas-fasilitas uvang yang tidak dinikmati pelaku
tindak pidana lain.

Untuk melenyapkan keuntungan ilegal terse-
but perlu digunakan instrumen hukum vang ampuh,

antara 1lain dengan menyita dan m®merampas habis




semua kenntungan sindikat gelap itu. 139)

Oleh karena keuntungan yang diperoleh dari
perdagangan narkotika vyang dilakukan sindikat
narkotika (dalam hal ini termasuk korporasi) yang
besar bahkan sangat besar sedanghkan korban akibat
perbuatan mereka jugs sangat luas maks alanghksh
baiknya bshwas uang hasil penyitaan atau peram-
pasan dari tindsk pidans ini dapat dialckasikan
untuk rehabilitasi korban narkotika dengan dibuat

suatuy aturan hukum yang mendukung program ini.

f. Rumussn Pertsnggungiawaban Korporasi Dalam UU Mo.
22 Tahun 1997 Tidak Applicable

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

subyek hukum, dalam arti yang dapat dimintal per-

tanggungjawaban, dapat melakukan perbuatan pidana

hanyalah orang sebagasimana disebuthksn dslam Pasal

138) Andi Ham=zah, 1894, Penyitaan dan Perampasan
Harta Hasil Tindak Pidana Narkotika, BPHN, Jakarta, hal.
108.
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59 KUHP vang menganut pandangan bahwa hanva ocrang
atan manusiaz pribadi yang dapat melakukan per-
buatan pidana. Jadi menurut sistem KUHP subvek
hukum korporasi belum dikenal, ini berbeda dengan
Belanda sebagai tempat asal KUHP disana sejak
tahun 1976 sudsh mengakui dan memasukkan korpo-
rasi sebagai subyek tindak pidana ke dalam buku I
KUHP mereka. 140)

Dalam KUHP terdapat tigs pasal vang seoclah
mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana
vaitu
- Pasal 196 tentang turut serta dalam perkumpul-

an terlarang.

- Pasal 398 dan Pasal 388 tentang pengurus atau
komizaris Persercan Terbatas, Haskapai Andil
Indonesis atau koperasi yang dinyatakan pailit
merugikan perseroan.

Baik Pasal 188 maunpun Pamal 399 RKUHP dalam hal

pertanggungjawaban pidana adalah terhadap orang-

nva dan bukan korporasinya {jadi pertanggungja-
waban korporasi juga belum dikensal)}.

Kalau dicermati ketentuan pemidanaan terhadap

korporasi dalam UU No. 22 Tahun 1997 masih banyak

140) gehaffmeister, 1995, Hukum Pidana, Liberty,
Yodyakartsa, hal. 423.
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yvang menunjuk ke dalam EUHP dengan berdasarkan
kepada Pasal 103 KUHP vakni
Ketentuan umum Buku 1 KUHP Bsb I - VII1

KUHP tentang

I. Ruang Berlakunysa Ketentuan Pidans
IT. Jenis-jenis Pidana

I1I. Pengurangan dan Penambahan Hukuoman
Iv. Percobaan

V. Penyertaan

VI. Gabungan Tindak Pidana
VII. Tindak Pidana Adﬁan
VIII. Gugurnya Hak Menuntut dan Melaksanakan Hu -

kuman .

Keberanian Jjaksa untuk menuntut pelaku
tindak pidana narkotika korporasi jelﬁs akan
sangat diragonkan mengingat dasar pijaskan/dasar
hukum untuk menjerat korporasi tidaklah kuat dan
spabila seorang Jjaksa kalah/gagal dalam penuntut-
an maka akan mempengaruhi kondite dia. Dari ber-
bagai alasan di satas wajar apabila sampal seka-
rang belum pernah ada korporasi pelaku tindak
pidana narkotika diproses di pengadilan.

Kelemahan yang sangat fatal adalah U No.
29 Tahun 1887 di dalamnya tidak ada ketentuan
yang mengatur mengenal batas-batas berlakunya

aturan pidana bagil korporasi, karena kalauy meng-
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gunakan Bab I Bk. I KUHP maka ketentuan bab ter-
sebut hanya berlaku bagil tindak pidana vang di-
lakukan oleh orang dan bukan badan hukum atau
korporasi (Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 RKUHP).

| Pasal 2 KUHP, ketentuan pidana dalam Un-
dang-undang Indonesia berlaku bagi Lisp orsng
yang dalam Indonesia melakuksn perbuatan vyang
boleh dihukum.

Pasal 3 KUHP. ketentuan pidana dalam per-
undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang
yang di luar wilayah Tndonesia melakukan tindak
pidana di dalam kendaraan air atan pesawat udara
Indonesia.

Pasal 4 KUHP, ketentuan pidana dalam Un-
dang-undang Indonesia berlaku bagi Lisp_ orang
yang di luar Indonesia melakukan kejahatan. ...

Psmal 5 KUHP, ketentuan pidana dalam Un-
dang-undang Indonesia berlaku bagi Wargs Hedara
Indonesia vang di luar Indonegiz melakukan

Pazal 7 RKUHP, ketentuan pidana dalam Un-
dang-undang Indonesis berlsaku bagi Pegawal Nedara
Indonesis vang melakukan di luar Indonesia salah
satu kejahatan yvang diteranghkan dalam Bab XXVIIX
Buku Kedus.

Pasal 8 KUHP, ketentuan pidana dalam per-

undang-undangan Indonesia bagil Hahkodsa dan penum-—




156

pang _alat-alat pelavaran Indonesisz 141

Dsri Passl 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 buku I RUHP
tersebut tidak ada satupun ketentuan yang meng-
atur berlskunys Undang-undang pidana Indonesia
bagi korporasi, padahal UY No. 22 Tahun 1997 ten-
tang Narkotika juga tidsk mengatur. Tidak adanya
piiakan yuridis mengenal batas berlakunya keten-
tusn pemidanaan bagi korporasi dalsm tindak
pidana narkotiks méngakibatkan ketentuan tersebut

tidak bisa diterapkan dalam praktek.

Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Yang Sebalknya
Dirumuskan Dalam UU Narkotika Yang Akan Datang

Dari bherbagai kelemahan ketentuan pernidanaan
dalsm perundang-undangan narkotika sebagaimana diurai-
kan di atas diharapkan agar undang-undang yang mengatur
mengenai narkotika dibenzhi demi tercapainya tujuan di-
keluarkannya undang-undang tersebut, dalam scope vang
lebih luss tercapainya atau terwnjudnysa kesehatan
masyarakat serta kemakmuran damn kesejahteraan bangsa
Indonesisa.

Pada sub B ini akan dikemukakan berbagal masukan
dari hasil penelitiasn terhadap perundang-undangan pida-

na di Indonesia dsn Jjugs satu Undang-undang Narkotiks

141) Moeliatno, Ibid Fasal 2-8.
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nedars lain dalam hal ini Malaysia yang dikenal keras
dalam memberi sanksi terhadap penyalshgunaan narkotiksa.
Adapun saran atau usul perbaikan terhadap Undang-undang
Narkotika vang dikemukakan pada sub B ini hsanyslah
khusus mengenail pertanggungiawaban korporasi yang se-
baiknya dirumuskan. Jadi bukan perbaikan Undang-Undang
NMarkotika secsara keseluruhan.

Dalam tindak pidans narkotika pelaku korporasi
idealnya terdapat tiga pihak yang dapat dipertanggung-
jawabkan
1. Pimpinan korporasi
2. Pengurus korporasi

3. Korporasi yang bersangkutan.

1. Pertanggungjawaban Pimpinan Korporasi dalam Tindak
Pidana Narkotika
Undang-undang No. 22 Tahun 1887 dalam Pasal 88
mengatur pertanggungjawaban pimpinan korporasi yang
melakukan tindak pidana narkotika.
Rumusan Pasal 99 perlu pembenahan/perbaikan
dalam hal
a. Sanksi Pidans
Bahwa sncaman pimpinan korporasi seharusnys lebih
berat dibanding pelaku perorangan dengsan ﬁengacu
kepada besarnya akibat yang terjadi dari tindak

pidana korporasi baik di bidang ekonomi/materi,
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di bidang kesehatan atau keselamatan jiwa maupun
kerugian di bidang sosial atau moral. 142)
Pertimbangan lain perlunya memperberat sanksi
hukum terhadap pimpinan korporasi yang melakukan
tindak pidana narkotika adalah dengan mengacu
kepada Pasal 52 KUHP, seorang pegawal yang me-
langgar kewajiban istimewa dalam jabatannya atau
memakai kesempatan, days upaya, kekuasaan yang
diperoleh dari jabatannya, ancaman huokumannya di-
tambah dengan sepertiga.

Menurut Pasal 349 RKUHP jika seorang dukun, tabib
atsu tukang obat membantu melakukan pengduguran
kandungan ancaman huokumannys diperberat dengan
ditambah sepertiga 143)

Jadi bagi pimpinan korporasi yang melskukan
tindak pidana narkotika ancaman hukumannys harus-
lakh lebih berat dibanding pelasku/tindsk pidsana
narkotika perorangan/pribadi, misal bisa dengan
ditambah sepertigs ancaman hukumannya atau ditam-
bah seténgah.

b. Perlumsan rumonsan Paszal 99

Kalsu dicermati Pasal 1 ayat 19 UU No. 22/

142) Is Susanto, 1998, Kejahatan Korporasi di Indo-
nesia Produk Kebijakasn Rezim ORBA, Semarang, BP UNDIP,
hal. 7.

143} Moeljatno, Ibid.




19987 maka pengertian korporasi adalah sangat luas
dan tidask hanya sebagaimansa disebutkan dsalam
Pasal 99. Jadi seharusnya Rumusan Pasal 99 sadalah

"pimpinan dari korporasi yang melakukan tindsk

pidana narkotiks ...." diancam dengan pidana pen-
jars paling lams ...., dan denda paling
banyak .... rupiah.

Perlunya ketegasan dalam rumusan mengenal per-
tanggungjawaban pimpinan korporasi bahwa hanya
tindak pidana yang secars gsengaja (kesengajaan
sebagail maksud, sadar kemungkinan maupun kesenga-
jaan kepastian) ataupun secara alpa/karena keal-
paan telah diperbuat oleh pimpinan korporasi yang
dapat dipertanggungjawabkan karena orang tidak
dapat dipertanggungjawabkan tanpa kesalahan
(afwezigheid van Alle Schuld) dan geen Straf
zonder Sch&ld.

Pazal 99 jugas tidak jelas/menimbulkan dua-
lisme pemshaman karena tidsk ada kejelasan apaksah
perbuatan pimpinan korporasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal tersebut sebagal pribadi ataukah
sebagai atas nama pimpinan korporasi. Kalau atas
nama pimpinan korporsasi berarti harus terlebih
dahulu ada korporasi yang melzakukan tindak pidansa
narkotika.

Perlunysa pengaturan mengenai percobasan atau per-
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nufakatan Jahat dari tindak pidana vyang diatur
oleh Pasal 89, karena kalau mengazcu kepada ke-
tentuan Pasal 83, jelas bahwa rumusan tindak
pidana percobaan dan pemufskatan jahat Pasal 83
hanya diperuntukkan Pasal 78 - 82. Apabila menga-
cu kepads Undang-undang payung (RUHP) maka dirasa
janggal karena ketentuan Pasal 53 KUHP memnbedakan
dengan ketentuan untuk tindak pidana selesi.
Padahal Pasal 83 UU No. 22 Tahun 1997 menentukan
bahwa ancaman pidana untuk percobaan dan permufa-
katan adalah sama dengan tindak pidana vang
selesai. Langkah yang paling mudah adalah dengan
memperluas rumusan Pasal 83 menjadi "“Percobaan
dan permufakatan jshat diancam sama dengan tindak

pidana selesai”.

2. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi

Dari hasil penelitian terhadap ketentuan 11
Bo. 22 Tahun 1997 terlihat bshwa tidak ada satn
pasalpun yang mengatur perihsl dapat dipertanggung-
jawabkannys pengurug korpérasi vang melakukan tindak
pidana narkotika. Berbeda dengan ketentuan Undang-
undang Narkotika sebelumnya vakni UU No. 8 Tahun
19768 Pasal 49 dalam hal dilakuksnnya tindak pidana
narkotiks oleh atan atas nama korporasi maka yang

dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Korporasi
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vang bersangkutan, penimpin atau penanggung jawab
perbuatan, kedus—duanysa.

Ketentuan yang hampir serupsa dengan UU No. 9
Tahun 1976 terdapat dalam pasal Drug Act Malaysia
vang berbunyi
Where an of fence this Act is committed by & company,
the chairman and every director and every officer
concerned in the management or the company shall be
gunilty of the like offence, unlesss he proves to the
satigfaction of Court that the act constituting the
offence took place without his knowledge or
consent.144)

gustu korporasi yang melakukan tindak pidana
narkotika secara riil adalah perbuatan pengurus kor—
porasi, jadi mestinya pengurus korporasi juga harus

dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban Korporasi yang Helakukan Tindak
Pidsna Narkotika

Pertanggungjawaban terhadap korporasi yvang me-
lskukan tindak pidana narkotika sudah dikenal di
Indonesis sejak Undang-undang Narkotika 1827 No. 278

jo 536 atsu yang iebih dikenal dengan Ordonansi Obat

1982,

144) Dangerous Drug act Malaysia Awmandemen tahun
Pasal 35 ayat 1.
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Bius ( Yerdoovende Middlelen Ordonnantie). FPertang-
gnongjawaban terhadap suatu badan hukum ysng melaku-
kan tindsk pidana narkotika menurut Pasal 25 VMO di—
jatuhkan terhgdap pengurus atau komissris vang
tinggal di Indonesia, sedang korporasi itu gendiri
tidak dikenai sankgi pidana. 145) Jadi Ordonansi
Obat BRiuns belum mengenal pertanggungjawaban pidana
korporasi.

Undang-undang No. 8 Tahun 1978 sebagal peng-
ganti dari Ordonansi Obat Bius 1827 nulai wemperke-
nalkan dapsat dipertanggungiawabkannya korporasl yvang
melakukan tindak pidansa narkotika melalui rumusan
Pasal 48 Undang-undang ysng bersangkutan.

Pazsal 49 UU No. 9 Tahun 1876 mengatur tentang
dijatuhkannys hukuman pidana dan tindakan tata ter-
tib terhadap
-~ Perserocan, perserikatan atau yayasan pelaku

tindak pidana narkotlka;
- Mereka yang memberi perintah;
- Pemimpin atau penanggungjawab perbuatan.

Jika suatu tindakan pidana mengenai narkotika dila-

kukan oleh atau atas nams badan hukum. 1485
1433 verdoovende Widdelen Ordonnantie, Op.Cit.,
Pasal 295.

148) yy No. 9 Tahun 1978, Op.Cit., Pasal 48.
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Hampaknya Undang-undang No. 9 Tahun 1978 seke-
dar mengenalkan perihal dapat dipertanggungjawabkan-
nya korporasi karens ketentuan Pasal 48 dalam prak-
tek tidak dapat dioperasionalisasikan berkaitan
dengan tidak adanys penjelasan mengenail spa yang di-
maksud dengan badan hukum dan tidak adanya sanksi
apa vang dapat dijatuhkan terhadap korporasi/badan
hukum tersebut.

UY No. 22 Tshun 1987 sebagail pengganti dari UU
Mo. 8 Tshun 18768 di dalamnysa diatur pertanggungia-
waban korporasi akan tetapi ketentuan pertanggungia-
waban korporasi dsalam Undang-undang NHo. 22 Tahun
1997 secara realita sampai sekarang belum pernah di-
gunakan dalam praktek, hal ini dimungkinkan karena
mengandung banyak kelemahan sebagaimana diuraikan
dalam sub A di atas.

Dalam ranghka tercapainya tujusan mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat pada khusgusnya dan ke—
sejahteraan masyarakat pada umumnya dengan dikelunar-
kannya UU No. 22 Tshun 1897 maﬁa sudah saatnya kele-
mahan pengaturan pertanggungjawaban korporasi harus
dibenahi sehingga dapat efektif dan applicable.

Hal-hsl vang harus diperhatikan dan dibenahi

dalam pengaturan mengenal pertanggungjawaban korpo-~
) s B eV kb T e

rasir dalam Undang-undang narkbtika adalah sebadsi

W‘x i

berikut
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5. Penerapan model Double track system dalam pemida-
nasn Kkorporasi

Ancaman pidana denda sebagail satu-satunysa
jenis pidana vyang dapat dijatuhkan terhadap kor-
porasi yang melékukan tindak pidana narkotika
mengandung kelemahan dari segi tujuan pemidanaan
maupun dari segi pelaksanaan eksekusi yang rela-
£if sulit serta adanya kemungkinan tidak bisa di-
terapkan dalam hal korporasi itu benar-benar
tidak mampu membayar padahal alternatifnya adalsh
ynrungan pengganti denda yang tidak mungkin di-
terapkan terhadap korporasi.

Dounble track system mengajarkan tentang
penggunaan ganksi ganda terhadap korporasi vang
melskukan tindak pidana narkotika. Sistem gands
mengajarkan bahwa di samping pidana denda dan
pidana tambahan kepada korporasi dikenakan pulsa
tindskan sebagai upaya untuk mengurangi kelemah-
an-kelemahan vyang diakibatkan keterbatasan efek’
dari penerspan pidana pokok dan tambahan. 147)

Pidansa pokok terhadap korporasi dapat
berupa pidana denda sedang pidana tambahan dapat
berupa

- Pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi

147) Yamzsh Hatrik, Op.Cit., hal. 107.




165

- Perampasan barang-barang tertenta
-~ Pengumuman keputusan hakim
- Pembayaran gantl rugi
Selain pidana pokok dan tambahan tersebut
dapat pula dijatuhkan tindakan berupa
- Peneabutan keuntungan yang diperoleh korporasi
dari tidak pidana yang dilakukan

- Penutupsn perusahaan untuk janghka waktu ter-
tentu/seterusnys

- Penempatan perusahaan dalam pengawasan. 148)
Model double track system dalam pemidanaan
korporasi sebagaimsna distur dalam Undang-undang
No. 7 Drt. 1955 dapatl diikuti/dijadikan acuan
jugs.
Pidana pokok bagi korporasi yang melakukan
tindak pidana ekonomi adalah pidana denda sedang
pidana tambahan
- Pencabutan hak
- Perasmpasan barang baik barang teitap maupun
tidak tetap baik yang berwuijud maupun vang
tidak berwujud

- Pencsbutan selurnh atan sebagilan hak-hak ter-
tentu stau penghapusan aeluruh atan sebsagian

keuntungan tertentu yang telah/skan diperoleh

148) 1pid, hal. 108.
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dari pemerintah
- Pengumuman keputusan hakim
- Perampasan barang.

Menurut sistem UU No. 7 Drt. 1855 selain
pidana pokok dan tambahan di atas dapat Juga di-
jatuhkan tindakan tata tertib d=n tindakan tata
tertib sementara kepada korporasi yang masih
dalasm proses pemeriksaan.

Tindakan tata tertib bagil korporasi pelaku

tindak pidana

1

Penempatan perusahaan ai terhukum di bawah
pengampunan untuk waktu tertentu
-~ Pembayaran uang Jjaminan
- Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan
keuntungan
- Perbaikan akibat tindak piana
Tindakan tata tertib sementara kepada kor-
porasi yang masih dalam proses pemerikssan dapat
berupa
- Penutupan seluruh &atauw gebagian perusahaan
tersangks untuk waktu tertentu
- Penempatan tersangha di bawah pengampuan untuk
waktu tertentu
_ Pencabutan seluruh/sebagian hak atsu keuntung-
an vyang telah atau akan diberikan oleh peme-

rintah
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- Supaya tersangka tidak melakukan perbuatan
tertentu

- Supaya pengumpulan barang vang skan disita di
tempat tertentu. 149)

Model double track system juga dipaksai oleh
tim perumus RUHP 1999/2000. Adapun jenis hukuman/
pidana yang cocok antuk korporasi dengan mengacu
kepada Jenis-jenis pidana konsep KUHP adalah
pidana pokok pidana dends sedangkan pidana tam-
bahannya adalah
- Pencabutan hak vang diperoleh korporasi
- Perzmpasan barang
— Pengumuman keputusan hakim
- Pembayaran ganti rugi
- Pemenuhan kewajiban adat

Tindakan yang cocok diterapkan kepadsa kor -
porasi adalah
- Perampasan keuntungan yang diperoleh tindak

pidana
- Perbaikan akibat tindak pidsna. 150)

Kalsu kita sepakat bahwa tindak pidansa kor-

porasi menimbulkan akibat yang ‘sangat besar dan

149) ypdang-undang No. 7 Drt. 1855 tentang Pengusut-

an, Penuntutan, Peradilan, Tindak Pidana Ekonomi.

150) Kopsep KUHP 1889/2000.
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ingin diberantas maka menurut hemat penulis model
douhle track system dari UU No. 7 Drt 1955 wsalah
satu alternatif yang tepat untuk dipakai. Ibarat
iaring lebih rapat lebih kuat.
Dengan mengacu sistem pemidanaan double
traek dari UU No. 7 Drt 1955 maka kelemahan
sistem pemidanaan korporasi Undang-undang Narko-
tika No. 22 Tahun 1987 khususnya mengenai
- Sanksi pidana dends sebagal sanksi tunggsl
vang tidak memberi pilihan

- Sanksi pidana denda vang mengandung banyak
keterbatasan akan dapat dieliminir dengan
jenis sanksi vang lain.

Double track system dalam pemidanaan korpo-
rasi dengan wmodel yang serups dengan Undang-
andang No. 7 Drt 1855 texdapat dalam Undsang-
undsng No. 23 Tahun 19397 tentang Linghungan
Hidup. Pasal 47 Undang-undang Lingkungan Hidup
mengatur tentang pidana dan tindakan vang bisa

dijatuhkan adalah

Pidana pokok pidana dends ditambah sepertiga

{grcamannya)

Pidana tambahsn = - perampasan barang

- pengumuman keputusan hakim

Tindakan = - perampasan keuntungan Vang

diperoleh dari tindsk
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pidana
- penutupan seluruh atau se-
bagian perusahaan
- perbaikan akibat tindak
pidana.
- mewajibkan apa yang dila-
laikan tanpa hak dan atau
- meniadakan apa vang dila-
laikan tanpa hak
- penempatan perusahaan di
bawah pengampuan. 151)
Perumusan tentang dapat dipidananya korporasi
vang melakukan tindak pidana narkotika hendaknya
dilakukan dalsm pasal tersendiri secara Jjelas dan
tuntas,'tidak digabung dengan pasal yang mengatur
untuk pertanggungjawaban orang pribadi, seperti
rumusan Pasal 78 - 92 ayat 4 U0 No. 22 tahun
1887. Adapun cara merumuskan dapat dilakukan
dalam pasazl yang terpisah dan dalam sub bab ter-
pisah misalnya dalam sub bab berjundul Pertang-
gungjawaban Pidansa Korporasi. Atau dengan meniru
model Drug Act Malaysia yang mengatur tersendiri

pertanggungjawaban Perusahaan bheserta pimpinan

1515 Undang-undang No. 23 Tahun 1897 tentang Penge-
lolaan Lingkungan Hidup Pasal 47.
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perusahaan dan karyawannya bahkan =ampai tinghat

agen jika dilakukan tindak pidana narkotika/psi-

kotropika (di Malaysia Undang-undang vang meng-

atnr narkotika dan psikotropika dijadikan satu).

Menurut Pasal 35 Bagian VI_dari Drug Act

Malaysia dalam hal terjadi tindak pidana narko-

tika vyang dilakukan oleh sebuah perusahaan maka

pertanggungiawaban dibebankan kepada

- pimpinan dan semua direktur dan setiap pedisbat
vang terkait dalam manajemen perunsahaan

- orang ysng mendapat ijin usaha terhadap kela~-
laisn agen atan pelayan

- agen atau pelayan

g’ Any person licensed or suthorized under any
repnlation made there under this Act who would be
able under this Act or under any rsgulation made
there under to any punishment, penalty or forfei-
ture Ffor any act, omission, neglect or default
shall be liable to this ssame punishment, penalty
or forfeiture for every such act, omission,
neglect or default of any agent or servant em-
ployed by him in the course of his business as
sueh licensed or authorized person, if such act,
omigssion, neglect or defaunlt is committed by such
agent or servant in the course of his employment
by such licensed or authorized person.

Every such agent or servant shall also be
liable to every punishment, penalty or forfeiture
prescribed by this Act or under sny regulation
made thereunder for such acts, omissions, neglect
or deafults done or omited to be done by him =as
fully and efectully as it had been the person
licensed or authorized.| 2)

35.

1525 Dangerous Drugs Act (Malaysia), Op.Cit.,
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Hodel pertanggungjawaban korporasi dari

uwndang-undang tindak pidana ekonomi Juga dapat

ditiru

(1) Jika susatu tindakan pidana ekonoml dilakukan

(2)

oleh atan atas nama suatu badan hukum suatu
perseroan, suatu perserikatan yang lainnys
stau suatuy yayasan, maka tuntutan pidana di-
1akuksn dan hukuman pidana serta tindakan
tats tertib dijatuhkan, baik terhadap badan
hukum, perseroan, perserikatan atan vyayasan
itu, baik terhadap mereka vang memberi pe-
rintah melskukan tindak pidana ekonomi itu
atau vyang bertindak sebagai pimpinan dalam
perbustan ataun kelalaisn i1tu, maupun terhadap
kedua-duanya.

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan Juga
oleh atu atas nama suatu badan hukum, suatu
perseroan, suatu éerserikatan orang atau
esuatu yvayasan, Jika tindak itu dilakukan oleh
orang-orang, bailk berdasar hubungan kerja
maupun berdasar hubungan lain, hertindak
dalam lingkungan badan hukum, perseroan, Per-
serikatan atau yayvasan 1tu, tak peduli apakah
orang-orang itu masing-mesing tersendiri me-
iakukan tindak pidana ekonomi itu stau pads

nereka bersama ada anssir-anasir tindak
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pidana tersebut.

(3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadsap

suatu badan hukum suatu persSeroan, suatu per-
seriketan orang atau yayasan, maka badan
hukum, perseroan, perserikatan atau vyayasan,
badan hukum, perseroan, perserikatan atau
yvayasan itu pads waktu penuntutan diwakili
oleh seorang pengurus atau jika ada lebih
dari seorang, oleh salah seorang dari mereka.
Wakil dapst diwakili orang lain.
Hakim dapat memerintahkan supays’ georang
pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan
dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu
dibawa ke muka hakim.

(4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap
perseroan atau snaty yvayasan, maka asedals
panggilan untuk menghadap dan segala penye-
rahan surat-surat panggilan itn akan dilaku-
kan kepada kepala pengurus atu di tempat .
tinggal kepals pengurus atsu di tempat pen-—
gurus bersidang ataun berkantor. 1535

Pertanggungjawaban pidansa korporasl vyang

jelas dan tuntas juga terdapat dalam Pasal 45,

153) o Hamzah, 1983, Hukum Pidana Ekonomi, Erlang-
ga, Jakartsa, hal. 127-128.
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dan 46 UU Ho. 23 Tahun 1887 tentang Peﬁgalolaan
Lingkungan Hidup.
Pasal 45
Jika tindak pidans sebagaimana dimaksud
dalam bab ini dilskukan oleh atan atas nama badan
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atsn or-
ganigsasi lain, ancaman pidana denda diperberat
dengan sepertiga.
Pasal 46

(1) Jika tindak pidansa sehagaimana dimaksud dalsam
bsb ini dilskukan ocleh atau atas nama badan
hukum, perserocan, perserikatan, yayasan atau
organisasi lain, tuntotan pidans dilakukan
dan sanksi pidana serta tata tertib sebagai-
mana dimsksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perserosarn, perserikat-
an, yayasan atan organisasi lain tersebut
maupun terhadap mereka yang memberi perintah
antuk melakukan tindak pidana tersebut satau
vang bertindak sebagai pemimpin dalam per-
buatan itu atau terhadap kedua-duanysa.

(2> Jika tindak pidana sehbagaimana dimaksud dalam
bab ini dilaskukan oleh atau atas nama badan
hukum, perseroan, perserikatan, yavasan atau
organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-

orang, baik berdasar hubungan kerja maupun
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berdasar hubungan lain, yang bertindak dalan
lingkungan badan hukum, perserocan, perseri-
katan, vayasan atau organisasi lain, tuntutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan
terhadap mereka vang menerima perintah atau
yang bertindak sebagai pemimpin tanpa meng-
ingat apakah orasng-orang tersebut, baik ber-
dasar huobungan kerja maupun berdasar hubungan
lain, melakukan tindak pidana secara sendiri
atan bersama-sama.

Jika tuntutan dilskukan terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau orga-
nisasi lain, panggilan antuk menghadap dan
penyerahan surat-surat panggilan ituo dituju-
kan kepada pengurus di tempat tinggal mereks,
atan di tempat pengurus melakukan pekerjaan
tetap.

Jiks tuntntan dilakukan terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organi-
easi lain, vang pada saat penuntutan diwakili
oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintah-
kan supayva pengurus menghadap sendiri ke
pengadilan. 154)

Dari ketigs model perumusarn pertanggungja-

154) goesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit., hal. 572.




waban korporasi di atas jelas dan tuntas tentang:
~ &iasps vang dapsat dipertanggungiawabkan

- Siapa yang mewakili

- Sanksi hukomnyva apa saja dan

- Tindak pidana apa yang dilarang

Perlunya passal yang menegaskan bahwa ketentuan
Undang-undang Rarkotika didahulukan sebagail pe-
ngecualian terhadap Undang-undang Umum {XUHP)
maupun UU terkait

Ketentuan‘ ini sadalah penting mengingat
apabila tefjadi benturan seperti benturan dengan
KUHP, Wbahwa EKUHP sampai sekarang belum mengatur
pertanggungjawaban korporasi tetapi hanya mnenga-
kui pertanggungjawaban perorangan/pribadi.

Contoh lain tentang pentingnya ketedasan
bahwa Undang-undang mana yang harus dilakukan
adalah ketentuan Pasal 89 Undang-undang Narkoti-
ka. Apabila terjadi penyalahgunaan narkotika di
sunatu laboratorium sebuah fakultas siapakah vyang
harus dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-
undang HNarkotika (Pasal 98) maka vang bertang-
gungjawab adalsah sampai dengan Rektor/Direkiur
tetspi menurut Undang-undang Pendidikan penang-
gungjawabnya adalah pimpinan laboratorium.

Dari gambaran di atas jelas bahwa perln ada

pasal tersendiri vang mengatur apabllsa terjadi
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benturan dengan perundang-undangan pidana vang
imin maka ketentuan nndang-undang narkotikalah
vang didshuluokan.

d. Perlunya pasal yang mengatur Jangka waktu pemba-
yvaran denda dan memberi wewenang kepada Jaksa
vntuk menjual aset korporasi sebagsi pembayaran
denda vang tidak terbayar. Dengan sistem ini akan
lebih cepat dan hemat biaya karena kalau ditempuh
jalan perdata terhadap denda yang tidsak terbayar
misalnya dengan menggugat secara perdata agar
dilakukan “concervatolir beslag’ terhadap barang-
barang wmilik tergugat vang terkait langsung mavn-

pun tidak lasngsung dengan tindak pidana 155)

me—
merlukan waktu yang lama dan biaya Dbesar.
e. Perlunysa kategorisasi pidana denda dalam tindak
pidana narkotika
Agar kesenjangan putusan hakim tidak texrla-
in tajam khususnya dalam hal pidana denda maka
aalah satu langkah yang perlu ditempuh adalzah
dengan gsistem kategorisasi pidana denda. Keun-
tungan lain dari aistem katedgori adalah memudah-
kan menyesuaikan dengan £luktuasi nilai tukar

vang vang cepat berubah seperti yupiah, karens

cukup perubahan aturan kategorinya tanpa harus

155) Riniek Suparni, Op.Cit., hal. B2.
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merubah keseluruhan pasal.

Model kategori pidana dends dapat meniru
Konsep KUHP 19898/2000 yang mengelompokkan pidana
denda meniadi 6 kategori dan dalam tiap pasal
vang di dalamnys ada pidana dends cukup dicantum-—
kan pidana dends kategori vang diinginkan/vang
sesual.

Perlunya pengaturan bagl tindak pidana narkotika
pelshku korporasi yang belum selesail

Pasnl 83 UU Wo. 22 Tahun 1897 sudah Jelsas
mengatur bahwa percobaan dan permufakatan jahat
gntuk melskukan tindak pidana sebagaimana distar
dalam Pasal 78 - 82 diancam dengan pidanza vyang
sama =esuail yvang diatuar dalam passal-pasal terse-
but.

Perln diingsat bahwa kualifikasi percobsaan
(Pasal 53 KUHP) adalah perbuatan yang niat ity
telash nampsak dari permulaan pelaksanasn dan tidak
selesainva pelaksanaan adzlsh bukan karena ke-
hendak sendiri.

Pemufakatan Jahat menurul Pagal 88 RUHP
adalah dus corang atau lebih sepskat untuk mela-
wukan kejshatan. Bailk Pasal 53 msupun Pasal 88
adalah dimaksud untuk perbuatan oOrang pribadi
bukan perbusban badarn hukuam.

Dari wuraian di atas jelas bahwa tindak
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pidana korporasi yang belum sele=zai, tidak diatnor
oleh UU HNo. 22 Tahun 1887 sedang‘ kzlsu ingin
merujuk kepada ketentuan Pas=zl 103 KUHP dengan
memakai ketentuan Pasal 53 dan 88 maka hal itu
tidak dapat dilakukan, sehingga perlunys peng-
aturan perihal tindak pidana korporasl vyang belum
selesai dengan menganalogikan dengan tindak
pidana vyang pelakunysa orang pribadi vang belum

selesai dilakukan.

"Perlunys ketentuan ruang berlakunya UU Markotika

bagi korporasli karensa apabila nendasarkan kepads
bgb { KUHP hanva berlaku bagil orang/pribadil

Kalsu disimak ketentuan Bab I KUHP Pasal 2
sampsi dengan Pasal g KUHP semuanya menunjukkan
bahwa ruang berlakunya perundang-undangan pidan=a
hanya untuk pelaku orang pribadi dan tidak ada
satu pasalpun yang berlaku bagi badan hukunm. Jadi
seandainya mendssarkan Pazal 103 KUHP untuk men-
jadikan ketentuan Bab I -~ VIITI KUHP sebagai san-
daran mska hal itu bsagil korporssi tidak bisa.
O0leh karenanya perlu pasal/bab tersendiri ten-
tang ruang berlakunya Undang-undang Harkotika
bagi korporasl mana yang dapat dipertanggungja-
wabkan secara pidana, apakah vang ada di wilayah

teritorial Indonesia ataukah jugs terhadap semua
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korporasi (asas universal) atauksh hanya vang
merugikan/membahayakan kepentingan Indonesia.
Demikian beberapas hal yang bisa dikemukakan
dari hasil penelitisn terhadap berbagail perun-—
dang-undangan pidansa Indonesia dan Drug dct

Malaysia.




BAB IV

PERUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan

pokok yakni

1.

Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak
pidana narkotika di Indonesia

Pertanggungjawaban korporasi pelaku tindzak Eidana
narkotika =mudah mulail dikenal sejak dikeluarkannya
V.M.0. (Vérdoovénde Middelen Ordonnantie) pads masa
penjajahan Belandsa, tahuﬁ 1927, dengan beberaps
penyesuaian tetap diberlakukan setelah Indonesia
merdeka hinggs tahun 1976 . Pada tahun 1978 dikeluar-
kanlah UU No. 89 tahun 1876 tentang Undang-undang
Narkotika sebagal Undang-undang Markotika MNasional.
Setelah berlaku 21 tahun, pada tahun 1997 undang-
undaﬁg No. § Tahun 1878 diganti dengan Undang-undang
Narkotika vang baru yaltu Undang-undang Ho. 722 Tahun
1997,

V.M.0. Stb. 1827 No. 278 jo 536 sudah mulal
mengenal korporasi sebsgail pelakus tindak pidana
tetapi dalam hal pertanggungjawaban pidananysa dibe-
bankan kepada pengurus.

Undang-undang Ho. 9 Tahun 1976 téntang Narko-

tika sudah memperkenalkan pertanggungiawaban kor -

180
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porasi pelaku tindak pidana.

Menurut UU Ho. 9 Tahun 19768 Pas=zl 49 dalam hal
terjadi tindak‘pidana yang dilakukan korporasi maka
terdapat dua kelowpok vang bisa dipertanggungiawab-
kan
- pengurus dan pimpinan korporasi,

- korporasi yvang berzangkutan.

Selain itu ketentuan pertanggungjawaban pidana
korporasi_'dalam U Ho. 9 Tahun 1976 tidak operasi-
onil karena tidak ads ruang berlakunysa Undang-undang
Mo. 8 Tahun 1876 bagi badan hukur. Juga tidak ada
penjelasan tentang apa vVang dimaksnd dengan badan
hukum oleh UU tersebut.

Undang-undang Ho. 22 Tehun 1997 sebagsl peng-
ganti dari UU Ho. 8 Tshun 1878 sudah imemperkenalkan
pula tentang dapat dipertanggungjawabkannya korpo-
rasi/badan hukum vang melakukan penyvalahgunaan
narkotika. Sebagaimana ketentuan Undang-undeng Ho. 9
Tahun 1976, hetentuan pertanggungjawaban korporasi
dalam UU No. 22 Tahun 1997 meniwmbulhan permasalahban

karena

- tidak =ads pengatoran nengenai siapa  vang dapat
dipertanggungjawabkan dalam hal korporasil melaku-
kan tindak pidana narkotika.

- tidak ada ruang herlakunya Undang-undang Ho. 22
Tahun 1987 bagil korporasl.

- ganksi - tunggal (dendsa) vang remunghkinan tidak
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akzan efektif karens mengandung kelemahan-kelemabh-

an.

Eebijakan pertanggungjawaban korporasil yang sebaik-
nyva dirumuskan dalam UU Narkotika yang akan datang
Setelah dilakukean penelitian terhadap berbagal
perundang—undang&n pidans indonesia yaﬁg didalamnva
mengatur pertanggungjawaban korporasi serla Drugs
Act Malaysia sebagai pembanding antuk memberikan
slternatif =atau nasukan gunsa pembenahan ketentuan
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana
narkotika di masa vang akan datang.
Adapun masukan yang diajukan adalah
a. Mengenai pertanggungjauaban pimpinan korporasl
- Pertanggungjawaban pimpinan korporasl seyog-
yanya adalah lebih berast dari pertanggung-
jawaban pengurus dengan mengacu repada pasal

52 dan 348 KOUHP.

b. Perlunya pengaturan mengensl pertanggungjawaban

pengurus korporasi (apskah sama dengan pelaku
biasz atsukah lebih berat)

C. Pertanggungjawabhan korporasi, hal-hal vyvang perlu
penbenahan / pengaturan adalah
- Penerapan double traclk system émemadukan antar

pidana dan tindakan) agar efektif
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- Perumussan dalam pasal tersendiri/sub bab ter-
sendiri “"tidak dicantolkan” ke dalam pasal
vang mengatur pertanggungjawaban orang priba-
di)

- Perlunys pasal vang mengstur tentang iy ¥ar-
kotika didshulukan sebagai pengecualian ter-
hadsp UU yangllain sehingga apabilla terjadi
benturan Undang-undang narkotika vang dipakai.

_ Pembatasan jangkas waktu pembayaran dendsa .

- Kstegorisasi pidana dendsa

- Percobaan tindak pidsns

- Ruang berlakunya UU Narkotika bagi Korporasi

B. Saran—saran

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan vang
merugikan dan merupakan bshays vang aangat besar bagil
kehidupen wanusia, masyaraksat, bangsa dan negars. Ke-
tentuan Undang-undang Narkotika merupakan ujung tombak
antuk menanggulangil tindak ypidana narkotikas kKarena
merupakan landasan berpijak aparat penegak hukum untuk
méngambil tindsksn. Oleh karena itu pembenahan aturan
hukam di bidang narkotika autlak tidak dapat ditawar-

tawar.
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